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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana
yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:
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Kutipan Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta
rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
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Kata Pengantar

memberi taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. Setelah

usaha dan ketekunan yang dicurahkan, akhirnya penulis
mampu menyelesaikan buku Muamalah Kontemporer dengan baik.
Selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad
saw. yang telah mempraktikkan tata cara berbisnis secara syar’i,
sehingga beliau dijadikan suri teladan dalam berbisnis, terutama
pada perdagangan modern saat ini.

Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, ajaran yang ter-
cakup di dalamnya berupa: pertama, hubungan antara manusia
dengan penciptanya yang dikenal dengan ibadah, dan kedua, in-
teraksi manusia dan alam yang disebut dengan muamalah secara
umum, dan apabila hubungan antara manusia sesamanya yang
menyangkut dengan hal kebendaan dikenal dengan muamalah
ma’aliyah/ekonomi syariah.

Berkenaan dengan hukum ekonomi pada masa Nabi, sahabat
menjadikan sosok Rasulullah sebagai teladan dalam menjalankan
transaksi bisnis. Apabila terjadi permasalahan hukum, khususnya
permasalahan ekonomi, Rasulullah menunggu turunnya wahyu,
dan apabila wahyu tidak turun, Rasulullah menetapkan hukum ka-
sus tersebut yang dikenal dengan istilah Sunnah. Rasulullah melalui
sabdanya, perbuatannya, atau ketetapannya membenarkan suatu
tindakan ekonomi ataupun melarangnya. Pada masa ini, ekonomi
Islam merupakan suatu tindakan ekonomi yang diwariskan dari
perilaku para pebisnis pra-Islam, Islam membenarkan tindakan
perilaku bisnis tersebut, bahkan menjadikannya sebagai salah satu
bentuk transaksi bisnis islami, seperti mudarabah, dan syirkah.

Berkenaan dengan zaman kontemporer, transaksi ekonomi
semakin berkembang, sedangkan landasan hukumnya berupa Al-

q [hamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah
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Qur’an dan Sunnah secara ekspllisit hanya memberikan pedoman
hukum terhadap kasus-kasus ekonomi sebelumnya dan tidak mem-
berikan kepastian hukum tentang kasus-kasus ekonomi terbaru,
sehingga hukumnya tidak jelas. Apabila ini dibiarkan maka ter-
jadilah kekosongan hukum. Karenanya untuk mengantisipasi ma-
ka para mujtahid mengambil ijtihad jama’i untuk menjelaskan
kedudukan hukum kasus-kasus ekonomi terbaru dengan melihat
gambaran illat dari kasus-kasus sebelumnya dengan menjadikan
Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sandaran hukum. Apabila mereka
menemukan illat yang sama antara peristiwa terdahulu dengan pe-
ristiwa terkini, maka Al-Qur’an dan Sunnah dapat dijadikan seba-
gai mashdar/sandaran hukum kasus ekonomi.

Tujuan penulisan bukuini sebagai pedoman danacuan bagi para
masyarakat, praktisi ekonomi, mahasiswa/i yang bergelut dalam
bidang hukum ekonomi syariah atau jurusan lainnya di Fakultas
Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menyikapi
kasus-kasus ekonomi terbaru. Dengan merujuk illat, kasus-kasus
ekonomi sebelumnya yang terjadi pada masa Rasulullah dan sa-
habatnya. Penulis juga berharap agar para praktisi dapat mene-
rapkan ekonomi “Islami” sesuai dengan arahan, bimbingan, dan
petunjuk Rasulullah saw.

Saya sadar bahwa rampungnya buku ini tidak terlepas dari
bantuan beberapa pihak, baik bantuan spirit, psikis maupun fisik.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak
terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesai-
kannnya buku Muamalah Kontemporer, mudah-mudahan amal baik
mereka diterima oleh Allah Swt. dan dibalas-Nya dengan pahala
yang berlipat ganda. Amin.

Semoga buku ini bermanfaat menjadi acuan masyarakat da-
lam bermuamalah, serta semoga Allah Swt. memberikan taufik
dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Batusangkar, Maret 2019
Dr. Farida Arianti, M.Ag.
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B. PENGERTIAN MUAMALAH

1. Fikih dan Ruang Lingkupnya

Kata figh secara etimologi berasal dari kata faqiha, yafqahu,
dan fighan berarti mengerti dan memahami (Khalaf, 1983: 11).
Pengertian di atas artinya untuk mendalami suatu permasalahan
hukum memerlukan potensi akal. Definisi figh secara etimologi da-
pat dipahami dalam firman Allah surat Hiid ayat 91 dan al-An’aam
ayat 65:
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Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa
yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat
kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena ke-
luargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bu-
kanlah seorang yang berwibawa di sisi kami" (QS. Hud [11]: 91).
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Katakanlah:"Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu,
dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu
dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan
kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhati-
kanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih
bergantiagar mereka memahami(nya)” (QS. an-Anaam [6]: 65).

Sedangkan pengertian secara terminologi sebagaimana diung-
kapkan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

kil Ll e i) Adaal) 2e ) A8V el ga

Adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang
yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (Khalaf, 1983: 11)

Maksud ilmu adalah paham, dan termasuk di dalamnya bagian-
bagian dari syariat Islam adalah arahan Allah yang mengandung
perintah wajib bagi seorang cakap hukum/mukallaf agar dia melak-
sanakannya, atau sesuatu yang haram agar dia menjauhinya, atau
anjuran yang bersifat melakukan atau meninggalkan (mubah dan
makruh), atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan
dengan sesuatu yang lain yang dikenal sehingga ia menjadi sebab,
syarat atau penghalang/mani’, contoh datangnya haid sebagai se-
bab larangan shalat, puasa dan ibadah lainnya yang disyaratkan
suci bagi seorang wanita mukallaf. (Azzam, Abdul Aziz Muham-
mad; Ter. Nadirsyah Hawari, 2010: 4).

Hukum-hukum syar’i, baik dalam bentuk amr (perintah) dan
nahyi (larangan), terhadap amaliyah manusia dihasilkan oleh dalil-
dalil yang terperinci. Adapun yang dimaksud dengan hukum syara’

2 PHe
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adalah khitab Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia yang
berisikan tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk
ketentuan-ketentuan (Syarifuddin, 1997: 282). Penggunaan kata
hukum dikaitkan dengan kata syariah, artinya bahwa fikih hanya
menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i, yaitu sesuatu yang
bersumber dari Allah. Ini membatasi bahwa hal-hal yang bersifat
akal; misalnya, penghitungan enam dikali delapan adalah empat
puluh delapan, atau pengetahuan hissi seperti es itu dingin, bukan-
lah objek kajian fikih (Syarifuddin, 1997: 3).

Adapun amaliyyah adalah objek kajian fikih. Objek kajian fi-
kih adalah perbuatan seorang mukallaf. Maka, seseorang yang ber-
ada di luar cakupan mukallaf, seperti anak-anak dan orang yang
dalam masa pengampunan, bukanlah objek kajian fikih. Adapun
yang menjadi dasar terhadap permasalahan fikih dan perbuatan
manusia sebagai objeknya dapat dipahami dengan jelas dari fir-
man Allah Swt. dalam QS. al-Taubah ayat 122.

Tz 2%
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Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan pe-
rang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga di-
rinya (QS. al-Taubah [9]: 122).

Berdasarkan firman Allah di atas, Allah memberikan arahan
kepada manusia supaya mereka tidak hanya terfokus pada masa-
lah jihad saja, akan tetapi juga memperdalam pengetahuan agama
yang bermanfaat dan memberikan dampak bagi kehidupan masya-
rakat.

Penggunaan kata “yang digali dan ditemukan” mengandung
pemahaman bahwa fikih adalah hasil penggalian, penemuan, pe-
nganalisaan dan penentuan ketetapan tentang hukum. Oleh sebab
itu, sesuatu yang berasal bukan dari hasil penggalian, seperti me-

bHd 3
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ngetahui apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah seperti mata-
hari sebagai sumber cahaya, bukanlah fikih. Fikih adalah hasil pe-
nemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.
(Syarifuddin, 1997: 3).

Sumber dan dalil yang mendasari perbuatan seorang mukallaf
adalah dalil yang terperinci. Dalam pemahaman ushul figh, sumber
hukum Islam berarti rujukannya adalah Al-Qur’an dan Hadis karena
keduanya merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai media
penimba hukum Islam. Adapun dalil dalam pemahaman ushul figh
adalah sesuatu yang memberikan petunjuk untuk menemukan hu-
kum Allah, dan yang dimaksud dengan dalil adalah ijma’ dan qiyas.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh al-Rahman al-Sha-
biiniy (Shabiiniy, 1980, hlm. 7) dalam bukunya al-Madakhal li Di-
rasah al-Tasri’ al-Islamiy, ia menambahkan kalimat yang sama de-
ngan:

4 gy 3LV g TIL Bl g OTAN e Lo Lol ga
el g Ll Ul

Adalah ilmu yang di-instibatkan dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan

menggunakan metode nalar, dan ijtihad, dan dibutuhkan padanya pe-
nalaran dan ketelitian.

Penjelasan oleh al-Rahman al-Shabiiniy memberikan pema-
haman bahwa fikih adalah: ilmu yang diinstibatkan, yaitu memu-
ngut atau mengeluarkan sesuatu dari kandungan lafaz Al-Qur’an
dan matan Hadis dengan menggunakan metode ra’yu adalah untuk
mengetahui hukum-hukum Allah yang tersirat dibalik yang tersu-
rat yang terdapat di dalam lafaz Al-Qur’an dan matan Hadis Nabi.
Ijtihad dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk
menghasilkan dugaan yang kuat tentang hukum syar’i.

Pendapat yang berbeda mengenai definisi fikih diutarakan
oleh al-Amidi, (dalam Syarifuddin, 1997: 3). Ia mendefinisikan
fikih dengan “Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang
bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau is-
tidlal.

4 PHe
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Kata furu’iyah dalam pendapat di atas memahami fikih sebagai
ilmu pengetahuan tentang dalil dan macam-macamnya sebagai
hujah, (sumber hukum) (Syarifuddin, 1997: 3). Dalam pemaham-
an al-Amidi, yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu tentang
penggunaan dalil-dalil hukum.

Penggunaan kata “penalaran” memberikan penjelasan bahwa
fikih adalah hasil penalaran. Adapun ilmu pengetahuan yang di-
peroleh tanpa melalui usaha penalaran—seperti pengetahuan Nabi
mengenai hukum-hukum syara™—bukanlah fikih.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bah-
wa fikih, yaitu:

a. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Allah.

b. Objek kajiannya adalah amaliyyah furu’iyah.

c. Pengetahuan tentang hukum Allah berdasarkan dalil yang ter-
perinci.

d. Hukum-hukum tersebut digali dan ditelaah melalui metode
penalaran oleh seorang mujtahid.

Fikih adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang objek
kajiannya berupa perbuatan seorang mukallaf, yang mana seorang
mujtahid menggali dan menelaah hukum-hukum Allah dengan
metode penalaran yang berasal dari sumber utama hukum Islam,
yakni Al-Qur’an dan Hadis.

Adanya keterkaitan antara fikih dengan syariat Islam cukup
terpampang jelas. Syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan yang
telah digariskan oleh Allah melalui Al-Qur’an yang diperkuat de-
ngan Hadis Nabi terkait dengan tingkah laku manusia selama hi-
dup di dunia dan akhirat. Untuk mengetahui apa-apa yang dike-
hendaki oleh Allah, agar dilakukan atau ditinggalkan, atau pilihan
yang dilakukan oleh seorang manusia, ia harus memiliki pema-
haman yang kuat mengenai syariah, yang dapat diberlakukan se-
suai dengan situasi dan kondisi yang beragam. Kemudian, hasil
penelaahan dan penalaran aturan-aturan syariah tersebut dituang-
kan dalam bentuk hukum-hukum yang bersifat terperinci, yang
berisi tentang bagaimana seorang mukallaf bertindak tanduk. Ini-
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lah yang dikenal dengan istilah fikih.

Fikih merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dengan
objek kajian berupa perbuatan seorang mukallaf selama hidup di
dunia. Secara garis besar hukum-hukum tersebut mencakup dua
bagian, yakni hubungan antara seorang hamba dengan khalik-Nya,
dan hubungan antarsesama manusia. Dalam memahami ruang
lingkup objek kajian fikih di atas, ulama memiliki perbedaan pen-
dapat, di antaranya:

a. Sri Sudarti (2018: 4), ia membaginya dalam delapan objek ka-
jian, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ta’abbudi kepada
Allah Swt., seperti ketentuan mengenai shalat, puasa, za-
kat, haji dan umrah. dikenal dengan ‘Ibadah.
Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama
manusia dengan permasalahan/rumah tangga dan ruang
lingkupnya berupa nikah, talak, rujuk, hadanah, wasiat,
waris dan nafkah, dikenal dengan ahwal-al-Syakhshiyyah.
Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama
manusia dengan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak
yang tercakup di dalamnya, dikenal dengan muamalah.
Hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian seng-
keta yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan sesa-
manya, dikenal dengan Jinayah Ahkam al-Qadha.
Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, di-
kenal dengan jindyah.

Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan seorang
penguasa dengan masyarakatnya, dikenal dengan al-Ah-
kam al-Sultaniyyah atau Siyasah al-Syar’iyyah.

Hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara
dalam keadaan damai atau perang, dikenal dengan syiar
atau al-Hugqiiq al-Dauliyah.

Hukum yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkono-
tasi baik dan buruk, dikenal dengan adab.

b. Ali al-Khafif menjelaskan dalam bukunya Ahkam al-Muamalah
al-Syari’ah (dalam Sri Sudartri, 2018: 4), ia membagi fikih ke
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dalam lima objek kajian, yaitu:

1) Bidang ‘ibadah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan
hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga bertu-
juan untuk media pendekatan kepada rabb-Nya. Seperti
shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) Bidang al-Ahwal al-Syakhshiyyah, yaitu hukum-hukum
yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti
perkawinan, perceraian, dan nafkah

3) Bidang muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan
dengan masalah kebendaan dan peredarannya yaitu jual
beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.

4) Bidang hudiid dan ta’zir dikenal juga dengan ‘uqubat, yaitu
hukum yang berhubungan dengan tindak pidana serta hu-
kumannya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pi-
dana meminum khamar.

5) Bidang murafa’at yaitu hukum-hukum yang berhubungan
dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya seperti sum-
pah, barang bukti (bayyinah).

Muhammad Yusuf Musa (dalam Sri Sudartri, 2018: 5) membagi

Kklasifikasi fikih dalam tiga objek kajian yaitu bidang ibadah,

bidang muamalah, dan bidang hukuman (uqubah).

Dari tiga perbedaan pendapat di atas, jumhur ulama sepakat

bahwa kajian fikih secara sederhana dibagi atas dua objek ka-

jian yakni ‘badah dan muamalah. Kesepakatan ini didasari
bahwa sebagai khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk
beribadah kepada khalik sebagai wujud syukur terhadap nik-
mat yang telah diberikan, dan sebagai pemakmur bumi, ma-
nusia diminta untuk saling berinteraksi dengan sesamanya
agar terpenuhi segala kebutuhan yang ia inginkan, karena
pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini
dikuatkan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 112.
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Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
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mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) de-
ngan manusia ...

Perbuatan seorang mukallaf adalah objek kajian fikih, maka
seluruh cakupan fikih menyangkut aspek dasar-dasar kehidupan
seorang mukallaf, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat.
Oleh sebab itu, dalam pembahasan topik ini, penulis sepakat bah-
wa objek kajian fikih terbagi atas dua bagian pokok yakni:

a. Fikih Ibadah

Adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk
penghambaan manusia kepada khalik-Nya, seperti shalat, puasa,
zakat, dan haji. Pada dasarnya pelaksanaan fikih ibadah bersifat
ta’abbudi, maksudnya adalah ketentuan hukum-hukum yang ber-
kaitan dengan permasalahan ibadah bersifat “mengikuti”, yaitu
mengikuti semua ritualnya sesuai dengan petunjuk Allah di dalam
Al-Qur’an dan ketetapan Nabi dalam Hadisnya, sebab itu, aturan-
aturan yang berkaitan dengan fikih ibadah hukumnya bersifat te-
tap dan tidak akan berubah dengan adanya perubahan zaman. Hal
ini didukung oleh kaidah fikih yakninya:

gLVl il SsLall (3 oY)
"Hukum asal dari sebuah ibadah adalah taugif (menunggu aturan-atur-
an yang dibuat oleh hakim yakninya Allah) dan ittib' (meniru, tata pe-
laksanaannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi)" (Djazuli, 2006:
114).

b. Fikih Muamalah

Adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hubung-
an sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan perma-
salahan yang melingkupinya dalam hal-hal kebendaan dan hak
kewajiban padanya. Dalam bidang muamalah, seorang mukallaf
tidak bersifat tauqif terhadap penjelasan Nabi, penjelasannya ha-
nya bersifat mujmal, dan menyerahkan perinciannya kepada muj-
tahid melalui ijtihad, dan pola-pola yang berlaku sebelumnya, se-
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lama pelaksanaan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan
dasar-dasar muamalah, yaitu larangan transaksi yang mengandung
unsur kezaliman berupa gharar, riba, dan maysir. Hal ini didukung
dengan kaidah fikih.

VY30 WP R N [ AN TP U S WA
"Hukum asal dari segala muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130).

Pelaksanaan muamalah di dalam Islam tidak terikat dengan
waktu, kondisi, serta tempat. Hal ini menunjukkan bahwa pelak-
sanaan muamalah dapat berbeda-beda di berbagai tempat, sesuai
dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat. Perbedaan pelak-
sanaan muamalah tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan
hukum, atau menyalahi hukum asalnya. Seperti contoh penebusan
barang gadai di Minangkabau.

Dalam pelaksanaannya, muamalah bersifat kebebasan terikat,
maksudnya seorang Muslim bebas melakukan tindakan muamalah
sesuai dengan apa yang diinginkannya selama masih di dalam ru-
ang lingkup tata aturan Islam.

2. Muamalah

Secara bahasa kata “muamalah” berasal dari bahasa Arab
(asl), yakni shigat dari (2=4))) yang berarti saling berbuat. Peng-
gunaan kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan suatu ke-
giatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya (Haroen, 2000: vii).

Secara terminologi menurut Dimyati dalam bukunya I’anah al-
Thalibin yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly et al, ia berpen-
dapat “menghasilkan duniawi supaya lebih sukses masalah ukh-
rawi” (Ghazaly, 2010: 3). Menurut Muhammad Yusuf Musa yang
dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly et al, “Muamalah adalah
peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam
hidup bermasyarakat dan untuk menjaga kepentingan manusia.”
(Ghazaly, 2010: 3).
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Adapun menurut Nasrun Haroen dalam Abdullah al-Sattar Fa-
tullah Sa’id ia berpendapat bahwa figh muamalah adalah hukum-
hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam memenuhi
kebutuhan keduniawian seperti dalam transaksi jual beli, syir-
kah, mudarabah, utang piutang, sewa-menyewa dan kerja sama
pertanian (Fatullah Sa’id, 1402 H: 12). Tindakan manusia dalam
definisi di atas adalah seorang yang telah mukallaf, yakni orang
yang telah dikenai beban taklif yaitu orang yang baligh berakal dan
cerdas. Frase kalimat urusan keduniawian menunjukkan bahwa
tindakan hukum mukallaf menyangkut persoalan kebutuhannya di
dunia. Namun, dalam konsepsi dasar hukum Islam yang tercakup
di dalamnya adalah muamalah yang menyatakan bahwa aktivitas
apa pun seorang Muslim, ia harus mempertanggungjawabkan di
hadapan Allah kelak, sehingga apa pun aspek muamalah di dalam
Islam tidak terlepas di dalam masalah ketuhanan (Haroen, 2000:
vii). Hal ini ditekankan oleh Allah di dalam QS. al-Dzariydt ayat
56:

03085 V) oy 1 e g

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

Dari berbagai definisi di atas, muamalah dapat dipahami se-
cara am dan khas. Secara umum, muamalah adalah segala bentuk
hubungan hukum antara satu orang dengan perorangan lainnya
(mukallaf) mengenai urusan duniawi. Adapun secara khas mua-
malah adalah suatu hubungan hukum antar mukallaf yang berhu-
bungan dengan hal kebendaan.

Muamalah adalah hasil interpretasi terhadap hukum Islam
dan dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manu-
sia. Maka, dalam muamalah terdapat unsur “ketuhanan” yakni
wahyu dari Allah, dan unsur intelektual yakni pemahaman terha-
dap hasil nalar terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis (Haroen,
2000: vii). Tujuannya agar terwujud ke mashlahatan manusia
dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada dasarnya, muamalah
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dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan keharaman-
nya. Hal ini ditekankan oleh firman-Nya dalam QS. Yunus ayat 59.

AT o8 Vosg s 4 2dlesd &3, 2 RS0 J5T G 2T o8
5t &1 e 31 240 5

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan
Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagi-
annya) halal". Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepa-
damu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”
(QS. Yunus [10]: 59).

Muamalah memiliki objek kajian yang luas karena mencakup
hubungan interaksi antarsesama manusia, sehingga sumber hukum
Islam hanya membicarakan tindakan muamalah dalam bentuk
ketentuan yang bersifat mujmal. Hal ini mengindikasikan bahwa
Allah membuka pintu ijtihad seluas-luasnya terhadap berbagai ra-
gam atau macam tindakan muamalah, dan melakukan berbagai
perubahan terhadap muamalah tersebut dengan syarat tidak me-
langgar asas pokok muamalah di dalam Islam yakni transaksi yang
mengandung unsur gharar, riba, dan maysir.

Di dalam pelaksanaannya, muamalah mengalami perkemba-
ngan bentuk dan jenis yang dilakukan oleh generasi sebelumnya,
sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Oleh se-
bab itu, dapat dijumpai berbagai macam bentuk muamalah yang
berbeda dari induk yang sama, seperti pelaksanaan gadai di Mi-
nangkabau, dan ada pula bentuk muamalah yang hanya dikenal
oleh komunitas tertentu seperti bay wafa’ yang dikenal di wilayah
Bukhara. Ini menunjukkan bentuk interaksi manusia dalam meme-
nuhi kebutuhannya. Hal ini ditekankan oleh Allah dalam QS. al-
Isra ayat 84:

Sate I 5 2 416 183 lSE o s 468

Katakanlah: ‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-
masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar ja-
lan-Nya (QS. al-Isra’' [17]: 84).
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C. PENGERTIAN KONTEMPORER

Dalam implementasinya, muamalah mu’ashirah (muamalah
kontemporer) termasuk dalam objek kajian fikih kontemporer. Se-
belum mengacu pada pembahasan tersebut, kita akan membahas
lebih dulu apa itu fikih kontemporer. Kata “kontemporer” berasal
dari bahasa Inggris contemporary, menurut kamus Oxford berarti
(1) Of the time or periode being, refered to: belonging to the same time
(2) of the present time, modern (Homby, 1989: 253).

Adapun menurut tatanan bahasa Arab kata yang mengacu
dan sepadan dengan permasalahan aktual/fikih kontemporer ada-
lah fikih nawazil Secara etimologi, fikih berarti pemahaman dan
merupakan shigat jama dari nazilah yang berarti kesusahan. De-
ngan demikian, fikih nawazil berarti “pengetahuan hukum-hukum
syariat terhadap kasus-kasus aktual yang belum pernah terjadi
pada masa Nabi yang membutuhkan keterangan hukum syariat”
(Abu Ubaidah Yusuf, 2014: 4).

Dengan adanya perkembangan zaman, permasalahan hukum
semakin berkembang dan memerlukan sumber hukum untuk me-
ngetahui bagaimana keabshahannya, oleh sebab itu, fikih nawazil
terbagi atas (Abu Ubaidah Yusuf, 2014: 7):

1) Dari segi materi terbagi atas dua macam:

a. Nawazil fikih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan de-
ngan masalah aktual yang membutuhkan dasar hukum,
baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti
bunga bank.

b. Nawazil bukan fikih, yaitu permasalahan akidah yang
muncul di masa kontemporer dalam bentuk “syirik ak-
tual” yang mengacu kepada kesyirikan modern, seperti
memakai kalung dengan batu giok dengan harapan dapat
menjaga kesehatan dan sebagainya.

2) Dari segi banyak dan sedikitnya kejadian, terbagi atas empat
macam, yaitu:

a. Masalah yang tidak terlepas dari seseorang seperti peng-
gunaan uang virtual.
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b. Masalah yang sering terjadi menimpa umat Islam seperti
shalat di pesawat, dan kartu kredit dan debit.

c. Masalah yang jarang terjadi, seperti memasang kembali
anggota tubuh yang terlepas.

d. Masalah yang sudah terputus hukumnya seperti penggu-
naan alat modern dalam penetapan awal dan akhir Rama-
dhan.

3) Dari segi sifatnya, terbagi atas dua macam:

a. Masalah aktual, yaitu masalah yang belum pernah terjadi
di masa Rasulullah dan memerlukan sumber hukumnya,
seperti bayi tabung.

b. Masalah yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian
dikemas kembali menjadi masalah aktual, seperti jual beli
kredit.

Permasalahan fikih nawazil terus terjadi seiring adanya per-

kembangan zaman, oleh sebab itu di antara referensi yang mem-
bahas tentang permasalahan aktual ialah sebagai berikut (Abu
Ubaidah Yusuf, 2014: 7):

1.

Kitab yang membahas tentang masalah aktual, seperti al-Figh
Mustajaddat fi Bab Ibadah oleh Thahir bin Yusuf Al-Siddqiy,
Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah fi figh Islamiy oleh Muhammad
Utsman Syubair dan Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah fi Dha’ul
Islam oleh Sa’adduin al Kubbiy.

Tulisan yang dimuat di Mu’jam Fikih Islamiy, di Mekkah dan
Jeddah.

Keputusan yang diadakan dalam mu’tamar atau seminar, se-
perti muktamar tentang zakat di Sudan, mu’tamar tentang
ekonomi yang dilakukan oleh bank Islami.

Fatwa lembaga yang khusus menangani masalah aktual seperti
lembaga lajnah da’imah Arab Saudi, Fatwa MUI Indonesia.
Tulisan Magister atau Doktoral mengenai masalah aktual.

Adapun yang membahas secara khusus tentang ekonomi ak-

tual, yakni:

13



MUAMALAH KONTEMPORER

a) Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah fifigh Islamiy oleh Muhammad
Utsman Syubair.

b) Muamalah Maliyah al-Mu’ashirah fi Dha’ul Islam oleh Sa’adduin
al-Kubbiy.

¢) Muktamar tentang Zakat di Sudan, dan mu’tamar tentang eko-
nomi yang dilakukan oleh bank Islami.

d) Lembaga Fatwa MUI mengenai ekonomi Islam.

Khusus dalam kajian muamalah, ada beberapa persoalan
yang secara langsung tidak dijelaskan oleh nash secara gamblang,
ini disebabkan oleh perkembangannya yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan peradaban suatu masyarakat dan kon-
disi masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya perubahan so-
sial. (Soekanto, 1988: 89) mendefinisikan perubahan ini sebagai
perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di suatu komuni-
tas tertentu yang memengaruhi sistem sosial, yang tercakup di
dalamnya berupa nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di
dalam masyarakat.

Muamalah memberikan pola-pola, prinsip, dan akidah umum
dibandingkan dengan memberikan jenis muamalah secara perinci,
dan didukung dengan penggunaan kaidah furu’iyah berupa & .-V
eod e s Ju oV Y] a1y Al Hukum asal dari segala muamalah
adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
(Djazuli, 2006: 130).

Ini mengakibatkan terjadinya kreasi yang beragam dalam
bentuk muamalah, dan layak untuk dikembangkan. Dalam bidang
ini, persoalan-persoalan ini disebut dengan persoalan ta’aqquliyat
(yang bisa dinalar). Maksudnya adalah dalam persoalan-persoalan
muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang ter-
kandung di dalam sebuah transaksi serta sasaran yang ingin dica-
pai. Dan apabila kreasi muamalah tersebut sesuai dengan substansi
makna yang dikendaki syara’ dan bertujuan untuk ke-mashlahat-an
manusia dan menghindari ke-mudharat-an, maka muamalah dapat
diterima (Haroen, 2000: XVII)

Dan dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan pengaruh-
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nya terhadap hukum, hal ini didukung oleh pendapat yang dikemu-
kakan oleh Ibnu Qayim al-Jauziyyah, ketika ia menetapkan kaidah
yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di
dalam bidang muamalah, yaitu:

lly Jls Yy aSlly L) i ot LMl il
51 5l

“Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan karena perubahan za-

man, perubahan tempat, dan perubahan keadaan social, niat, dan adat
kebiasaan” (al-Jauziyyah, 1975: 4).

Dari pendapat al-Jauziyyah di atas ada lima faktor yang me-
mengaruhi perbedaan hukum yaitu kondisi zaman, kondisi lokasi,
kondisi sosial masyarakat, niat, serta adat kebiasan. Dan faktor-
faktor di atas dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah kasus-
kasus terbaru muamalah agar maqashid syari’ah tercapai.

Dengan demikian, perubahan sosial berpengaruh terhadap per-
ubahan hukum muamalah di dalam Islam. Ini menjelaskan bahwa
agama Islam sangat fleksibel dan mampu bertahan sesuai dengan
perubahan zaman dan peradaban. Di samping itu, juga untuk
menghindari kekosongan hukum terhadap kasus-kasus terbaru,
dan menekankan bahwa sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an
mampu menjawab permasalahan setiap umatnya. Adakalanya ma-
salah tersebut dijawab secara jelas oleh Allah dan adakalanya di-
perlukan penalaran terhadap ayat Al-Qur’an untuk menjawab per-
masalahan tersebut.

D. RUANG LINGKUP MUAMALAH

Kajian muamalah dalam Islam mempunyai ruang lingkup yang
luas, sehingga sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an dan sunnah
kebanyakan hanya membicarakannya secara umum. Ini mengin-
dikasikan bahwa pelaksanaan muamalah dalam Islam secara ter-
buka dan terus mengalami inovasi-inovasi yang sesuai dengan
perubahan zaman, selama pelaksanaannya tidak mengandung tiga
unsur terlarang yakninya riba, gharar, dan judi. Ini didukung oleh
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kaidah fikih yang menjadi dasar pokok muamalah:

Lo o s Jou O Y aLYl aladl 3 oY)
“Hukum asal dari segala muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130).

Berbicara mengenai ruang lingkup muamalah dapat dilihat
dari berbagai segi di antaranya:

1. Dilihat dari Cakupannya

a. Muamalah ‘Am (Umum)

Mu‘amalah secara umum berkaitan dengan hubungan manusia
dengan sesama, yang menyangkut beberapa bidang, yaitu (Suhen-
di, 2005: 2):

1) Figh Munakahat (perkawinan), yaitu hubungan antara sesama
manusia berkaitan dengan perkawinan dan keturunan yang
sah.

2) Figh Mawarits (kewarisan), yaitu hubungan antara sesama ma-
nusia berkaitan dengan kewarisan.

3) Figh Jinayah (pidana), yaitu hubungan antara sesama manusia
berkaitan dengan tindak kejahatan dan sanksi.

4) Figh Qadha’ (hukum acara), yaitu hubungan antara sesama
manusia berkaitan dengan usaha mendapatkan hak dan ke-
adilan di pengadilan.

5) Figh Dusturiyah (hukum tata negara), yaitu hubungan antara
sesama manusia dan antara manusia sebagai kelompok dengan
pemimpinnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

6) Figh Dauliyah (hukum antarnegara atau internasional), yaitu
hubungan antara sesama manusia dalam suatu negara dengan
negara lain dalam masa perang dan damai.

7) Figh al-Mar’ah (perempuan), yaitu aturan yang mengatur khu-
sus berkenaan perempuan.

8) Figh Mu‘amalat (ekonomi), yaitu hubungan antara sesama ma-
nusia berkaitan dengan hak dan harta. Figh Mu‘a@malah ini di-
artikan dalam bentuk khusus.
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b. Muamalah Khas (Khusus)

Adapun muamalah secara khusus adalah hubungan hukum

antar sesama manusia yang menyangkut permasalahan mengenai
harta benda dan kepemilikan.

2. Dilihat dari Sisi Rujukan Dasarnya

Berbicara tentang ruang lingkup muamalah, apabila dilihat

dari sisi hukumnya dibagi atas dua macam yaitu:

a.

Muamalah yang Ketentuan Hukumnya Langsung dari Al-Qur’-
an dan Hadis.
Adalah berbagai permasalahan hukum, dengan ketentuan-
ketentuan hukumnya telah dijelaskan oleh Allah secara jelas
dan terperinci sehingga seorang mujtahid tidak memerlukan
penalaran yang tajam untuk mengungkap hukumnya, seperti
contoh persoalan warisan, jumlah talak, iddah, khulu’ ruju, ke-
haraman khamar, keharaman bangkai, dan keharaman riba.
Hukum-hukum seperti di atas bersifat permanen dan ti-
dak dapat diubah dan menerima perubahan. Dalam ketentuan
hukum seperti ini adakalanya seorang manusia sulit menemu-
kan kebenaran hakiki yang dinginkan oleh Allah. Dalam hal
ini Allah sering kali menutup firman-Nya dengan penegasan
dan peringatan bagi manusia terhadap karunia dan rahmat
yang telah Allah berikan. Menurut (Haroen, 2000: xiii) keten-
tuan Allah di atas mengandung kemashlahaan bagi manusia,
baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Muamalah yang ketentuannya berasal dari hasil ijtihad, dan
penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang mengacu pada
kaidah-kaidah dan prinsip umum muamalah.
Bentuk muamalah ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi so-
sial di dalam masyarakat, hal ini tampak dalam bentuk tran-
saksi jual beli di swalayan, (jual beli mu’athah) yakni pihak
pembeli diberi kebebasan dalam menentukan barang yang
diinginkannya, dan penjual menerima barang yang diinginkan
pembeli tanpa adanya shigat yang jelas. Akan tetapi, akad ju-
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al beli ini dianggap sah, karena ketika pembeli mengambil
barang yang tertera di nota penjualan tersebut, secara tidak
langsung tindakannya mengandung unsur qabiltu (aku teri-
ma), tindakan tersebut mengandung unsur kerelaan dari ke-
dua belah pihak, sehingga substansi jual beli terlaksana.
3. Dari segi objek kajiannya, muamalah terbagi atas dua macam:
(Syafe’i, 2006: 17):
a. al-Muamalah Maliyah
Adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek
kajiannya adalah benda yang halal, haram, syubhat, ben-
da-benda yang memudaratkan. Muamalah maliyah adalah
aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya.
b. al-Muamalah al-Adabiyah
Adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivi-
tas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari sisi
subjeknya, yaitu mukallaf. Dengan demikian, muamalah
al-Adabiyah berkisar tentang kerelaan dua belah pihak da-
lam melakukan transaksi.

E. KAIDAH-KAIDAH MUAMALAH
1. Pengertian Kaidah Fikih (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)

Pada dasarnya, ilmu kaidah-kaidah fikih merupakan translite-
rasi dari bahasa aslinya yaitu 4.¢i4)) u¢lsd)l yang terdiri dua suku kata,
keduanya merupakan bahasa Arab. Penulisan kalimat ini lebih
banyak dengan pemakaian kata ma’rifah atau kata yang diawali de-
ngan memakai alif dan lam, karena berfungsi untuk menunjukkan
ma’rifah ahdiyah (dipakai untuk hal yang diketahui secara umum
atau di kalangan orang banyak) (Kasmidin, 2015: 4). Melihat da-
lam bentuk lafaz al-qawaid merupakan kata dalam bentuk jama’
taksir, yang diambil dari kata mufradnya adalah gdidah yang secara
bahasa berarti dasar atau fondasi. (Bakar, t.th.: 655).

Penggabungan kata al-gawaid dengan kata al-fighiyyah dengan
memakai huruf “Ya nisbah” yang terlihat pada akhir kata al-figh,
dengan demikian akan terjadi perubahan maksud, sehingga ia me-
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ngandung makna sifat, sesuai di mana ya nisbah diletakkan pa-
da sebuah kata, artinya kata yang dimasuki oleh “Ya”. Ketentuan
dalam bahasa Arab jika kata-kata itu memakai huruf “Ya bertasy-
did”, maka kata itu mengandung kata sifat. Maka dengan mengga-
bungkan 4424l uslsdl akan bermakna “Kaidah-kaidah yang bersifat
atau berkisar masalah figh” (Kasmidin, 2015: 4).

Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah
yang berkisar tentang permasalahan figh muamalah dalam arti
luas, yakni hubungan fikih antara satu individu dengan individu
lainnya.

Adapun secara istilah 242l 4sls3) dikemukakan oleh ulama
sebagai berikut:

a. Muhammad Abu Zahra

ot doly o3 ) a8 lgraall a8 Y) aegast
"Hukum yang bermakna mutasyabihat dipalingkan maknanya secara
giyas" (Zahrah t.th.: 10)

b. al-Jurjani
"Kaidah yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian” (Jur-
jani, 1983: 171).
c. Imam Tajjuddin al-Subki
Les S gy 338 Ol adde aikay Ul ISU) A

"Kaidah yang bersifat menyeluruh yang meliputi semua bagian, yang
bisa dipahami dengan kaidah tersebut” (Subki, t.th.: 11)

d. Ibnu Nuzaim
ale aS-Y lsssh g L) 55 ) dslgdl) 3y

“Sesuatu yang dikembalikan pada hukumnya dan padanya diperinci
hukum” (Nuzaim, 1983: 10).

Dari beberapa pengertian di atas bahwa 4.¢24l 4¢l52)) adalah kai-
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dah yang mengatur dan menghimpun berbagai macam masalah
fikih dari bermacam-macam topik, sehingga fugaha mengembalikan
semua permasalahan figh tersebut kepada kaidah-kaidahnya. Oleh
sebab itu, kaidah-kaidah fikih merupakan kesimpulan dari hukum-
hukum fikih yang terperinci dan hasil ijtihad ulama, lalu hasil ij-
tihad ulama tersebut dikumpulkan, dan dihubungkan dengan satu
kaidah.

2. Kaidah-kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang
Muamalah (al-Qawaid al-Fighiyyah khasasi li
Muamalah)

Kaidah-kaidah figh yang berkaitan dengan muamalat pada da-
sarnya merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah asasiyah, ada-
pun kaidah-kaidah asdsiyah adalah sebagai berikut:

a. Ladolis 333
“Suatu amal tergantung pada niatnya."

b s L 2240
"Kesukaran menghasilkan kemudahan."
e SR JiEY e

"Keyakinan menghilangkan keraguan.”

d. Jig

"Kemudratan harus dihilangkan.”
e. }"‘A&.«” < A
‘Adat dapat dijadikan hukum." (Djazuli, 2006: 9)

Adapun kaidah-kaidah fikih yang secara khusus mengenai fi-
kih muamalah maliyah adalah sebagai berikut:

L e s Ju O Va1 abled) (3 L)
"Hukum asal dari bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil
yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130)

Maksud dari kaidah ini adalah setiap transaksi pada dasarnya

20 n



BAB1— MUAMALAH

boleh, seperti mudhdarabah, ijarah, syirkah dan transaksi lainnya.
Kaidah ini juga berlaku bagi transaksi-transaksi kontemporer yang
ketentuannya tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Hadis seperti
obligasi syariah, asuransi syariah, jual beli saham dan lainnya, se-
lama transaksi tersebut tidak mengandung unsur gharar, riba, dan
judi.

Bl olegl b a5 cpdilazall o) daall 3 oY)

“Hukum asal dari sebuah transaksi pada kerelaan kedua belah pihak,
dan apabila kedua belah pihak rela, akad menjadi sah” (Djazuli, 2006:
131)

Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerelaan kedua
belah pihak, apabila salah satu pihak tidak rela, transaksi menjadi
batal apabila salah satu pihak merasa tertipu, atau dipaksa, dan
terpaksa, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak.
Kaidah ini juga berlaku pada jual beli mulja, jual beli gharar.

L3 0 01 flr Jgd IS
"Setiap lafaz qabul boleh dengan ungkapan saya terima” (Djazuli, 2006:
132).

Menurut kaidah ini syarat sah akad adalah untuk menyebut
“gabiltu” (saya telah terima) dan tidak mengulangi ijab. Dalam se-
buah transaksi modern, mengambil atau diam atas, harga yang
tertera di sebuah nota pembelian, atau tanda-tangan dari sebuah
nota kesepakatan dianggap penganti dari makna qabiltu.

G o e 3 Can O) AN 5s2Y
"Tidak boleh seseorang men-tasarruf-kan harta yang bukan miliknya”
(Kasmidin, 2015: 71)

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang akan melakukan suatu
akad, baik akad itu berupa jual beli atau sewa-menyewa, benda
yang diakadkan tersebut harus milik dia sendiri, tidak boleh men-
tasarruf-kan harta milik orang lain, kecuali ia mendapat izin dari
pemiliknya.

n 21



MUAMALAH KONTEMPORER

Kaidah ini juga berlaku pada jual beli al-fudhuli, dan jual beli
ma laisa indak, karena men-tasarruf-kan harta yang bukan pemi-
liknya, dan pemilik sendiri tidak mengizinkan orang lain untuk
men-tasarruf-kan harta tersebut.

=Y Ly fbu
‘Akad yang batal tidak menjadi sah, walaupun dibolehkan oleh pihak
lain" (Rahman, 1976: 54).

Akad batal hukumnya tidak sah dalam Islam, dan akad ini di-
anggap tidak pernah terjadi, walaupun pihak lain membolehkan
akad ini. Kaidah ini juga berlaku pada jual beli fasid dan jual beli
batal. Kedua akad ini tidak sah dalam Islam.

a2 3 L le Zst"w Jiz: 3
"Apabila batal suatu akad, batal pula tanggungannya” (Mushtafa,
1965:1022).

Penerapan dari akad ini adalah penjual dan pembeli telah me-
lakukan suatu transaksi, kemudian mereka membatalkan akad ter-
sebut, maka barang dikembalikan pada penjual, dan pembeli ber-
hak menerima kembali uangnya harga barang tersebut.

“Setiap syarat yang berfungsi untuk kemaslahatan akad atau diperlu-
kan maka syarat tersebut dibolehkan" (Djazuli, 2006: 137).

Penerapan kaidah ini seperti syarat yang menjadi kebiasaan di
dalam masyarakat; misalnya syarat membeli furnitur dengan sya-
rat harus diantarkan sampai rumah tanpa ada tambahan ongkos
kirim.

wwb'}’wc’uj\;wﬁdﬁajg}f
"Setiap tindakan atau transaksi yang akan menghasilkan kerusakan
atau tidak membawa kebaikan, maka transaksi tersebut dilarang” (Kas-
midin, 2015: 100).
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Suatu transaksi yang dibolehkan tetapi apabila dikerjakan
akan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, transaksi ini
dilarang oleh Islam, karena sesuatu yang dapat menjadi perantara
kerusakan, maka hukumnya haram. Pendekatan ini dalam usil al-
figh dikenal dengan saadu al-dzari’ah.

Penerapan kaidah ini dalam jual beli adalah menjual anggur
kepada pembuat minuman khamar. Anggur merupakan benda
yang suci untuk diperjualbelikan dan hukum jual belinya adalah
sah, akan tetapi apabila diperjualbelikan untuk pembuatan kha-
mar, maka hukum jual belinya menjadi haram. Karena anggur ter-
sebut menjadi perantara untuk pembuatan khamar. Oleh sebab
itu, segala sesuatu yang akan menjadi perantara mendatangkan
kemudharatan, hukumnya adalah haram, walaupun sesuatu yang
menjadi perantara tersebut bendanya suci dan sah diperjualbeli-
kan dalam Islam.

ob\i\ D}- M‘ D>- Le

"Sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram pula untuk diam-
bil" (Kasmidin, 2015: 137).

Penerapan kaidah ini adalah jual beli najis dan benda berna-
jis. Najis dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak bernilai, dan
haram untuk digunakan, kecuali yang bisa mendatangkan manfaat
bagi manusia. Oleh sebab itu, najis juga dilarang untuk diperjual-
belikan dalam Islam.

b b an, il Jeo) il bos IS
"Setiap syarat yang menyalahi ketentuan agama, maka syarat tersebut
batal” (Kasmidin, 2015: 149).

Termasuk dalam ketegori ini adalah semua syarat yang hanya
menguntungkan salah satu pihak, dan pihak lain dirugikan dengan
adanya syarat tersebut, maka transaksi ini menjadi fasid. Penerapan
kaidah ini di dalam akad jual beli adalah jual beli syarat atau jual
beli al-tsunaya.
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F. RINGKASAN

Pembicaraan muamalah sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu
fikih berkisar tentang perilaku manusia sebagai objek kajiannya.
Perilaku manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan
peradaban manusia, dan apabila dikaitkan dengan fikih perilaku
adakalanya hanya ditemui oleh masyarakat kontemporer.

Muamalah secara umum terbagi atas dua objek kajian. Per-
tama, muamalah secara umum mengkaji tentang perilaku sesama
manusia dalam bentuk interaksi sesama masyarakat, sedangkan
muamalah secara khusus adalah interaksi manusia dalam hal pe-
menuhan kebutuhan.

Kajian fikih muamalah kontemporer tidak terlepas dengan
adanya perkembangan ilmu fikih tersebut. Secara umum, fikih
muamalah hukumnya boleh sebelum adanya dalil yang mengha-
ramkannya, maka oleh sebab itu pada dasarnya transaksi-transaksi
terbaru hukumnya sah, jika tidak ada dalil-dalil yang mengharam-
kannya.

Penggunaan kaidah fikih ini sangat relevan terhadap aplikasi-
aplikasi muamalah terbaru. Apabila aktivitas itu memiliki hukum
yang samar dengan meng-giyas-kan praktik ekonomi terdahulu
dan didukung kaidah-kaidah fikih, maka status hukumnya menja-
di jelas apakah halal dan haram.

G. LATIHAN SOAL

Jelaskan pengertian fikih muamalah kontemporer?
Jelaskan objek kajian kontemporer?

Apakah penerapan muamalah kontemporer?

Jelaskan pengertian kaidah fikih?

Jelaskan penggunaan kaidah fikih terhadap muamalah kon-
temporer?

ooswN s

o

Bagaimana status hukum muamalah kontemporer?
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DASAR HUKUM MUAMALAH

A. PETA KONSEP

DALIL
HUKUM

SUMBER
UMUM

AL-QUR'AN

HADIS

IUMA

QIYAS

1

AL-QUR'AN

HADIS

B. PENGERTIAN SUMBER DAN DALIL HUKUM

Dalam tatanan bahasa Arab kata yang bermakna “sumber”
dan dasar ialah ,sL=«, kata ini berarti segala sesuatu atau tempat
merujuk. Dalam objek kajian ushul figh makna frase mashadiru al-
ahkami al-syar’iyyati (i, 2S~31 sLas) adalah rujukan penting
di dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Qu’ran dan Hadis.
Dalam pemberlakuan hukum Islam, baik dari segi ibadah maupun
muamalah, adapun yang menjadi sumber hukum Islam ,:l=+) ada-
lah Al-Qur’an dan Hadis (Haroen, 1996: 16).

Dapat disimpulkan bahwa mashadiru al-ahkami al-syar’iyyati
adalah sarana atau wadah yang di dalamnya dapat ditemukan
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atau ditimba norma hukum. Karena keduanya merupakan sarana
dalam menimba hukum syara’, dan penggunaan kata ini tidak da-
pat digunakan pada ijma’ dan giyas karena bukan sarana dalam pe-
nimba norma hukum, akan tetapi cara menemukan hukum Allah.

Adapun dalil ). merupakan shighat jama dari #>Y) yang se-
cara etimologi berarti

“Petunjuk kepada sesuatu yang baik yang bersifat material atau non
material” (Haroen, 1996: 15).

St et Ko Ul B ey s

“Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam
memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis” (Haroen, 1996: 15).

Menurut (Syarifuddin, 1997, hlm. 44), ia mendefinisikan “se-
suatu yang padanya terdapat petunjuk, pengajaran, baik yang da-
pat menyampaikan sesuatu yang meyakinkan atau dugaan kuat
yang tidak meyakinkan.”

Dan dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa
dalil-dalil hukum adalah sesuatu yang memberikan petunjuk dan
menuntun kita dalam penemuan hukum Allah. Dalil-dalil hukum
berfungsi sebagai al-Kasyf wa idzhar lil Hukum (penyingkap dan
memunculkan hukum) yang ada di dalam Al-Qur’an. Suatu dalil
membutuhkan dalil lainnya agar dapat dijadikan hujah, bukanlah
dikatakan sebagai sumber, karena sumber dapat berdiri sendiri
tanpa adanya topangan dari pihak lainnya, dan dalam penggu-
naannya dalil-dalil hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-
Qur’an dan Hadis (Haroen, 1996: 17). Adapun dalam penggunaan-
nya Al-Qur’an dan Hadis dapat juga disebut dalil hukum, karena
ayat-ayat Al-Qur'an dan matan Hadis Nabi di samping sebagai
sumber hukum Islam sekaligus menjadi alasan/petunjuk penemu-
an hukum Allah. Adapun yang menjadi sumber dan dalil hukum
Islam, yaitu:
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C. AL-QURAN

Al-Qur’an secara etimologi merupakan shigat mashdar dari |
yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya,
melihat, atau menelaah. Adapun secara terminologi Al-Qur’an ada-
lah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muham-
mad saw. yang dinukilkan secara mutawatir (Syarifuddin, 1997,
hlm. 46). Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk
disampaikan kepada umatnya yang bertujuan untuk kemaslahatan
dan kepentingan umat Islam. Kemaslahatan ini bertujuan untuk
menghadirkan manfaat bagi manusia serta menghindarkan kebu-
rukan bagi manusia.

Salah satu fungsi turunnya Al-Qur’an adalah sebagai hudan
(petunjuk), yaitu petunjuk Al-Qur’an dalam bentuk sumber pokok
dalam perumusan hukum Islam. Al-Qur’an merupakan sumber hi-
dayah yang di dalamnya terkandung norma dan akidah yang dapat
diformulasikan dalam bentuk hukum dan undang-undang. Dalam
menjelaskan suatu hukum, Al-Qur’an menggunakan berbagai cara
dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu
yang dikenal dengan perintah/amr, atau tuntutan untuk mening-
galkan sesuatu yang dikenal dengan larangan nahiy. Salah satu
contoh bentuk suruhan menunjukkan keharusan berbuat sesuatu,
seperti contoh keharusan dalam melakukan shalat, sedangkan la-
rangan adalah keharusan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan
yang dilarang seperti larangan membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (Syarifuddin, 1997: 66).

Pemberlakuan Al-Qur’an sebagai sumber dan dalil hukum Is-
lam, khususnya di dalam penetapan hukum, menempati urutan
pertama. Para ulama ushill al-Fighi sepakat bahwa Al-Qur’an meru-
pakan rujukan utama dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak
dibolehkan menggunakan sumber dan dalil hukum lainnya sebe-
lum ia merujuk kepada Al-Qur’an. Apabila permasalahan tersebut
tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Qur’an, maka mujtahid
dapat menggunakan dalil lainnya. Seperti dikutip oleh Nasroen
Harun (Bagillani, 1978: 33-50) ada beberapa alasan kewajiban
berhujjah dengan menggunakan Al-Qur’an di antaranya:
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Al-Qur’an diturunkan Allah pada Rasul-Nya Muhammad saw.
secara mutawadtir, dan ini memberikan keyakinan bahwa Al-
Qur'an memang benar-benar diwahyukan Allah melalui pe-
rantaranya malaikat Jibril kepada Muhammad, seorang al-
amin.

Adanya ayat di dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Al-
Qur’an memang diwahyukan oleh Allah di antaranya dalam
QS. ‘Ali Imran ayat 3.

e W5 S50 I3l 88 G W) Bl Sy S el 3
Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya;

membenarkan Ritab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurun-
kan Taurat dan Injil.

Kemukjizatan Al-Qur’an juga merupakan dalil yang pasti akan
menunjukkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Adapun
tujuan dari mujizat Al-Qur’an adalah untuk menjelaskan ke-
benaran Nabi saw. yang membawa risalah Ilahi dengan suatu
perbuatan di luar logika manusia. Mujizat Al-Qur’an menurut
ahli tafsir terlihat ketika adanya tantangan dari berbagai pihak
untuk menandingi Al-Qur’an itu sendiri, sehingga sastrawan
Arab pun tidak akan mampu menandinginya.

Berkenaan dengan Al-Qur’an sebagai sumber hukum, para us-

hullin membagi hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an menjadi
(Khalaf, 1983, hal. 33):

a.
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Hukum-hukum iktikad, adalah hukum-hukum yang mengan-

dung substansi akidah seperti Iman kepada Allah, Malaikat,

Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, agar terbentuk

pribadi seorang mukallaf yang beretika, dan akhlak Muslim.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan interaksi an-

tara manusia dengan pencipta-Nya dan hubungan antarsesa-

manya. Hukum ini terbagi atas:

1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat,
puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah.
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2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sesama
manusia yang dikenal dengan muamalah (secara umum)
yang terbagi atas:

a. Hukum mengenai perorangan (ahwal-al-syakshiyyah)
seperti nikah, talak, tujuk, waris, wasiat, dan wakaf.

b. Hukum mengenai transaksi bisnis (muamalah secara
khusus), seperti jual beli, syirkah, mudharah, ijarah,
ariyah, dan sebagainya.

3) Hukum yang berkaitan dengan jinayah (pidana).

4) Hukum-hukum yang berkaitan al-qadha (peradilan) baik
dalam ruang lingkup perdata maupun pidana.

5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan tata negara dan
perundang-undangan.

6) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antarnegara.

Ulama ushullin sepakat bahwa Al-Qur’an adalah sumber dan

dalil hukum pertama. Sebagai sumber hukum utama dan pertama,
Al-Qur’an merupakan rujukan dalam menetapkan berbagai kasus
atau masalah yang menimpa umat Islam, dan sebagai penjelas ter-
hadap hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara (Sya’-
ban, 1961: 144):

1.

Penjelasan rinci (juz’i)

Penjelasan juz’i adalah penjelasan Al-Qur’an secara terperinci
mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di da-
lam Al-Qur’an. Permasalahan hukum tersebut sudah dijawab
secara terperinci oleh Al-Qur’an sehingga kita tidak membu-
tuhkan sumber dan dalil hukum lainnya untuk menjelaskan
ketentuan hukum tersebut. Seperti contoh ayat-ayat Al-Qur’an
yang menjelaskan tentang akidah, waris, pidana hudud, dan
kaffarat.

Penjelasan global (kulli)

Penjelasan kulli adalah penjelasan Al-Qur’an secara garis besar
mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat global,
am, dan mutlak. Contoh tata cara pelaksanaan shalat beserta
rukun dan syaratnya, dan tentang kadar dan nisab zakat. Dan
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untuk ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat global ini,
Rasulullah melalui Sunnahnya bertugas menjelaskan, meng-
khususkan serta membatasinya. Hal ini terungkap di dalam
Al-Qur’an QS. al-Nahl ayat 44:

bl o) JF U s S0 ag) G gl ol
Oj;s ’-.’.:

... Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan
pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkan.

3. Secara isyarah
Al-Qur'an memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu
yang secara lahir disebutkan di dalamnya dalam penjelasan se-
cara isyarat, dan juga memberikan pengertian isyarat kepada
maksud yang lain (Syarifuddin, 1997: 70), seperti contoh fir-
man Allah dalam QS. al-Bagarah [2]: 233:

- 2 ° - PR °% _ %

dosdidl Jeg i 'ji\(,éd\:\j\
... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf.

Dalam firman Allah di atas dipahami bahwa ayah berkewayjib-
an atas nafkah istrinya, akan tetapi mujtahid menangkap maksud
lainnya yaitu nasab anak diikatkan pada nasab ayahnya”.

D. HADIS

Sunnah secara etimologi berarti perjalanan, dan metode atau
cara (Wahbah al-Zuhyliy, hlm, 35) berkaitan dengan apakah se-
suatu itu baik atau buruk. Adapun secara terminologi menurut ahli
Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw.
dari perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifatnya sebagai
manusia biasa, serta akhlaknya, baik sebelum atau sesudah diang-
kat menjadi Rasulullah (Wahbah al-Zuhyliy, hlm. 35).

Dari penjabaran definisi yang dikemukan oleh ahli Hadis di
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atas dipahami bahwa sunnah terbagi atas tiga macam yakni:

1. Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah adalah perkataan Nabi yang didengar oleh
para sahabatnya kemudian disampaikan kepada sahabat lainnya
dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sampai pada tingkatan
mukharij Hadis. Seperti perkataan Rasulullah tentang larangan me-
minta-minta/menjadi pengemis.
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“Dari Az Zubair bin Al ‘Awam radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu'-
alaihiwasallam bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia
mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian
dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik

baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia
itu memberinya atau menolaknya” (H.R. Bukhariy).

2. Sunnah Fi'liyah

Perbuatan Nabi saw. yang dilakukan di hadapan para Saha-
batnya, kemudian Sahabat tersebut menyampaikannya pada orang
lain dan diteruskan kepada generasi selanjutnya sampai pada ting-
katan mukharij Hadis. Berkenaan dengan Sunnah Fi’liyah para ula-
ma ushul membagi perbuatan Nabi menjadi tiga macam (Nasrun
Haroen, 1996: 40), yaitu:

a. Perbuatan yang muncul dari pribadi Rasulullah sebagai ma-
nusia biasa, seperti makan, duduk, dan berpakaian. Perbuatan
ini tidak termasuk Sunnah yang wajib diikuti umatnya, karena
perbuatan ini merupakan ciri khas Nabi sebagai manusia biasa.
Termasuk di dalamnya adalah perbuatan Rasulullah akibat
keahlian dan pengamalan hidup dalam urusan duniawi, se-
perti perdagangan, pertanian, peperangan, dan pengobatan.
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Perbuatan yang dilakukan khusus untuknya seperti shalat ta-
hajud tiap malam, mengawini wanita lebih dari empat, dan
tidak menerima sedekah dari orang lain. Perbuatan ini khusus
untuknya dan tidak wajib diikuti umatnya.

Perbuatan mengenai hukum dan alasannya, perbuatan ini ber-
kaitan dengan wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram. Ini
wajib diikuti dan merupakan sandaran hukum.

Adapun contoh Hadis fi'liyah adalah kebolehan akad istisna:
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Dari Anas bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hen-
dak mengirim surat kepada orang-orang ‘Ajam (selain orang Arab),
dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang '‘Ajam) tidak mau
membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak.” (HR. Muslim)

Sunnah Tagririyah

Ialah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di dekat

Rasulullah dan dilakukan dengan sepengetahuannya, akan tetapi
Rasullullah diam atau tertawa dan tidak menghalanginya. Sikap
diam dan tertawa Nabi tersebut merupakan garinah bahwa Nabi
menyetujui tindakan sahabat tersebut dan ini dapat dijadikan se-
bagai sumber hukum (Nasrun Haroen, 1996: 40). Adapun contoh-
nya dalam masalah muamalah adalah keabsahan akad ju’alah (sa-
yembara), yaitu:
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“Dari Abu Sa'id radliallahu ‘anhu berkata: Ada rombongan beberapa
orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bepergian
dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu
perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia
menerima mereka sebagai tamu peenduduk tersebut namun penduduk
menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan
binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya
namun belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: Coba
kaliantemuirambonganitusemogaada di antara merekayang memiliki
sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: ‘Wahai
rambongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang
dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil,
apakah ada di antara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka
berkata, seorang dari rambongan: Ya, demi Allah aku akan mengobati
namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian
namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang
yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka
sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat
dan membaca alhamdulillah rabbil ‘alamiin (QS. al-Fatihah) seakan
penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa
obat apa pun. Dia berkata: Maka mereka membayar upah yang telah
mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah
kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: ‘Jangan
kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
lalu Rita ceritakan kejadian tersebut kepada beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada
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kita'. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata:
"Kamu tahu dari mana kalau al-Fatihah itu bisa sebagai rugyah (obat)?”
Kemudian beliau melanjutkan: 'Kalian telah melakukan perbuatan yang
benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkan-
lah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut” (H.R.
Bukhariy).

Ulama sepakat bahwa hadis Rasulullah dalam bentuk qauliyah,

fi'liyah, dan tagririyah merupakan sumber asli hukum-hukum syara’
dan menempati posisi kedua setelah Al-Qur’an. (Nasrun Haroen:
1996: 47), Adapun alasan yang dipakai untuk menguatkan pernya-
taan di atas, yaitu:

1.

QS. al-Hasyr [59]: ayat 7
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.. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. ...

QS. al-Nisa [4]: 59
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Haiorang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya (QS. an-Nisaa [4]: 59).

Pemberlakuan sunnah sebagai sumber hukum Islam dan da-

lil menempati urutan kedua setelah Al-Qur’an. Sunnah sebagai
sumber hukum Islam diberlakukan sebagai penjelas hukum yang
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terdapat di dalam Al-Qur’an, untuk mengisi kekosongan hukum
yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an, dan memperkuat hukum
yang telah dijelaskan oleh Al-Qur’an. Sebagai penjelas terhadap
hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an ada beberapa
bentuk yaitu: (Nasrun Haroen, 1996: 48).

1.

Menjelaskan dengan perinci hukum global (mujmal) yang ada
di dalam Al-Qur’an, seperti kehalalan transaksi jual beli dan
keharaman riba. Transaksi jual beli masih bersifat global, ka-
rena tidak dijelaskan tentang macam-macamnya, larangan di
dalam transaksi jual beli, rukun dan syaratnya yang secara
substansi terdapat di dalam Sunnah Nabi, seperti larangan
jual beli sesuatu yang belum sampai di tangan.

Jus“wqujusu)vh.lbw;;m E)Jfaju;

(;Lx el Jo D J2s e 35 S & st i 4
%?w&ﬁ‘ﬂ‘jjﬁ%ﬁdy&&cw‘&&ﬁ
(¢ o13)) L,uLJ\ XM Lg;j,b-b B L;\ Eola% Sl Je

“Dari Abu Hurairah bahwa dia berkata kepada Marwan: ‘Apakah kamu
menghalalakan jual beli riba? Marwan menjawab; Saya tidak meng-
halalkannya. Abu Hurairah melanjutkan; "Kamu menghalalkan jual
beli shikak (surat kertas) yang dikeluarkan oleh penguasa, bertuliskan
sejumlah makanan atau selainnya yang diberikan kepada orang yang
berhak). Sungguh Rasulullah shallallu ‘alaihi wasallam melarang men-
jual bahan makanan sampai ia ditimbang terlebih dahulu." Sulaiman
berkata: ‘Lantas Marwan mengumumkan kepada orang-orang dan me-
larang jual beli seperti itu.' Sulaiman berkata: ‘Saya dan para pengawal
mengambilnya dari tangan orang-orang” (HR. Muslim).

Menjelaskan maksud hukum mutlak yang ada di dalam Al-
Qur’an, seperti perintah potongan bagi pelaku tindak pidana
ekonomi pencurian. Perintah Allah untuk memotong tangan
tersebut tidak menjelaskan ukuran yang dipotong, dan nisab
harta yang dicuri. Fungsi Rasullulah adalah mengakadkan hu-
kum yang bersifat mutlak tersebut, sehingga hukum tersebut
menjadi sejelas-jelasnya. Dalam permasalahan ini, Rasulullah
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mengaitkan hukum potong tangan di dalam Al-Qur’an, yang
dipotong hanya sampai pergelangan tangan (H.R. al-Bukhariy,
Muslim).

Mengkhususkan hukum yang bersifat am di dalam Al-Qur’an,
seperti contoh pembagian harta warisan/tirkah.
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"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu...” (QS. an-Nisaa' [4]: 11).

Kalimat “anak-anakmu” dalam firman Allah di atas masih ber-
sifat am (umum), yaitu setiap anak-anak baik yang berakh-
lak baik atau buruk. Akan tetapi, apabila anak tersebut ber-
akhlak tercela dengan menghabisi nyawa orangtua demi
mengharapkan warisan, apakah ia mendapatkannya. Dalam
permasalahan ini Rasulullah menjelaskan “Pembunuh tidak
mendapatkan warisan” (H.R. Muslim).

Para ahli ushill al-Fighiy berbeda pendapat dalam memahami

makna posisi Rasulullah sebagai pembuat hukum baru yang tidak
terdapat di dalam Al-Qur’an, di antaranya sebagai berikut (Nasrun
Haroen, 1996: 50).

a.
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Jumhur ulama

Jumhur ulama berpendapat bahwa Rasulullah dibolehkan
membuat hukum-hukum baru, karena pada dasarnya hukum-
hukum tersebut tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an. Ini dite-
kankan bahwa ketaatan seorang Muslim kepada Rasulullah,
dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Contohnya larangan
mengonsumsi daging himar kampung.

Sebagian ahli ushiil al-Fiqhiy.

Bahwa Rasulullah tidak dibolehkan menetapkan hukum yang
tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur’an. Hukum-hukum yang
ditetapkan oleh Rasulullah adalah hasil interpretasi Rasullah
terhadap ayat-ayat Al-Qur’an melalui metode giyds, metode
mashlahah, atau kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al-
Qur'an. Maka hukum-hukum yang berasal dari Rasulullah
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yang berbentuk tambahan, merupakan hasil Ijtihad beliau
dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an, yang tidak terlepas
dari kandungan Al-Qur’an. sehingga secara tidak langsung
Rasulullah bukanlah menetapkan hukum baru, tetapi hasil
ijtihad beliau berdasarkan Al-Qur’an.

E. JMA’

Secara etimologi ijma’ mengandung dua definisi yakni (Syari-
fuddin, 1997: 112):

1. Ijma’ dengan arti ;> _Js ) adalah ketetapan hati untuk
melakukan sesuatu atau keputusan untuk berbuat sesuatu.
Dalam pengertian ini [jma’ berarti pengambilan keputusan.
Hal ini terlihat pada firman Allah di dalam QS. Yiinus ayat 7.
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..Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-
sekutumu (untuk membinasakanku)...

2. Ijma’ dengan arti kesepakatan. jma’ dalam arti kesepakatan
dapat dilihat dari firman Allah QS. Yiisuf [12]: 15.
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Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke
dasar sumur (QS. Yusuf[12]: 15).

Adapun secara terminologi menurut para ushullin, ada perbe-
daan pendapat tentang perumusan makna ijma’. Perbedaan ini
terletak pada jumlah pelaku yang melakukan suatu kesepakatan,
akan tetapi mereka sepakat bahwa substansi ijma’ adalah kesepa-
katan.

Imam al-Ghazaliy (dalam Nasrun Haroen, 1996: 52) berpen-
dapat bahwa ijma’ merupakan “kesepakatan umat Muhammad se-
cara khusus tentang suatu urusan agama. Dalam perumusan ini,
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ijma’ harus dilakukan oleh umat Muhammad yaitu Muslim, tetapi
harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, termasuk di dalamnya
orang awam.

Al-Amidi (dalam Nasrun Haroen, 1996: 52) berpendapat bah-
wa [jma” “Kesepakatan sejumlah ahlul halli wa aqdi (sejumlah ahli
yang berkompeten) dari umat Muhammad pada satu masa terha-
dap suatu kasus. Dalam rumusan ini, menurutnya ijma tidak me-
ngundang semua orang yang terlibat melainkan orang-orang ter-
tentu yakni ahlul halli wa aqdi sehingga orang awam tidak dalam
cakupan ijma’.

Jumhur ulama ushiil al-Fighiy yang dikutip oleh Wahbah al-
Zuhayliy (1977: 490), Muhammad Abu Zahrah (hlm. 198) ‘Abdul
Wahhab Khalaf (1983: 45) merumuskan ijma’ dengan “Kesepakatan
mujtahidin dari umat Muhammad saw. pada satu masa, setelah
wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara’.” Muhammad
Abu Zahrah menambahkan pendapatnya dengan “yang bersifat
Amaliyah,” dengan demikian ijma’ hanya dapat digunakan dalam
permasalahan figh secara umum, dan bukanlah dalam permasalah-
an akidah dan ibadah.

Pendapat tokoh di atas, mereka memahami dalam penggu-
naan ijma’ hanya dapat dilakukan oleh mujtahid setelah wafatnya
Rasulullah, karena pada masa Rasulullah wahyu Allah, dan diper-
kuat dengan Hadis Nabi, secara langsung menjawab permasalahan
umat di kala itu.

Unsur utama dalam pengamalan ijma’ adalah kesepakatan
yang dilakukan oleh mujtahid. Kesepakatan tersebut harus dilaku-
kan oleh semua mujtahid dari berbagai golongan, jenis dan berba-
gai negara. Dan apabila kesepakatan itu hanya disepakati oleh
mujatahid dalam golongan tertentu, maka ijma’ tidak dapat dilaksa-
nakan. Kesepatan ini tercapai apabila berbagai macam mujtahid
saling berkonstribusi memberikan hasil ijtihadnya masing-masing,
dan apabila terjadi kesamaan pendapat, maka ijma’ terlaksana.

Abdul Wahhab Khallaf (dalam Syarifuddin, 1997: 117) ber-
pendapat bahwa ada kemungkinan terjadi ijma’ pada masa kini,
bila pelaksanaan ijma’ ditangani oleh satu negara yang berkerja
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sama dengan negara lain yang berpenduduk mayoritas Islam, dan
negara-negara tersebut menerapkan dan menetapkan standar,
serta memberikan ijazah bagi seorang mujtahid, dan penerapan
tersebut berlaku umum dan sama di berbagai negara, sehingga
keberadaan mujtahid dari negara-negara lain dapat dilacak keber-
adaannya, dan mempertemukannya dalam satu forum resmi untuk
membicarakan salah satu permasalahan dan menghimpun pen-
dapat mereka. Dan apabila pendapat mereka sudah terkumpul dan
mereka sepakat tentang itu, maka ijma’ terlaksana.

Pemberlakuan ijma’ sebagai dalil hukum Islam menempati po-
sisi ketiga yakni sesudah Al-Qur’an dan Hadis, oleh sebab itu ijjma’
dapat menetapkan hukum, mengikat seluruh Muslim, dan dipatuhi
oleh setiap umat Islam, dan apabila permasalahan tersebut tidak
ada ketetapannya di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Firman Allah di
dalam QS. al-Nisa [4]: 115.
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Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran ba-
ginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya
itudan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-
buruk tempat kembali (QS. an-Nisaa [4]: 115).

Dalam surat al-Nisa ayat 115 makna jalan-jalan orang mukmi-
nin, diartikan sebagai sesuatu yang disepakati oleh orang Muslim,
hal ini yang dimaksud dengan ijma’ kaum Muslimin, ayat ini juga
menunjukkan garinah larangan mengikuti jalan, selain jalan yang
ikuti oleh kaum Muslimin.

Di samping itu, ulama ushiil al-Fighiy berpendapat bahwa da-
lam upaya para mujtahid menetapkan sebuah kasus yang tidak
ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadis, ia harus memiliki lan-
dasan dari nash (Al-Qur’an dan Hadis), dan analogi (giyds). Dan
apabila ijma’ tidak memiliki landasan, maka statusnya tidak sah.
Landasan i{jma’ menurut mayoritas ulama ushiil al-Fighiy berupa
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Al-Qur’an, Hadis mutawatir (adalah Hadis yang diriwayatkan oleh
orang banyak, yang menurut logika tidak mungkin mereka sepa-
kat untuk berdusta. Para sanad (penutur Hadis) yang dinilai tidak
bersepakat berdusta adalah generasi Muslim tiga pertama yak-
ninya generasi sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in) dan Hadis ahad
(Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang saja dan
tidak mencapai tingkatan mutawatir) (Nasrun Haroen, 1996: 59).

Adapun salah satu fungsi ijma adalah meningkatkan kualitas
dalil yang dijadikan sandaran apabila dalil yang digunakan sebe-
lumnya bersifat zhani. Melalui ijma’ dalil yang pada dasarnya le-
mah menjadi dalil yang kuat gat’i, baik dalil itu berupa nash atau
qgiyas (Syarifuddin, 1997: 133). Misalnya seperti kisah hak kewa-
risan nenek atas peninggalan cucunya. Bermula ketika seorang
nenek menuntut haknya atas tirkah (harta warisan) cucunya ke-
pada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menemukan dalilnya dari Al-
Qur’an dan Hadis. Abu Bakar menyuruh nenek tersebut menunggu
jawabannya nanti (Syarifuddin,1997: 134).

Pada saat itu, Abu Bakar menemui para sahabat Rasulullah,
kalau ada di antara mereka mengetahui Hadis Nabi tentang itu,
dan ketika itu muncullah dua sahabat yakni Mughirah bin Syu’bah
dan Muhammad bin Maslamah yang memberikan kesaksian bah-
wa ia mengetahui Nabi pernah memberikan hak nenek sebanyak
seperenam. Ketidaktahuan Abu Bakar mengenai Hadis ini, menun-
jukkan bahwa dalilnya bersifat lemah, dan berdasarkan landasan
Hadis itu, Abu Bakar menetapkan kewarisan nenek sebanyak se-
perenam. Kewarisan nenek sebanyak seperenam yang ditetapkan
oleh Abu Bakar tidak disanggah oleh sahabat mana pun, sehingga
ia menjadi ijma sukuti dari sahabat (Syarifuddin, 1997: 134).

F. QIYAS

Secara etimologi giyas berarti ,-é yaitu mengukur dan mem-
bandingkan dengan semisalnya (Syarifuddin, 1997, hlm. 144).
Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi yang memi-
liki redaksi yang berbeda, akan tetapi memiliki maksud yang sama
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yaitu:

1.

Sadr al-Syari’ah seorang Hanafiyah dalam bukunya Tangih
al-Ushill ia mendefinisikan giyas dengan: (Shadr al-Syari’ah,
1973: 52)
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"Memasukan perlakukan hukum asal kepada hukum furu’ karena kesa-
maan {llat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa saja.”

Abdul Hamid al-Ghazaliy dalam bukunya al-Musytashfa fi ‘Il-
mu al-Ushii mendefinisikan giyds dengan (al-Ghazaly, 1983:
54)
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"Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang dike-
tahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau menia-

dakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan
keduanya, baik hukum maupun sifat.”

Saifuddin al-Amidi dalam bukunya al-IThkam fi Ushiil al-Ahkam,
ia mendefinisikannya dengan (Amidi, 1983: 170)
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“Mempersamakan ‘illat yang ada pada furw’ dengan ‘illat yang ada
pada asal yang diisthibatkan dari hukum asal.”

Wahbah al-Zuhayliy dalam bukunya al-Wajiz fi Ushiil al-Fighiy
mendefinisikannya dengan (al-Zuhayliy, 1977)

oS o it A G eSe o e 5 A By
VS:"U BN IR TANI Y :SU-;, (,_Q;L\ de 3 LgSTray

"Menggabungkan sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya dengan se-
suatu yang dijelaskan hukumnya oleh nash, karena memiliki kesatuan
illat, 54 berarti menyingkap dan menjelaskan hukum.”
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Dari beberapa pengertian di atas, telah diungkapkan oleh us-
hullin klasik maupun kontemporer mengenai defenisi giyas, walau-
pun dalam bentuk redaksi yang berbeda, akan tetapi mereka me-
nyepakati bahwa giyas bukanlah istinbat hukum melainkan hanya
menyingkap dan menjelaskan hukum (S~ byl 5 e yang
terdapat pada kasus-kasus yang belum jelas hukumnya (Haroen,
1996: 63) dengan memperhatikan ‘llat yang ada padanya. Dan
apabila illat-nya memiliki kesamaan dan sifat dengan ‘illat hukum
yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, maka
hukum terhadap kasus yang sedang berlangsung tersebut adalah
hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Qiyas adalah salah satu metode penggunaan akal/ra’yu dalam
mengali hukum syara’ yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis
Nabi. Penggunaan akal dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan Ha-
dis Nabi juga wajib memperhatikan antara hukum dengan ‘illat
keberlakuannya. Tllat adalah adalah alasan hukum yang rasional
dengan memperhatikan kesamaan atau kemiripan antara dua hal
tersebut. Apabila hal tersebut memiliki sifat yang sama tentu sama
pula hukum yang menjadi sebab dan akibat dari sifat tersebut.
Apabila Allah menetapkan suatu hukum terhadap satu dari dua
hal yang bersamaan, tentu hukum yang berlaku pada hal yang
satu juga berlaku sama pada hal lainnya (Syarifuddin, 1997: 144).
Terhadap kasus-kasus yang telah Allah jelaskan hukumnya sering
kali memiliki kesamaaan dengan kasus lain yang Allah tidak se-
butkan hukumnya, meskipun kasus tersebut tidak dijelaskan hu-
kumnya, akan tetapi memiliki sebab dan sifat yang sama dengan
kasus yang ditetapkan Allah hukumnya, maka hukum yang sama
berlaku pada kasus lainnya, walaupun Allah tidak menyebutkan
hukum pada kasus ini.

Dengan konsep ini, maka perkara atau kasus-kasus terbaru da-
pat ditentukan hukumnya apabila memiliki sebab dan illat yang
sama dengan kasus terdahulu, sehingga tidak ada permasalahan
yang luput dari hukum-hukum Allah. Adakalanya hukum itu da-
pat dilihat secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, dan ada-
kalanya hukum tersebut tidak jelas terlihat. Di antara kasus-kasus

42 n



BAB 2 — DASAR HUKUM MUAMALAH

yang tidak jelas terlihat hukumnya, memiliki kesamaan sifat de-
ngan kasus terdahulu yang hukumnya telah dijelaskan oleh Allah,
dengan menggunakan konsep mumatsalah, (Syarifuddin, 1997:
144) (menyemakan satu kasus dengan kasus lainnya) dengan ka-
sus yang ada hukumnya di dalam nash. Cara penetapan hukum de-
ngan mengunakan metode penyamaan ini dikenal dengan istilah
qiyas.

Pengamalan giyas dalam menetapkan hukum syara’ menurut
Jumhur Ulama dapat dijadikan metode dalam mengistinbatkan
hukum Islam (Nasrun Haroen, 1996: 65). Salah satu alasan yang
dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keabsahan giyds adalah
firman Allah di dalam QS. al-Hasyr [59]: 2.

S Ll 6 1580 Gt (s

... Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-
orang yang mempunyai wawasan (QS. al-Hasyr [59]: 2).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat di atas menceritakan
tentang hukum Allah terhadap kaum Bani Nadhir yang selalu ber-
sikap buruk terhadap Rasulllah. Ayat ini diakhiri dengan pernya-
taan Allah agar kaum Muslimin mengambil pelajaran terhadap
kasus ini. Mengambil pelajaran dari kasus sebelumnya menurut
jumhur ulama adalah giyds. Penetapan hukum melalui giyds dise-
but dengan i’tibar, hukumnya boleh dan Allah memerintahkannya
(Nasrun Haroen, 1996: 69).

Dan salah satu bentuk pengamalan giyds dalam upaya mene-
tapkan hukum adalah larangan transaksi saling menukarkan dua
benda sejenis, yang mana salah satu benda tersebut memiliki dua
nilai yang berbeda karena mengandung unsur riba yakninya riba
fadhl. Benda yang dimaksud di sini adalah beras dengan beras.
Ulama yang mengharamkan transaksi ini meng-qgiyas-kan beras de-
ngan gandum karena merupakan makanan. Ulama berpendapat
bahwa haram menukarkan dua benda yang sejenis yang memiliki
nilai yang berbeda, karena mengandung unsur riba, dan salah satu
bentuknya larangan saling menukarkan dua buah gandum yang
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memiliki kualitas yang berbeda, tetapi hukum ini juga mencakup
larangan saling menukar beras, karena keduanya memiliki illat
yang sama yaitu makanan, maka hukum yang berlaku pada gan-
dum juga berlaku pada beras.

G. RINGKASAN

Berbicara mengenai sumber dan dalil hukum, khususnya ber-
kenaan dengan hukum muamalah, terbagi atas dua pemahaman.
Sumber hukum adalah tempat mengambil atau sandaran hukum,
yakni Al-Qur’an dan Hadis. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an
maupun Hadis Nabi yang langsung memberikan status hukum be-
rupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan dalil hukum adalah cara-cara/metode pengambilan
hukum yang berasal dari sumbernya yakni ijjma’dan giyas. Berbicara
mengenai sumber dan dalil, sumber hukum Islam hanya dua yaitu
Al-Qur’an dan hadis, sedangkan dalil hukum ada empat yakni Al-
Qur’an, hadis, ijma dan giyas. Al-Qur’an dan Hadis di samping se-
bagai sumber hukum juga berfungsi sebagai dalil hukum, karena
dari keduanya hukum-hukum tersebut ditimba.

H. LATIHAN SOAL

Jelaskan pengertian sumber dan dalil hukum?
Jelaskan perbedaan sumber dan dalil hukum?
Jelaskan macam-macam sumber hukum?

Jelaskan macam-macam dalil hukum?
Jelaskan fungsi ima’ dan giyas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an
dan matan Hadis Nabi?

ovoswN
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B. KONSEP ETIKA, NORMA, DAN NILAI

1. Definisi Norma, Etika, dan Nilai

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, dan bentuk plu-
ralnya adalah ta etha yang secara etimologi berarti adat istiadat
dan kebiasan (Djakfar, 2008: 6). Dalam pengertian ini, etika ber-
kaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang mau-
pun pada satu masyarakat yang diwariskan oleh satu orang kepada
orang lainnya. Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan diwaris-
kan secara turun-temurun dikenal dengan adat kebiasaan (Djakfar,
2008: 6).

Dalam pengertian yang pertama ini, etika dianggap sama de-
ngan moral, yakni sistem nilai tentang bagaimana manusia harus
hidup dengan baik yang telah dilembagakan menjadi adat kebia-
saan dalam bentuk pola perilaku yang berkelanjutan. Dengan de-
mikian, etika dalam pengertian ini dipandang sebagai moralitas
yakni berintikan nilai-nilai dan norma yang konkret yang menjadi
pegangan hidup manusia yang mengandung perintah beserta la-
rangan yang bersifat mengikat (Djakfar, 2008: 6).

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak, di samping itu juga didefinisikan mengenai nilai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah
ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan ilmu tentang hak dan
kewajiban moral (Tim Penyusun, 2005: 309). Etika juga didefini-
sikan sebagai filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik
dan buruk. Etika mempelajari tentang nilai-nilai, juga mempelajari
tentang pengetahuan tentang batin. Setiap orang mempunyai etos
yaitu sikap batin yang sesuai dengan nilai-nilai etik (Masmoedin,
1996: 24).

Dalam pengertian ini, pemahaman tentang etika lebih luas
dari moralitas. Etika dipandang sebagai filsafat moral atau ilmu
yang membahas tentang nilai atau norma yang diberikan oleh mo-
ralitas. Karenanya etika merupakan filsafat moral yang tidak lang-
sung memberikan perintah.

Muhammad Djakfar mengutip pendapat Muhammad Isa Rafiq
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Beekun dalam bukunya Islamic Business Ethics, ia berpendapat
bahwa etika adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang bersifat
normatif, yang bertujuan untuk menentukan tindakan seorang in-
dividu apakah tindakan tersebut harus dilakukan atau tidak dila-
kukan (Djakfar, 2008: 6).

Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika di dalam
Al-Qur’an ialah al-khuluq (Djakfar, 2008: 6). Al-Khuluq merupakan
akar kata dari khalaqa, yakhluku, khuliigan yang berarti tabiat, budi
pekerti, kebiasaan, kesatrian, dan keprawiraan (Munawwir, 1997:
393) Di Al-Qur’an ini disebutkan dua kali dalam QS. al-Syv’ar@’
[26]: 137.

S5 5l Y] 138 O

(agama kami) Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu
(QS. al-Syu'araa [26]: 137).

Dan QS. al-Qalam [68]: 4
it sld IS s

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS.
al-Qalam [68]: 4).

Dalam tradisi pemikiran Islam, kata khulug dikenal dengan
istilah akhlak atau al-falsafah al-adabiyah. Akhlak adalah ilmu yang
menjelaskan tentang arti yang baik dan buruk, menerangkan apa
yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tentang
apa yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka;
atau gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan
manusia serta prinsip-prinsip yang menentukan bahwa perbuatan
atau putusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.
(Elias, 1986: 254).

Adapun secara terminologi, penulis mengutip pendapat dari al-
Ghazali dalam bukunya ihya ulumuddin, ia mendefinisikan akhlak
merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan ber-
bagai macam perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa me-
merlukan pertimbangan atau pemikiran (Ghazaliy, t.th.: 56).
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Berdasarkan pemaparan di atas adapun yang menjadi indikator

akhlak, yaitu:

1.

Akhlak merupakan nilai yang telah tertanam dalam jiwa se-
seorang yang kemudian menjadi bagian dari karakternya.
Karena akhlak melahirkan karakter seseorang, maka perbuat-
an akhlak tersebut muncul dengan mudah tanpa proses pemi-
kiran dahulu. Dapat juga dikatakan bahwa akhlak merupakan
perbuatan reflektif yang muncul secara otomatis.

Perbuatan dari akhlak dikenal dengan perilaku. Karena akh-
lak merupakan ciri khas seseorang, maka perilaku yang mun-
cul dari seeorang yang merupakan refleksi dari akhlaknya
muncul tanpa adanya paksaaan atau tekanan dari orang lain.
Maksudnya adalah seseorang bebas bertindak sesuai dengan
hasil pemikirannya, baik pemikiran tersebut bersifat jahat
atau baik. Bagi seseorang yang memiliki akhlak terpuji, me-
reka biasannya tidak akan terpengaruh dengan godaan atau
bisikan yang mampu merusak nilai dari akhlak tersebut, me-
reka senantiasa berkomitmen dengan kebajikannya.

Akhlak dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen.
Maksudnya adalah seseorang bertindak sesuai dengan kata
hatinya, sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang berbeda
dengan kata hatinya. Apabila seseorang melakukan sebuah
perbuatan yang berbeda dengan kata hatinya, maka sudah di-
pastikan bahwa orang tersebut tidak memiliki akhlak terpuji.
Ajarannya bersumber dari Al-Qur’an maupun Sunnah.

Etika Bisnis Islami

Sebagai seorang Muslim, berbisnis mengandung dua unsur

utama yaitu unsur ketuhanan dan unsur ekonomi. Dalam unsur
ekonomi, bisnis merupakan salah satu cara dalam memproduksi
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang lain.
Adapun dalam unsur ketuhanan adalah menerapkan implementasi
nilai-nilai islami dalam berbisnis. Di dalam ekonomi Islam nilai-
nilai etika bisnis merupakan hal yang krusial untuk dimiliki serta
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diamalkan oleh seorang Muslim.

Adapun sasaran utama etika Islam ialah menentukan kebebas-
an manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena keper-
cayaannya pada Allah Swt. Akan tetapi, kebebasan manusia tidak
bersifat mutlak, maksudnya adalah kebebasan manusia harus se-
suai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Apabila
manusia memiliki kebebasan yang mutlak berarti ia menyaingi
keMahakuasaan Allah sebagai pencipta semua makhluk. Dalam
pandangan etika bisnis Islam, manusia merupakan ciptaan Allah.
(Nagvi, 2003, hal. 35) Manusia merupakan khalifah di muka bumi
sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-An’aam ayat 165:

DS ekt G5 ik gy 25 S 1Sl ol 8
25 50 g e 2 315 5 28T G g 1L

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan
dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya
dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. an-An'aam [6]: 165).

Karena itu, dalam Islam tujuan hidup manusia adalah memak-
murkan bumi, manusia ditunjuk sebagai khalifah, bertindak bebas
sertamampu memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang
halal dan haram. Berbekal kebebasan, manusia dapat mewujudkan
kebajikan teomorfis dari keberadaannya sebagai khalifah, atau
menolak kedudukan ini dengan melakukan kesalahan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia bertanggung jawab
atas pilihannya (Naqvi, 2003: 35).

Di samping manusia dipandang sebagai individu, ia juga di-
pandang sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial
membutuhkan orang lain untuk memperlancar segala aktivitasnya.
Selain itu manusia juga membutuhkan alam untuk membantu pe-
ngembangan sarana serta fasilitas yang dibutuhkannya. Alam di-
pandang sebagai fasilitas yang telah diberikan oleh Allah sebagai
penunjang kebutuhan manusia untuk melangsungkan tugasnya se-
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bagai khalifah di muka bumi. Dengan fasilitas tersebut, manusia
mampu melakukan aktivitas ekonomi sebagai penunjang kehidup-
annya.

Adapun berbagai macam aktivitas bisnis memerlukan etika
sebagai standar norma. Dengan memperhatikan etika sebagai stan-
dar ukuran suatu norma, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi
dari etika bisnis ialah sebagai praksis dan sebagai refleksi (Djakfar,
2008: 77).

Etika bisnis Islam sebagai tataran praksis bisa bertolak dari
sebuah pertanyaan bahwa sejauh manakah nilai-nilai dan norma-
norma moral Islam telah dipraktikkan dalam aspek bisnis. Ini dapat
diukur dengan praktik bisnis yang terjadi di era globalisasi yang
ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan etika bisnis semakin menipis, sebagian masyarakat pebisnis
lebih mementingkan aspek keuntungan dari aspek moral, mereka
lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan
bersama. Penggunaan istilah mementingkan bisnis, dan mengede-
pankan diri sendiri, mengindikasikan bahwa kini norma-norma
moral mulai dikesampingkan, cenderung mementingkan diri sen-
diri sama halnya dengan memudarnya kebersamaan yang meng-
ajarkan tentang kepedulian sosial (Djakfar, 2008: 77).

Oleh karena itu, etika bisnis sebagai praksis ukurannya sama
dengan moral atau moralitas dengan menjawab pertanyaan tentang
apa yang harus dilakukan, atau apa yang pantas dilakukan. Apa-
bila dengan praktiknya para pelaku bisnis bersikap jujur, meng-
hindari monopoli, bersikap adil, ramah pada konsumen, menjauhi
pembajakan berarti mereka telah mempraktikkan norma-norma
yang terpuji, atau yang lebih dikenal dengan akhlak terpuji (Djak-
far, 2008: 78).

Adapun etika bisnis sebagai refleksi adalah etika sebagai pe-
mikiran moral dalam hubungannya dengan aktivitas bisnis. Etika
dalam tatanan refleksi lebih terfokus kepada apa yang harus dila-
kukan atau tidak boleh dilakukan dalam berbisnis. Etika sebagai
refleksi menjadikan etika praksis sebagai objek kajiannya. (Ro-
binson, 1994: 5) Objek kajiannya adalah menyoroti penyimpang-
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an-penyimpangan para pelaku bisnis, seperti pembajakan, KKN,
penggunaaan zat-zat berbahaya pada makanan, penipuan melalui
media-media elektronik maupun percetakan dan sebagainya. Se-
karang ini, iklim pemikiran moral lebih terarah pada masalah-
masalah konkret dan aktual sebagai objek pemikirannya yang di-
kenal dengan etika terapan.

Etika bisnis menurut Bertens dapat dijalankan menjadi tiga
taraf yakni taraf makro, meso, dan mikro (Bertens, 2000: 36). Pa-
da taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dalam
aspek ekonomi secara umum (Djakfar, 2008: 83). Pada tatanan
makro, etika bisnis dilihat secara luas. Contohnya masalah keadil-
an dapat dilihat dari pemerataan kekayaan, bagaimana negara
mengaturnya. Adapun pada tatanan meso, cenderung melihat di
bidang organisasi, seperti perusahaan, serikat buruh lembaga kon-
sumen dan sebagainya. Dan dalam tatanan mikro, etika bisnis di-
fokuskan pada perilaku-perilaku pebisnis yang bertentangan de-
ngan etika moral.

Setiap perilaku mencerminkan akhlak seseorang. Pada titik
ini, dapat dipahami bahwa perilaku bersandarkan kepada etika,
apabila seseorang taat pada etika, maka dapat dipastikan ia memi-
liki perilaku yang baik dalam segala aktivitasnya, tanpa terkecuali
aktivitas bisnis.

Menurut Qardhawi (Yusuf al-Qardhawi, 1995: 95) antara bis-
nis dengan etika tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara
ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan
akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami, ka-
rena risalah Islam adalah risalah akhlak. Seorang Muslim harus
mempercayai tentang integrasi antara kehidupan dunia dan akhi-
rat, dan selayaknya para kaum Muslim tidak menganut paham se-
kularis, yang banyak dianut oleh masyarakat Eropa.

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan hanya
mencari keuntungan semata akan tetapi juga mendapatkan keber-
kahan, artinya yang diraih oleh pelaku bisnis Muslim tidak sebatas
keuntungan materi, akan tetapi juga keuntungan nonmateri. Ke-
bendaan yang bersifat profan baru bermakna apabila diimbangi
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dengan kepentingan spiritual yang utama.

Dalam Islam, tuntutan bekerja merupakan sebuah kewajiban,
tergambar dari khitab (tuntutan Allah), yang terdapat di dalam Al-
Qur’an. Perintah bekerja di dalam Al-Qur’an menggunakan shigat
amar yang mengandung tuntutan untuk mengerjakannya. Tergam-
bar pada firman Allah dalam QS. al-Jumu’ah ayat 10.

3505 &1 b e 1550 o531 3 1 Bl cod 136
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Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung (QS. al-Jumu'ah [62]: 10).

Selain dari firman Allah di atas, tuntutan bekerja juga dicon-
tohkan oleh Rasulullah semenjak beliau masih berusia muda (Al-
ma, 2003: 14), Keterangan tersebut diperkuat dengan pendapat
Bukhari Alma, ia berpendapat bahwa usia Nabi Muhammad saw.
yang dihabiskan untuk berdagang ternyata lebih panjang dari
masa kerasulan beliau. Menurutnya, usia Nabi 63 tahun digunakan
untuk: 12 tahun masa kanak-kanak, masa berdagang selama 25
tahun, masa merenung masalah kemasyarakatan selama 3 tahun,
dan masa kerasulan selama 23 tahun.

Oleh karena itu, sebagai usahawan Muslim harus menyibuk-
kan diri dengan permasalahan etika bisnis. Dengan kata lain,
profesionalitas harus didukung kompetensi yang memadai untuk
memecahkan etika bisnis yang dirasa saat ini sangat longgar. Ke-
mampuan menentukan sikap-sikap etis yang tepat akan berguna
untuk melanggengkan suatu usaha yang ditekuni.

Sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, Islam sangat menekankan
pentingnya etika sebagai urat nadi di dalam kehidupan seorang
Muslimin. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika
tidak hanya bersifat teoretis melainkan bersifat aplikatif. Ini terlihat
dari praktik bisnis Rasulullah yang menekankan pentingnya aspek
etika dan moral.

Adapun urgensi etika bisnis menurut perspektif etika kontem-
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porer, antara lain ialah pendapat Sondang P. Siagian. Ia menyata-
kan bahwa ada beberapa faktor yang bisa dijadikan relevansi etika
dalam dunia modern ialah (Siagian, 1996: 5-6):

a.

Faktor perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Bagi masya-
rakat yang hidup di pedesaan gaya hidupnya diwarnai dengan
komunalisme dan kebersamaan, sedangkan masyarakat yang
hidup di perkotaan hidup mereka diwarnai dengan interde-
pendensi yang tinggi dan sangat impersonal (Siagian, 1996:
5-6).

Umat manusia dengan segala dinamikanya telah membawa
perubahan dalam falsafah kemasyarakatan, yang mana falsafah
tersebut merupakan tantangan bagi falsafah berkeyakinan so-
sial yang bersifat tradisional (Siagian, 1996: 5-6).
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh
terhadap tata cara berperilaku, moralitas, dan etika. Sebagai
instrumen sosial, dampak perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dapat berdampak positif maupun negatif. Bebe-
rapa dampak negatif yang harus diwaspadai di antaranya ia-
lah efek yang membuat daya pikir manusia menjadi majal,
memperkuat dan menumbuhkan stimulasi kepentingan dan
dorongan nonrasional, serta membuat manusia menjadi tidak
pernah dewasa. Jika perubahan negatif terus berkelanjutan,
maka kemungkinan manusia akan mengabaikan nilai-nilai
serta norma akan semakin besar (Siagian, 1996: 5-6).
Kecenderungan manusia untuk berpikir praktis. Kecenderung-
an demikian sering berakibat pada diabaikannya nilai-nilai
moral dan etika. Nilai-nilai instrumental sering kali menga-
lahkan nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Salah satu konseku-
ensinya adalah mengambil jalan pintas untuk memperoleh
hal-hal yang diinginkan (Siagian, 1996: 5-6).

Adanya gejala yang menunjukkan bahwa manusia memberikan
interpretasi tentang semakin rupa sehingga maknanya tidak
mendorong penerapan norma-norma moral dan etika secara
benar (Siagian, 1996: 5-6).
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Kebudayaan modern ternyata tidak menjadi perekat kuat da-
lam kehidupan sosial manusia. Fragmentasi sosial justru ter-
jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan tersebut berakibat pada meningkatnya tun-
tutan pemilikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik,
kendati dunia semakin menyatu secara fisik, umat manusia
tidak berhasil menumbuhsuburkan saling pengertian dan teng-
gang rasa. Bahkan sebaliknya, justru beragam masalah tim-
bul ketika manusia mencapai berbagai kemajuan, antara lain
pelecehan idealisme di bidang moralitas dan etika, termasuk
kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai spiritual
dan keagamaan.

Apabila kita lihat aspek bisnis di Indonesia, tidak dapat kita

sangkal bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial yang ada di masya-
rakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut mampu me-
runtuhkan nilai-nilai serta norma etika yang selama ini disakralkan
oleh masyarakat.

Berbicara mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat,

khususnya di Indonesia, menurut Robby I. Candra ada enam ma-
cam perubahan besar yang terjadi di dunia bisnis selama tiga de-
kade terakhir (Robby I Candra, Kanisius: 16):

a.
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Perkembangan lingkungan nasional secara umum.

Apabila suatu negara dan bangsa berjalan dengan baik, maka
pada satu saat tertentu akan muncul suatu pola, di antaranya:
mau tidak mau suatu bangsa akan melewati masa transisi
atau tidak menentu dari periode sederhana menuju periode
sejahtera. Di masa ini, akan lahir berbagai masalah baru, bah-
kan dapat melahirkan disintegrasi atau stagnasi. Namun, bila
masa transisi ini berhasil dilalui, maka satu bangsa akan men-
capai taraf kesejahteraan. Apabila teori ini dikaitkan dengan
etika, tren membicarakan masalah etika bisnis telah muncul
dan berkembang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.
Perkembangan intervensi pemerintah.
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Intervensi yang dimaksud adalah pemerintah mengeluarkan
peraturan-peraturan untuk meningkatkan efektivitas dan efi-
siensi. Bila hasilnya positif, masalah yang harus diperhatikan
adalah masalah etos kerja, atau etika bisnis secara umum.
Adapun hal yang perlu disadari ialah penataan sistematis dan
struktural atau yuridis tanpa diimbangi oleh pembinaan etika
akan menjadikannya pincang.

Perkembangan lingkungan global.

Bagi Indonesia arus globalisasi memaksa orang untuk menin-
jau perilaku bisnis dan strategi mereka. Para pelaku bisnis
harus memiliki keahlian teknis serta kecakapan agar mereka
mampu bersaing dalam pasar global, akan tetapi para pelaku
bisnis belum mampu memenuhi tuntutan dan harapan peri-
laku bisnis dalam pasar global.

Perkembangan tuntutan konsumen terhadap perusahaan.
Dalam menghadapi tuntutan konsumen agar bisa memenang-
kan dan unggul dalam persaingan, perusahaan harus memberi-
kan nilai plus tidak hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga
berdasarkan citra, atau reputasi perusahaan akan menjadi ta-
ruhan dan pertimbangan.

Perubahan pada relasi pemasok perusahan.

Bila di masa lalu hubungan antara pemasok dengan perusa-
haan terjalin dengan baik tanpa adanya tekanan, akan tetapi
bila hubungan antara pemasok dengan perusahaan terjadi ke-
tegangan disebabkan karena ketidaksinambungan pasokan
atau pembayaran yang macet, hal ini menyebabkan hubungan
mereka terganggu, untuk itu etika bisnis sangat diperlukan
agar hubungan antara perusahan dan pemasok tetap langgeng.
Tuntutan agar perusahaan lebih memperhatikan fungsi sosial.
Dalam hubungan ini sebuah perusahan akan sulit bekerja dan
memperoleh keuntungan yang diharapkan jika mengabaikan
lingkungan sosialnya. Perusahaan akan mengalami hambatan
yang serius. Dengan demikian, fungsi sosial perlu dipertim-
bangkan demi kelancaran bisnis dan sebagai tanggung jawab
perusahaan untuk membangun masyarakat.
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Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tentu bersifat univer-
sal dan komprehensif. Demi kemaslahatan semua golongan, Islam
mengajarkan hamba-Nya untuk menjunjung nilai-nilai moral serta
etika dalam berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu etika bisnis
Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah harus dijadikan
acuan bagi para pebisnis Muslim dalam berbagai aspek bisnisnya,
dan tuntutan bagi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan sehari-
hari.

C. PERBEDAAN ETIKA, NORMA, DAN NILAI

Dalam pemahaman Islam etika maupun akhlak merupakan
suatu studi yang mengajarkan tentang ilmu yang mengkaji perbuat-
an manusia, perbuatan baik atau buruk. Akan tetapi, etika dan
akhlak merupakan dua istilah yang berbeda. Adapun perbedaan
antara etika dengan akhlak, yaitu:

1. Berdasarkan sumbernya.
Etika berasal dari pola pikir manusia, sedangkan akhlak ber-
sumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.

2. Objek kajiannya.
Objek kajian etika adalah perbuatan manusia yang bersifat
lahiriah, sedangkan objek kajian akhlak adalah perbuatan ma-
nusia yang bersifat lahiriah dan batiniah.

3. Sanksi perbuatannya.
Sanksi bagi orang yang tidak memiliki etika didapatkan di du-
nia, sedangkan bagi orang yang tidak memiliki akhlak ia bisa
mendapatkannya di dunia dan di akhirat.

4. Sifatnya.
Akhlak bersifat normatif, tercantum pada ketentuan-ketentuan
yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, dan aplikatif
yaitu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan
kita wajib untuk mengikutinya. Adapun etika bersifat teoretis
yang berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, dan aplikatif
diamalkan oleh para pengikutnya.

56 n



BAB 3 — ETIKA NORMA DAN NILAI MUAMALAH

D. AKSIOMA ETIKA BISNIS ISLAM

Aksioma, yang berasal dari bahasa Latin ialah sesuatu yang
tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah diterima kebenarannya
secara pasti. Hal-hal yang bersifat pasti, yang tidak diragukan,
atau tidak perlu diuji lagi kebenarannya disebut aksiomatis (J.S.
Bardadu dan Sutan Muhammad Zein, 2001: 26). Dalam Islam ada
pokok-pokok aksioma etika yang melandasi etika selanjutnya.
Agar dapat bertahan dan bermanfaat sistem ini harus memenuhi
persyaratan umum sebagai berikut:

a. Merupakan representasi yang cukup dan sah dari pandangan
etika Islam.

b. Perangkat aksioma yang digunakan merupakan aksioma yang
paling kecil.

c. Anasir perangkat yang dimaksud harus konsisten secara inter-
nal.

d. Sistem aksioma yang dipakai harus memiliki daya meramal
(Nagvi, 2003: 64).

Pandangan yang padu, seimbang, dan realitas mengenai alam
manusia dan peran sosialnya dapat diringkas secara tepat oleh
aksioma etika, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan
tanggung jawab meramal (Naqvi, 2003: 77-87); (Suma, 2008: 305-
308); (Beekun, 2004: 32-35); (Muhammad, 2008: 62-71); (Mu-
hammad Djakfar, 2004: 53-57).

1. Tauhid

Sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi
secara keseluruhan. Selalu tercermin dalam konsep keesaan Allah
dalam pengertian absolut, yakni hanya berhubungan dengan
Tuhan, karena manusia bersifat teomorfis. Sistem etika ini juga
mencerminkan sifat ilahiyah. Tauhid merupakan konsep serba ek-
sekutif sekaligus serba inklusif. Pada tingkat absolut, ia membe-
dakan antara pencipta dengan ciptaan, dan memerlukan penye-
rahan tanpa syarat dari hamba kepada Sang Khalik. Konsep tauhid
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merupakan dimensi vertikal Islam yang meliputi berbagai aspek
seperti politik, ekonomi, sosial, dan religius (Suma, 2008: 305-
308).

2. Keseimbangan

Berkenaan dengan konsep tauhid, manusia diwajibkan per-
caya pada Dzat Yang Maha Esa. Salah satu bagian ketundukan
pada-Nya adalah melakukan konsep adil dan ihsan. Pada tataran
ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas
seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar dapat dinikmati
oleh masyarakat luas. Tidak terciptanya keseimbangan, maka sa-
ma halnya dengan berlaku zalim terhadap orang lain.

Dalam pemaparan Islam, sumber daya alam tidak hanya ter-
akumulasi pada golongan tertentu saja, akan tetapi hendaknya da-
pat dinikmati oleh berbagai golongan. Apabila ada satu golongan
yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses ekonomi, se-
dangkan golongan lain memiliki banyak akses, maka diwajibkan
oleh Islam golongan tersebut membantu golongan lainnya dalam
bentuk zakat (Muhammad, 2008: 62-71).

3. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk
berkehendak dan diberikan kekuasaan untuk memilih di antara
pilihan-pilihan yang ada kendati kebebasan yang dimiliki oleh ma-
nusia bersifat relatif.

Dalam Islam konsep kebebasan berbeda dengan konsep oto-
nomi kontraktual mutlak individu yang memungkinkannya untuk
membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Menurut teori ini, ma-
nusia bertindak secara bebas ketika dia sendiri memilih prinsip-
prinsip tindakan sebagai ekspresi yang paling tepat dari keber-
adaannya sebagai orang yang bebas dan rasional. Suatu hal yang
bertentangan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kebe-
basan individu bersifat relatif, karena kebebasan mutlak hanya
milik Allah (Beekun, 2004: 32-35).
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Perlu disadari oleh setiap Muslim bahwa dalam situasi apa pun,
ia dibimbing oleh aturan-aturan serta prosedur yang didasarkan
pada ketentuan-ketentuan Allah dalam syariatnya yang telah di-
contohkan oleh Rasulullah.

4. Pertanggungjawaban

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab, walaupun
tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti yang dikehen-
daki Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia
harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya. Tidak
saja di hadapan manusia, yang paling penting adalah kelak di ha-
dapan Allah.

Konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak ada dua as-
pek fundamental. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan
status manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan predikat
ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri, khususnya
dari ketamakan, dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap
orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat (Muham-
mad, 2008: 62-71).

Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya
bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini
membutuhkan pengorbanan. Ini berarti manusia harus sensitif ter-
hadap lingkungannya, sekaligus ia harus peka terhadap konseku-
ensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan terhadap konseku-
ensi yang ia ambil merupakan cermin dari implementasi iman
seseorang yang merupakan buah dari tauhid (Muhammad, 2008:
62-71).

Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap
Allah, sesamanya, dan dirinya sendiri. Tanggung jawab terhadap
Allah dalam perspektif bisnis ialah manusia dalam melakukan ak-
tivitas bisnis terhadap objek yang diperdagangkan merupakan ka-
runia Allah, manusia sebagai pelaku bisnis harus melakukannya
sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Adapun
tanggung jawab terhadap manusia adalah karena manusia adalah
mitra bisnis yang memiliki hak dan kewajiban. Islam tidak pernah
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menoleransi pelanggaran hak atau kewajiban karena tindakan ter-
sebut termasuk kezaliman. Adapun tanggung jawab terhadap diri
sendiri adalah ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
sendiri, berdasarkan konsekuensi dari kebebasannya (Muhammad,
2008: 62-71).

E. PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

Harta yang halal dan berkah merupakan tujuan para pelaku
bisnis Muslim, karena yang demikian mengantarkan para pelaku
bisnis mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
Hanya saja keinginan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan
akhirat akan diperoleh oleh pelaku bisnis, apabila mereka mem-
perhatikan etika-etika yang digariskan oleh Islam (Muhammad,
2008: 100).

1. Bersandar Kepada Allah

Makhluk yang beragama (religius), terutama kaum Muslimin,
seyogianya harus memperhatikan ketetapan yang telah digariskan
oleh Allah, yaitu Dzat yang telah melimpahkan karunia-Nya. Dia-
lah pemilik, penguasa, serta pengatur, sekaligus menetapkan kehi-
dupan di alam semesta. Dia-lah pemilik alam yang menyediakan
segala kebutuhan makhluk-Nya di dunia, tanpa terkecuali kehi-
dupan manusia. Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui
berbagai usaha yang ditekuninya, bukanlah untuk ia kuasai secara
mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Sebab pemilik alam
semesta ini beserta isinya, pada hakikatnya adalah Allah Swt.
Karenanya, para pelaku bisnis harusnya taat kepada aturan pe-
milik alam semesta ini. Allah menyuruh berbuat adil dan jujur
dalam berbisnis bertujuan agar manusia memperoleh bagian hak-
nya secara adil dan merata. Jika ini dilakukan oleh manusia, maka
kebahagian hidup akan tercapai dengan segala kebutuhan yang
terpenuhi secara layak (Muhammad, 2008: 100).
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2. Jujur dalam Takaran

Kejujuran dalam takaran sangat ditekankan oleh Allah Swt.
(Muhammad, 2008: 100) Ini tergambar pada firman-Nya dalam
QS. al-Muthaffifiin ayat 1-3:
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Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi (QS. al-Muthaffifiin [83]: 1-3)

Masalah kejujuran tidak hanya kunci kesuksesan para pelaku
bisnis Muslim, tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan
prinsip kejujuran. Willam C. Byham menyatakan:

“Business ethics build trust, and trust is the basic of modern business.
If we accept the view, argued for earlier, that there are not two mora-
lities— one for individual and one for business—but a common moral
framework for judging both individual and corporate activities, then we
can gain some guidance for business behavior by looking at what philo-
sophers have seen as the morally good life” (Stewart, 1996: 47).

Etika bisnis membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar
daripada bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa
tidak ada dua moralitas yaitu untuk individu dan bisnis, melainkan ke-
rangka moral umum yang berlaku baik untuk segala aktivitas individual
atau kelompok, sehingga kita memperoleh petunjuk untuk perilaku
bisnis dengan melihat sesuatu yang oleh para filsuf yang dipandang se-
bagai kehidupan yang bahagia secara moral.

Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun jaringan
bisnis, tanpa adanya kepercayaan, bisnis tidak akan berkembang.
Agar kepercayaan diperoleh, maka para pelaku bisnis harus jujur,
baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

3. Menjual Barang dengan Mutu yang Baik

Salah satu yang menyebabkan jual beli menjadi fasid ialah di-
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temukan cacat terhadap barang yang diperjualbelikan, ini menye-
babkan barang yang diperjual belikan tidak transparan, sehingga
para pembeli merasa tertipu, Ini dilakukan oleh para pelaku bisnis
yang mengabaikan tanggung jawab moral. Menyembunyikan cacat
pada barang yang diperjualbelikan sama halnya dengan berbuat
curang dan menipu.

Hal yang sangat signifikan akibat dari menyembunyikan cacat
barang ialah bersikap tidak adil, bahkan melakukan tindakan pe-
nindasan terhadap pembeli (Muhammad Nejatullah Siddqi, 1991:
46). Penindasan merupakan tindakan negatif yang sangat berten-
tangan dengan ajaran Islam.

4. Dilarang Menggunakan Sumpah

Sumpah banyak digunakan oleh para pedagang untuk melaris-
kan barang dagangannya. Mereka menggunakan sumpah dengan
maksud untuk meyakinkan para pembeli bahwa barang yang me-
reka jual merupakan barang yang memiliki kualitas terbaik. Me-
reka lakukan agar para pembeli terdorong untuk membelinya.
Islam melarang perbuatan yang demikian, karena dapat menghi-
langkan berkah dalam jual beli (Muhammad, 2008: 100).

5. Longgar dan Bermurah Hati

Dalam sebuah transaksi terjadi kontak antara penjual dengan
pembeli. Dalam hal ini diharapkan para penjual bersifat ramah dan
bermurah hati pada para pembeli, dengan demikian, penjual akan
mendapatkan berkah dan dagangannya diminati para pembeli.
(Muhammad, 2008: 100).

Suatu senyuman dari penjual merupakan refleksi dari sikap
ramahnya, sehingga pembeli merasa senang, dan bahkan bukan
tidak mungkin ia mendapatkan pelanggan setia yang mengun-
tungkan untuk pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya,
jika pedagang tersebut bersikap kasar, maka para pembeli akan
menjauhinya. Hal ini telah diberitakan oleh Allah dalam firman-
Nya dalam QS. Ali Imran ayat 159.
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Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu..

6. Membangun Hubungan yang Baik Antar-Kolega

Islam menekankan pada umatnya untuk membangun hubungan
konstruktif antarsesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki
para pelaku bisnis mendominasi atas yang lainnya, seperti tindak-
an monopoli, oligopoli, maupun tindakan lain yang tidak men-
cerminkan keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan
dengan hubungan pribadi antarpelaku bisnis, Diana Rowland
mengemukakan bahwa bagi orang Jepang bisnis merupakan se-
buah komitmen daripada transaksi, oleh sebab itu hubungan pri-
badi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan pe-
rasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik
bahwa hubungan silaturahmi tidak akan berakhir segera setelah
hubungan bisnis berakhir (Rowland, 1992: 108).

Dengan demikian, filosofi bisnis orang Jepang tidak hanya
mementingkan urusan profit, akan tetapi mereka juga memen-
tingkan nilai kebersamaan dengan menjalin silaturahmi. Menurut
Islam, membangun silaturahmi akan memperluaskan rezeki, dan
dipanjangkan umurnya bagi orang yang melakukannya.

Dalam kaitannya dengan bisnis, dimudahkan rezeki dan dipan-
jangkan umur maksudnya adalah para pelaku bisnis yang menjalin
hubungan silaturahmi akan mengembangkan usaha bisnis, karena
dengan silaturahmi, maka jaringan bisnis akan semakin luas, se-
makin banyaknya informasi yang didapat, dan mendapatkan du-
kungan dari berbagai pihak, sehingga dengan demikian, bisnis
akan bertahan lama dan berkembang memenuhi permintaan pasar
(Muhammad, 2008: 100).

7. Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan, wajar terjadi praktik pinjam-me-
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minjam. Dalam hal ini Al-Qur’an mengajarkan perlunya adminis-
trasi utang piutang, agar terhindar dari kesalahan yang mungkin
terjadi, (Muhammad, 2008: 100) sebagaimana firman-Nya dalam
QsS. al—Baqarah [2]: 282:
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Haiorang-orangyangberiman,apabilakamubermuamalahtidaksecara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana
Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikit pun daripada utangnya ... (QS. al-Bagarah [2]: 282:

8. Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan mengandung penipuan, untuk
menetapkan sebuah harga dengan terbuka dan wajar sangat dihor-
mati dalam Islam agar tidak terjebak dengan praktik riba. Kendati
sebuah keuntungan hendak didapatkan oleh penjual, akan tetapi
hak-hak pembeli juga harus diperhatikan.

Dalam Islam, hak-hak konsumen sangat diperhatikan, dengan
disyariatkannya praktik khiyar. Khiyar adalah hak khusus yang
diberikan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan
transaksi yang telah terjadi. Khiyar bertujuan agar hak-hak konsu-
men terlindungi terhadap barang-barang yang ia beli, sehingga ia
tidak merasa tertipu serta kecewa terhadap barang tersebut, dan
menghindarkan para pembeli untuk mendapatkan barang yang ca-
cat serta barang yang tidak ia inginkan (Muhammad, 2008: 100).

Itulah prinsip-prinsip etika bisnis yang telah diajarkan di da-
lam Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Hal yang
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demikian harus diperhatikan oleh para pebisnis Muslim, agar tran-
saksi yang dilakukan mendapatkan keuntungan serta berkah dari
Allah Swt.

Sebagai perbandingan, prinsip etika bisnis modern yang telah
menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis sekuler, secara umum
prinsip-prinsip etika bisnis modern merupakan refleksi dari sistem
nilai yang dianut oleh setiap masyarakat, dan nilai yang ada di
suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Demikian
pula prinsip-prinsip etika bisnis yang dianut oleh masyarakat In-
donesia yang dipengaruhi oleh masyarakat yang multikultural,
multireligi, dan multietnis.

Namun demikian, sebagai etika khusus, prinsip-prinsip etika
yang berlaku di dalam bisnis, tampaknya merupakan aplikasi dari
prinsip etika pada umumnya. Mengutip pendapat A. Sonny Keraf
dalam bukunya Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Muham-
mad berpendapat:

a. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertin-
dak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Orang yang otonom ada-
lah orang yang memiliki kebebasan dalam bertindak serta berpikir
tanpa adanya intervensi dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa
orang yang otonom adalah orang yang merdeka, yang bergerak se-
suai dengan kehendak hati dan pemikirannya sendiri, dan mampu
untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya, dan mam-
pu bertanggung jawab atas dampak dari keputusannya tersebut
(Muhammad, 2008: 100).

Adapun prinsip otonom berupa kewajiban, kebebasan, dan
tanggung jawab (Muhammad, 2008: 150). Dengan otonomi setiap
pelaku bisnis dan karyawan diberlakukan sebagai manusia yang
bermoral yang mampu mengambil keputusan dan bertindak atas
kesadarannya sendiri dan mampu bertanggung jawab atas kepu-
tusannya tersebut.
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b. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling problematik, kare-
na sulit ditemukan para pelaku bisnis yang terhindar dari perilaku
curang dan penipuan. Para pelaku bisnis modern menyadari bah-
wa kejujuran dalam bisnis adalah modal keberhasilan dan mem-
pertahankan eksistensi bisnis dalam jangka panjang di tengah
persaingan global. Kejujuran dalam bisnis dijadikan norma dalam
perjanjian, dan kontrak dari dua pihak yang berkepentingan. Keju-
juran juga harus diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk mem-
pertahankan nama baik yang telah lama dibangun (Muhammad,
2008: 150)

c. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan masalah yang sangat prinsipel dalam as-
pek kehidupan, tak terkecuali aspek bisnis. Menurut prinsip ini,
hendaknya setiap orang diperlakukan sama, sesuai aturan yang
adil dan kriteria yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara moral. Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan
bisnis hak dan kepentingan masing-masing pihak yang terkait
mendapat perhatian secara adil dan proposional. Oleh karena itu,
keadilan senantiasa menuntut agar tidak boleh ada pihak yang me-
rasa dirugikan, yang sudah sepatutnya menjadi hak dan kepen-
tingannya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menekankan bahwa bisnis harus dilakukan atas da-
sar saling menguntungkan. Secara substansi prinsip ini menekan-
kan pada keuntungan kedua belah pihak. Contohnya seperti jual
beli, pihak penjual ingin memperoleh untung sedangkan pihak
pembeli ingin memperoleh barang yang berkualitas, dan setara
dengan harga yang telah ia bayarkan. Oleh karena itu, dalam bis-
nis yang penuh dengan kompetitif prinsip ini menuntut agar da-
lam bisnis memperhatikan prinsip tidak ada satu pihak pun merasa
dirugikan (Muhammad, 2008: 150).
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e. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini lebih menekankan pada tuntutan internal dalam diri
subjek pelaku agar ia selalu menjalankan bisnis dengan memegang
nama baik perusahaan. Prinsip ini merupakan tuntunan dan do-
rongan dari dalam diri para pelaku bisnis agar menjadi yang ter-
baik dan dapat dibanggakan. Dan hal ini akan selalu tercermin
dalam perilaku bisnis dengan siapa pun (Muhammad, 2008: 150).

Berdasarkan keterangan di atas, etika bisnis, baik etika bisnis
Islam maupun etika bisnis modern, secara subtansi tidak memiliki
perbedaan. Bahkan nilai-nilai Islami tergambar pada etika bisnis
modern seperti nilai keadilan, pertanggungjawaban, transparansi,
tidak ada penipuan, dan saling menguntungkan.

Namun, yang membedakan antara etika bisnis modern dengan
etika bisnis Islami adalah sumber ajarannya. Pada etika bisnis is-
lami yang menjadi sandaran adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi,
sedangkan pada etika bisnis modern yang menjadi sandaran adalah
pola pikir manusia dan kultur masyarakat yang ada padanya.

F. RINGKASAN

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, dan bentuk plu-
ralnya adalah ta etha yang secara etimologi berarti adat istiadat
dan kebiasan (Djakfar, 2008: 6). Dalam pengertian ini, etika ber-
kaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang mau-
pun pada satu masyarakat yang diwariskan oleh satu orang ke-
pada orang lainnya. Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan
diwariskan secara turun temurun dikenal dengan adat kebiasaan
(Djakfar, 2008: 6).

Dalam pengertian yang pertama ini, etika dianggap sama de-
ngan moral, yakni sistem nilai tentang bagaimana manusia harus
hidup dengan baik yang telah dilembagakan menjadi adat ke-
biasaan dalam bentuk pola perilaku yang berkelanjutan. Dengan
demikian, etika dalam pengertian ini dipandang sebagai moralitas
yakni berintikan nilai-nilai dan norma konkret yang menjadi pe-
gangan hidup manusia yang mengandung perintah beserta larang-
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an yang bersifat mengikat (Djakfar, 2008: 6).

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak, di samping itu juga didefinisikan mengenai nilai benar
dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika
adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan ilmu tentang
hak dan kewajiban moral (Tim Penyusun, 2005: 309). Etika juga
didefinisikan sebagai filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang
baik dan buruk. Etika mempelajari tentang nilai-nilai, juga mem-
pelajari tentang pengetahuan tentang batin. Setiap orang mem-
punyai etos yaitu sikap batin yang sesuai dengan nilai-nilai etik
(Masmoedin, 1996: 24).

Dalam pengertian ini, pemahaman tentang etika lebih luas
dari moralitas. Etika dipandang sebagai filsafat moral atau ilmu
yang membahas tentang nilai atau norma yang diberikan oleh mo-
ralitas. Karenanya etika merupakan filsafat moral yang tidak lang-
sung memberikan perintah.

Sebagai seorang Muslim, berbisnis mengandung dua unsur
utama, yaitu unsur ketuhanan dan unsur ekonomi. Dalam unsur
ekonomi, bisnis merupakan salah satu cara dalam memproduksi
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan orang
lain. Adapun dalam unsur ketuhanan adalah menerapkan imple-
mentasi nilai-nilai Islami dalam berbisnis. Di dalam ekonomi Islam
nilai-nilai etika bisnis merupakan hal yang krusial untuk dimiliki
serta diamalkan oleh seorang Muslim.

Adapun sasaran utama etika Islam ialah menentukan kebe-
basan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena
kepercayaannya pada Allah Swt. Akan tetapi, kebebasan manusia
tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah kebebasan manusia harus
sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Apabila
manusia memiliki kebebasan yang mutlak berarti ia menyayangi
ke-Mahakuasaan Allah sebagai pencipta semua makhluk. Dalam
pandangan etika bisnis Islam, manusia merupakan ciptaan Allah.
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Jelaskan pengertian nilai, etika, moral dan akhlak?
Jelaskan perbedaan antara nilai, etika, moral dan akhlak?
Jelaskan tentang aksioma etika Islam?

Jelaskan prinsip-prinsip etika Islam?

Jelaskan pengaruh etika terhadap bisnis Islami?
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B. PENGERTIAN PRODUKSI

Kata ”produksi” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris
yaitu dari kata “production” yang berarti penghasilan (John M.
Echols & Hassan Shadily, 1996: 449). Secara sederhana menurut
Richard G. Lipsey, produksi adalah kegiatan membuat komoditi
berupa barang atau jasa (Lipsey, 1995: 336). Idri mengutip penda-
pat C.E. Ferguson, mendefinisikan produksi dengan menciptakan
manfaat suatu benda dengan menambah nilai guna suatu barang
dengan memberikan manfaat baru atau lebih dari semula untuk
memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia (Idri, 2015: 61).



MUAMALAH KONTEMPORER

Adapun menurut literatur Ekonomi Islam, kata yang sepadan
dengan makna produksi adalah -5l yang berasal dari kata xsyang
berarti menghasilkan (Hamad, 1993: 74). Menurut Rustam Effendi
dalam bukunya Produksi Dalam Islam, ia berpendapat bahwa istilah
¢\l yang bermakna “produksi” tidak dikenal dalam literatur fikih
klasik (Effendi, 2003: 12). Dalam literatur ekonomi Islam klasik,
Ibnu Khaldun menggunakan istilah “tahsil” untuk menunjukkan
hasil dari suatu usaha. Ia juga mengenalkan istilah “tahsil” untuk
produksi ketika ia membahas tentang klasifikasi spesialisasi tenaga
kerja dengan memberikan pengertian:

) o am - et e 506 i) e ds gl 508 O
"Sesungguhnya seseorang memiliki kemampuan yang terbatas untuk

menghasilkan/memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri" (Khaldun,
1930: 35).

Muhammad Bagqir al-Shadr dalam bukunya Igtishaduna ia men-
definisikan produksi dengan “Usaha pengembangan sumber daya
alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia (al-Shadr,
1987: 680). Menurutnya, aktivitas produksi adalah aktivitas yang
dilakukan oleh seseorang untuk mengolah atau memanfaatkan
sumber daya alam yang ada dengan menggunakan sarana-prasa-
rana tertentu.

Dalam kajian ekonomi, produksi merupakan kegiatan sese-
orang untuk menghasilkan produk, baik berupa barang atau jasa,
yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Perilaku produksi dan
konsumsi manusia erat kaitannya dengan peradaban manusia,
ketika peradaban manusia masih sederhana, kebutuhannya ma-
sih sedikit, sehingga mereka menggantungkan hidupnya dengan
alam dan memproduksi barang atau jasa untuk kebutuhan hidup-
nya sendiri. Seiring bertumbuhnya tingkat peradaban, kebutuhan
makin beragam, dan manusia tidak mampu lagi memproduksi ba-
rang jasa untuk dikonsumsinya. Mereka membutuhkan orang lain
untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah, manusia dikenal
dengan istilah makhluk sosial.

Kajian manusia sebagai makhluk sosial disebut fi annal ijtima

72 n



BAB 4 — PRODUKSI

al-Insani dhariri (Kementerian Agama, 2012: 231). Kementerian
Agama mengutip pendapat Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqad-
dimah, berpendapat dalam teori sosialnya bahwa manusia tidak
dapat memenuhi hasratnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa
barang dan jasa kecuali melalui kerja sama dan interaksi sosial.
(Kementerian Agama, 2012: 232). Teori “makhluk sosial” Ibnu
Khaldun didasari oleh kebutuhan manusia atas barang dan jasa,
ini berlandaskan konsep kitabbullah, yang mengatakan tentang tu-
juan penciptaan manusia yakni khalifah dan pemakmur muka bu-
mi (Syarkah, 1992: 134-135).
Kementerian Agama, juga mengutip pendapat Ibnu khaldun:

Jika kerja sama antarsesama manusia dilandasi oleh keinginan dalam
pemenuhan kebutuhan pangan untuk dikonsumsi dan senjata untuk
mempertahankan diri, hal ini merupakan kehendak dan ketetapan
dari Allah Swt. dalam menjamin keberlangsungan umat manusia, oleh
sebab itu, tanpa adanya interaksi sosial, maka generasi manusia akan
punah, sehingga tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah tidak akan
terwujud (Kementerian Agama, 2012: 232).

Islam memandang bahwa produksi menduduki aspek funda-
mental bagi manusia, karena mengacu kepada aspek keberlang-
sungan hidup umat manusia dan peradaban manusia. Ia muncul
dari penyatuan manusia dengan alam sekitar. Allah menetapkan
bahwa manusia sebagai khalifatullah di muka bumi, serta menge-
lola sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah secara
efisien, dan optimal agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan.
Memanfaatkan bumi yang terhampar baginya untuk memaksimal-
kan fungsi dan kegunaannya dan menghindari berbagai bentuk ke-
rusakan di muka bumi. Tergambar dalam firman Allah dalam QS.
an-Naba ayat 6.

Bles 523V JoZ
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? (QS. an-
Naba [78]: 6.

Adapun menurut Imam al-Ghazaliy dalam bukunya Ihya Ulu-
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muddin (dalam Adiwarman A. Karim, 2003: 158), ia berpendapat
mengenai kaitan produksi dengan kasab dan islah. Kasab adalah
usaha manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya
alam yang tersedia agar memiliki nilai manfaat yang lebih, se-
dangkan islah adalah manusia bekerja keras dari bahan mentah
menjadi barang jadi yang bisa langsung dimanfaatkan manusia.
Sebab itu produksi mengarah pada kepentingan sosial dan meng-
hendaki kerja sama dan koordinasi.

Usaha menghasilkan suatu produk turut menaungi kebutuhan
masyarakat banyak. Bekerja untuk membantu masyarakat dalam
menyediakan barang adalah suatu perbuatan ibadah, bahkan pe-
kerjaan tersebut menjadi kewajiban sosial. Imam Al-Ghazali me-
nyatakan bahwa memproduksi barang merupakan kewajiban kifa-
yah, bila telah ada sekelompok orang memproduksi barang dalam
jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka ter-
lepaslah kewajiban yang lainnya untuk memproduksi barang. Na-
mun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan dirinya dalam
memproduksi atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi,
maka semua orang diminta pertanggungjawabannya di akhirat.
Bahkan negara harus memperhatikan barang-barang kebutuhan
pokok yang diproduksi dalam jumlah yang cukup, sebab ketidak-
seimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok
akan cenderung menimbulkan kerusakan dalam masyarakat (Adi-
warman A. Karim, 2003: 158).

Islam sangat menghargai usaha, terlepas bagaimana hasilnya.
Firman-Nya QS. al-Anbiyaa’ [21]: 94 sebagai berikut:

OSTa By ] DK7Y 5l 55 SRl e s (0

Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman,
maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesung-
guhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya. (QS. al-Anbiyaa’
[21]: 94)

Kewajiban kita berikhtiar, sedangkan hasilnya terserah Allah.
Namun sebagai orang yang beriman kita mesti meyakini janji
Allah bahwa sesungguhnya apa yang diperoleh manusia, sebe-
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narnya berkaitan langsung dengan apa yang diusahakan. Anjuran
berusaha/memproduksi terlihat ketika Rasulullah melarang ham-
banya untuk meminta-minta sebagaimana Hadisnya.

iw wwwww”” wa@c“}ﬁ‘am\
s 3l & ai.a\@/;..ﬁ%b‘jl;g Ll Ls‘d_, Sstizk

e BB\JU\JLNQ\UA«S;;Q-@-;j
"Dari Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu ‘anhu dari Nabi shallalla-
hu'alaihi wasallam bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia
mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian
dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik
baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia
itu memberinya atau menolaknya” (HR. Bukhariy).

°

Bekerja dan berusaha selalu diteladankan oleh para Rasul.
Para Rasul merupakan gambaran orang-orang yang kreatif dan
produktif, seperti Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang
yang rajin dan jujur, sejak kecil telah berusaha memenuhi kebu-
tuhan hidupnya sendiri. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad seba-
gai pengembala domba penduduk Mekkah dengan upah beberapa
girath. Ketika beranjak dewasa Nabi saw. sebagai pelaku pernia-
gaan ekspor impor. Dalam Riwayat At-Tirmizi Rasulullah saw. ber-
sabda:

—Jau:m;!-\“”’ u.cumu;wu.x}>uu.\>

>
Z

;\M\j uw.’x:as UM.J\
“Hannad menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada
kami dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi
Muhammad saw. Bersabda: 'Pedagang yang jujur dan tepercaya itu

sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para siddigin dan para
syuhada” (Maktabah Samilah).

Demikian juga keteladanan Nabi-nabi lain, seperti Nabi Nuh
ahli membuat kapal, Nabi Daud ahli membuat baju besi, Nabi Mu-
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sa menggembala domba. Keteladan dari para Rasul menjadi tolok
ukur seorang Muslim seharusnya harus selalu bersikap kreatif se-
kaligus produktif dan menjauhkan diri dari sikap pasif dan kon-
sumtif. Sebagaimana sabda Rasul menyatakan bahwa:

"Barangsiapa membuka pintu bagi dirinya untuk meminta-minta, maka
Allah akan membukakan pintu kemelaratan baginya” (H.R. Ahmad).

Oleh karena itu, beliau menegur seorang yang malas dan me-
minta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan ke arah kerja
produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang
dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal
membeli kapak untuk mencari kayu bakar di tempat bebas dan
menjualnya ke pasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk me-
mastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat kerja produk-
tif.

C. BENTUK-BENTUK PRODUKSI

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

a. lhya al-Mawat

Adapun yang mendasari konsep ihya’ al-Mawat adalah Hadis-
Hadis Rasulullah saw.. Di antara Hadis tersebut sebagai berikut:

Lé:‘;m P WL"J" 5558 jF
byw% ) Nt
L“SJBJ 133 w)\;-dﬁ.c

“Dari Urwah, dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi shallallaahu
‘alaihi wasallam bersabda: ‘Barangsiapa memakmurkan tanah yang
tidak dimiliki oleh siapa pun maka ia lebih berhak dengan tanah ter-
sebut.' Urwah berkata: Umar memberlakukan hukum itu pada masa khi-
lafahnya.” Riwayat Bukhari.
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Muzaraah

be EF G by = A e rl_.djmmymwy)u\
(s 219) 55 J‘g‘

“Rasulullah saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar
yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dengan pekerja" (HR Al-Buk-
hari, Muslim dan lainnya).

Musaqah

A e b iy e Jol e ol s e A sy 0
(> ol) £

"Rasulullah saw. bersabda: Rasulullah saw. melakukan kerja sama perke-
bunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapat-
kan sebagian dari hasil kebun atau pertanian” (H.R. Al-Jama‘ah).

Mukhabarah

4

eI

53

i

,\ég;j,aag.aédau.\;md\d;ymb

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syalbah telah
menceritakan Repada kami Sufyan dari ‘Amru dari Jabir bahwasanya
Nabi shallallu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli mukhabarah” (H.R.
Muslim).

Mugharasah

&‘Cj;;u%;x o AT e kg e m\y:»ww o
(s 01)) @53 5‘;?

"Rasulullah saw. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar

yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dengan pekerja” (H.R. Al-Buk-
hari, Muslim dan lainnya).

77



MUAMALAH KONTEMPORER

2.

a.

1)

Hak-hak Pekerja

\}jﬂ.ﬁ\(;b/wdj\wc\ﬂ\d JUJU}Q&J&\/?&/L
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"Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad Dimasygi
berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah
As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman
bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‘Berikanlah upah ke-
pada pekerja sebelum kering keringatnya™ (HR Ibnu Majah).

Produksi Barang

Jual Beli

Salam
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid
dan ini adalah lafaz Yahya, Amru berkata: telah menceritakan kepada
kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan
bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al
Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan
dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya
dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian.
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Siapa yang
menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu,
timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu” (H.R. Muslim).

Aplikasi salam dalam transaksi kontemporer adalah salam pa-

ralel, yakni untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang
pendek yaitu relatif 2-6 bulan. Salam paralel berarti melaksanakan
dua transaksi salam antara nasabah dan bank dan antara bank
dengan pemasok. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank
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syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertanian, dan bank
menyanggupinya dengan menyerahkan dana kepada nasabah da-
lam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam. Karena
bank tidak berniat menyimpan hasil pertanian, bank melakukan
akad salam dengan distributor (Rozalinda, 2015: 98).

Fatwa mengenai salam paralel tercantum dalam fatwa DSN

NO: 05/DSN-MUI/IV/2000, dan menurut fatwa ini salam paralel
hukumnya boleh.

2)

Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua
terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan
kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi,
penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih ren-
dah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut
pengurangan harga (diskon).

4.  Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang
disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan
kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak
rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: (a) membatalkan
kontrak dan meminta kembali uangnya; (b) menunggu sampai ba-
rang tersedia (fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000).

Istisna’
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna; Telah
menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan
kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas bahwa ketika Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-
orang'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka
(orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya.
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuat sebuah cincin
dari perak.’ Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya
cincin itu di tangan beliau” (H.R. Muslim).

Penerapan muamalah kontemporer pada akad istisna’ adalah

istisna’ paralel. Akad ini diaplikasikan pada pembiayaan manufak-
tur dan konstruksi seperti KPR. Aplikasinya bank melakukan pe-
sanan barang dengan harga tertentu dengan pembayaran di muka,
bersamaan dengan itu bank telah mencari potential purchaser dari
produk yang dipesan. Kombinasi pembelian dari nasabah produ-
sen dan penjualan kepada pihak pembeli menghasilkan skema is-
tisna’ paralel (Rozalinda, 2015: 106-107). Bentuk akad bank de-
ngan nasabah berupa pembiayaan, sedangkan akad bank dengan
produsen yakni istisna’, yang diwakilkan kepada nasabah. Fatwa
mengenai istisna’ adalah fatwa DSN-MUI No.IV/2000:
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISNA’

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa
uang, barang, atau manfaat.

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1 Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

2 Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

3.  Penyerahannya dilakukan kemudian.

4.  Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasar-
kan kesepakatan.

5. Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum meneri-
manya.

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai
kesepakatan.
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7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepa-
katan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjut-
kan atau membatalkan akad.

Al-Sharf
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“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabar-
kan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Janganlah kalian
berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan
kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual
beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan
jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian
berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib,
ditangguhkan)” (H.R. Bukhariy).

N

Dalam apliaksi muamalah kontemporer, transaksi sharf beru-

pa pelayanan jasa kepada nasabah melalui transaksi valuta asing
dengan fatwa MUI NO 28: DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli

Mata Uang Asing.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG
Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

b.  Ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan berjaga-jaga.

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai-
nya harus sama dan secara tunai (at-tagabudh).

d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar
(kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
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4)

a)

82

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

a. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta
asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter)
atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan wak-
tu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian tidak dapat
dihindari, karena merupakan perdagangan internasional.

b. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas
yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan
untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan
satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan
adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya
dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan
tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali di-
lakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang
tidak dapat dihindari (lil hajah).

c.  Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas
dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara
penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya ha-
ram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

d. Transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam
rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan
atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau
tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung
unsur maisir (spekulasi).

Khiyar dalam Jual Beli

Pelakasanaan Khiyar
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“Telah menceritakan kepada kamiShadagah telah mengabarkan kepada
kRami ‘Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata,
aku mendengar Nafi' dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma dari Nabi



BAB 4 — PRODUKSI

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan
jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau
membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau
jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)".. (Bukhari).

b) Keabsahan Khiyar
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“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah shallallu ‘alaihi wasallam bahwa beliau
bersabda: “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah
satu dari keduanya berhak untuk kRhiyar (memilih), selagi keduanya
belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya
mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya
telah menetapkan khiyar (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi
harus dilaksanakan sesuai dengan khiyar-nya. Dan jika keduanya telah
berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu
dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah”
(H.R. Muslim).

3. Produksi Jasa

a. Rahn
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“Dari ‘Aisyah dia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam per-

nah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan
baju besinya (sebagai jaminan)” (H.R. Muslim).

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan dalam pinjaman
adalah gadai. Akad ini dibolehkan menurut fatwa DSN No. 25/
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DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Adapun fatwanya sebagai ber-
ikut:

b.

84

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG RAHN

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai
berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan mar-
hun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan ba-
rang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn.

Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan

pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi

kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, se-

dangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi ke-
wajiban rahn.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan marhun

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn
untuk segera melunasi utangnya.

b.  Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka mar-
hun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c.  Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, bia-
ya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta
biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurang-
annya menjadi kewajiban rahn.

Jialah
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“Dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: Ada rombongan beberapa
orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bepergian
dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu
perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia
menerima mereka sebagai tamu peenduduk tersebut namun penduduk
menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan
binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya
namun belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: ‘Coba
kalian temuirambongan itusemoga ada diantara mereka yang memiliki
sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: ‘Wahai
rambongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang
dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil,
apakah ada di antara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka
berkata, seorang dari rambongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati
namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian
namun kalian tidak berkenan, maka aku tidak akan menjadi orang
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yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka
sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat
dan membaca alhamdulillahi rabbil ‘alamiin (QS. al-Fatihah) seakan
penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat
apa pun. Dia berkata: 'Maka mereka membayar upah yang telah me-
reka sepakati kepadanya.' Seorang dari mereka berkata: ‘Bagilah
kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: “Jangan
kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
lalu Rita ceritakan kejadian tersebut kepada beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam dan kita tunggu apa yang akan beliau perintahkan kepada
kita'. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata:
‘Kamu tahu dari mana kalau al-Fatihah itu bisa sebagai rugyah (obat)?'
Kemudian beliau melanjutkan: 'Kalian telah melakukan perbuatan yang
benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkan-
lah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut” (H.R.
Bukhri).

Dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip

syariah, BI menerbitkan instrumen yang sesuai syariah, yaitu Ser-
tifikat Bank Indonesia Syarah Ju’alah. Hal ini dipandang dapat
mengoptimalkan pengendalian moneter. Berdasarkan ini DSN-
MUI mengeluarkan fatwa No. 46/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS
Ju’alah. Dalam hal ini, BI bertindak sebagai ja’il, bank syariah se-
bagai ma’jul ‘alaihi dan objek adalah partisipasi bank syariah untuk
membantu tugas BI dalam pengendalian moneter melalui penye-
rapan likuiditas dari masyarakat (Rozalinda, 2015: 157). Adapun
fatwanya sebagai berikut:
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MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SYARIAH JUALAH (SBIS JUALAH)

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga da-
lam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ber-
jangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Jualah) adalah
SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan
substansi fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad
Ju'alah.
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Kedua: Ketentuan Akad

1

SBIS Ju'alah sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk
pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan sya-
riah.

Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai ja’il (pemberi
pekerjaan); bank syariah bertindak sebagai maj’ul-lah (penerima
pekerjaan); dan objek/underlying ju'alah (mahall al-‘agd) adalah
partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia
dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari
masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah
dan jangka waktu tertentu.

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS
mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank
syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan im-
balan (reward/iwadh/ju’l) tertentu bagi yang turut berpartisipasi
dalam pelaksanaannya.

Ketiga: Ketentuan Hukum

1.

Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (reward/iwadh/ju’l)
yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu
Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara
menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu terten-
tu, melalui “pembelian” SBIS Ju'alah.

Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui
SBIS adalah wadi‘ah amanah khusus yang ditempatkan dalam re-
kening SBIS-Ju'alah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu
berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan
tidak digunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta
tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Bank Syariah selaku pihak penitip dana (mudi’) memer-
lukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-repo-kan SBIS
Ju'alah-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (gara-
mah) dalam jumlah tertentu sebagai ta’zir.

Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS Ju'alah
kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditas-
nya pada SBIS Jualah sepanjang belum dapat menyalurkannya ke
sektor riil.

SBIS Ju'alah merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diper-
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D.

1

jual-belikan (non-tradeable) atau dipindahtangankan, dan bukan
merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.

CARA MEMPRODUKSI
Mudarabah
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“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata,
telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata,
telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrah-
man bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tiga hal yang di
dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, Qiradh,
dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang ru-
mah bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).

Akad mudarabah di bank syariah diterapkan dalam bentuk

produk-produk penghimpunan dana (funding) dan pada penyaluran
dana (financing). Pada funding, mudarabah diterapkan pada:

a.
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Tabungan, baik berupa tabungan biasa atau tabungan haji
dan kurban. Produk ini berdasarkan fatwa DSN-MUI No.02/
IV/2000 tentang Tabungan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: FATWA TENTANG TABUNGAN
Pertama: Tabungan ada dua jenis:
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan
yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prin-
sip mudarabah dan wadi‘ah.
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Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan mudarabah:

1

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola
dana.

Dalam Kkapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan ber-
bagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip sya-
riah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah
dengan pihak lain.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai
dan bukan piutang.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan de-
ngan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasa-
bah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Wadi'ah:

1.

2.

Bersifat simpanan.

Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kese-
pakatan.

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pem-
berian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Deposito, baik berupa deposito biasa dan deposito spesial, da-
na dikhususkan untuk bisnis tertentu berdasarkan fatwa DSN-
MUI NO. 03/ IV/2000 tentang Deposito.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG DEPOSITO
Pertama: Deposito ada dua jenis:

1

Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang
berdasarkan perhitungan bunga.

Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prin-
sip mudarabah.

Kedua: Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudarabah:

1

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola
dana.

Dalam Kkapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan

89



MUAMALAH KONTEMPORER

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudara-
bah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai
dan bukan piutang.

4.  Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Syirkah

(Jj\) j"‘ o\j))

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mish-
shishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibrigan,
dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia
merafakannya. la berkata; sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah
pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah
seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila
ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya” (H.R. Abu
Daud).

Akad Syirkah pada perbankan syariah diaplikasikan dalam
bentuk pembiayaan musyarakah. Hal ini diatur pada fatwa DSN-
MUI/NO.08/1V/2000. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan
berdasarkan kesepakatan kerja antara dua pihak atau lebih untuk
usaha tertentu, masing-masing memberikan konstribusi dana dan
keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam aplikasinya,
bank bersama nasabah sebagai pemilik modal berbagi kontribusi
keuntungan dan modal. Adapun fatwanya yaitu:
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Beberapa Ketentuan:

1

Pernyataan fjab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak un-

tuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

(akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjuk-
kan tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperha-
tikan hal-hal berikut:

a.

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan per-
wakilan.

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan se-
tiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah
dalam proses bisnis normal.

Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi we-
wenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan mem-
perhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian
dan kesalahan yang disengaja.

Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau mengin-
vestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

a.

Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau

yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti ba-
rang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berben-
tuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan
disepakati oleh para mitra.

2) Parapihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyum-
bangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada
pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyim-
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pangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tam-
bahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak.

C. Keuntungan
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara propor-
sional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jum-
lah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang
mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu
diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan je-
las dalam akad.

d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional
menurut saham masing-masing dalam modal.

4.  Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesai-
annya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. CONTOH-CONTOH PRODUKSI

Produksi menurut sumbernya terbagi atas dua pemanfaatan
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sumber daya alam yakni tanah berupa: mugzara’ah, mukhabarah,
musaqah, kira al-ardh, dan ihya al mawat. Adapun dalam usaha per-
dagangan berupa jual beli, musyarakah dan mudarabah.

F. PRODUKSI TERLARANG DALAM ISLAM

Bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidup merupakan salah satu kewajiban Muslim. Allah menyuruh
manusia bertebaran di muka bumi untuk mencari rezekinya seba-
gaimana firman Allah dalam QS. al-Jumu’ah [28]: 10.

150 A1 18 3 1551 259 (3 1528 Bl w36

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung (QS. al-Jumu'ah [28]: 10).

Sebagai khalifah di muka bumi, Allah memberikan sumber
daya alam yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia.
Dan untuk memperoleh sumber daya alam tersebut, Allah meng-
hamparkan bumi sebagai faktor produksi. Hal ini ditegaskan oleh
Allah dalam firman-Nya QS. al-Mulk [67]: 15.

B Ge 1S5 st 3 1230 S 59 S0 s e 58

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah
di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan
hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. al-
Mulk [67]: 15).

Ayat di atas merupakan ajakan dan dorongan kepada umat
manusia secara umum dan kaum Muslimin secara khusus agar
memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk
kenyamanan hidup (Shihab, 2002: 214) Dalam konteks ini, Imam
Nawawi dalam mukadimah kitab al-Majmu’ menyatakan bahwa
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umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi se-
mua kebutuhannya—walaupun jarum sekalipun—agar mereka ti-
dak mengandalkan pihak lain.

Adapun yang termasuk dalam bentuk usaha atau pekerjaan
yang terlarang adalah sebagai berikut (Shiddiq, 2002: 145-152).

1. Orang yang Selalu Meminta-minta (Pengemis)

Orang yang mampu bekerja serta kesehatannya memungkin-
kan, akan tetapi ia tidak mau bekerja untuk mencari rezeki Allah
dengan alasan sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah, dan
mengandalkan rezeki dari orang lain atau meminta-minta sedekah
dari orang lain padahal ia mampu untuk memenuhi kebutuhannya
dengan bekerja, maka dua hal di atas hukumnya haram. Rasulullah
mencela seseorang yang meminta-minta padahal ia masih mampu
bekerja. Salah satu dalilnya, yaitu:

&L;J\ JuL R g;.l.;)f ale all) o ald) J}i»)’ Jié J}.E SR L};\ NG

o oly) 38 31 gl i Jleg G S il
"Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: ‘Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk
menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sa-

ma saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak™ (H.R.
Muslim).

2. Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di
dunia, tak terkecuali di Indonesia. Prostitusi bermula semenjak ke-
rajaaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian
dari komoditas feodal. Adapun menurut Laden Marpung dalam
bukunya Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,
ia berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang
jatuh ke dunia prostitusi, yaitu: Pertama, faktor ekonomi, dan ke-
dua faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan
dan kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi
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oleh lingkungan maupun pendidikan seseorang (Laden Marpung,
2008: 2).

Prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan ba-
tin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidup-
an atau penghidupan manusia, termasuk rasa aman dan tenteram
yang dapat dicapai. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi
segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill), meng-
akibatkan pada jalan pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-
tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS). Ini tentunya menimbulkan
pemandangan yang tidak berkenan di hati.

Islam melarang praktik prostitusi serta memberikan ultimatum
bagi pelakunya, karena perbuatan ini dapat mengaburkan masalah
keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga,
meretakkan hubungan, merajalelanya penyakit sifilis dan sebagai-
nya.

Islam mengharamkan praktik prostitusi, dan juga menutup
sarana prasarana yang mengakibatkan terjadinya praktik prostitusi,
serta mengharamkan cara apa saja serta pengantar yang mengarah
pada perbuatan prostitusi, maka dari itu apa saja yang dapat meng-
arahkan nafsu seksualitas secara ilegal (di luar pernikahan), serta
mendorong seseorang yang melakukan perbuatan terkeji tersebut
atau mendekati ke arah perbuatan tersebut. Allah menggambarkan
perbuatan prostitusi sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan
seburuk-buruknya jalan. Allah berfirman dalam QS. al-Isra [17]:
32.

z.,

Vsl 303 226 f)L?i\f'; G 153555 Vs

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (QS. al-Isra [17]:
32).

Syariat Islam diturunkan untuk kemashlahatan umat manusia
baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat
terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Salah
satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya kebutuhan
atas harta. Dan agar terpenuhinya kebutuhan atas harta tersebut,
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Allah menyuruh hamba-Nya untuk bekerja dan Allah juga telah
menganugerahkan sumber-sumber daya produktif, hal ini dijelas-
kan dalam firman-Nya dalam QS. al-Baqgarah [2]: 29.

el d) f:s‘*&cégbﬂ\éu;ﬁ;;l;géj\ji
st S 3R ol sl ARG

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh la-
ngit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Bagarah [2]: 29).

Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mem-
produksi suatu barang, sebagaimana penulis mengutip pendapat
Muhammad al-Mubarak dalam bukunya Nizamu al-Islmaiy al-Iqtis-
hadiy Mabadi wa Qawa’id Ammah (1972: 199).

1. Dilarang memproduksi barang dan memperdagangkan komo-

diti yang tercela karena bertentangan dengan syariat, dan ber-
sifat haram.
Dalam ekonomi Islam, komoditi yang dihasilkan (baik mela-
lui hasil produksi, maupun hasil perdagangan) dan dikon-
sumsi harus diperhatikan, karena tidak semua barang layak
diproduksi atau dikonsumsi. Islam secara tegas mengklasifika-
sikan komoditi menjadi dua bagian. Pertama, komoditi yang
disebut oleh Al-Qur’an thayyibat yaitu komoditi yang legal
dikonsumsi dan diproduksi, dan kedua khabaits yaitu komoditi
ilegal untuk dikonsumsi maupun diproduksi, seperti ditegas-
kan oleh Al-Qur’an QS. al-A’raaf ayat 157

P @
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(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (na-
manya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di
sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan
bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-
belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman
kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang
terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-
orang yang beruntung.

Berdasarkan firman Allah di atas, Ar Razi dalam bukunya
Tafsir al-Razi (dalam M. Farah, 1998: 67), berpendapat bah-
wa ayat di atas mengandung makna yang luas, sebab itu, ia
menyimpulkan bahwa kriteria al-Thayyibat dan khabaits tidak
hanya berlaku pada komoditi barang saja tetapi juga berlaku
kepada komoditi jasa. Hal ini juga ditegaskan dalam Hadis
Nabi, yaitu:

5ol 1 s i ae i e G g g D B wls
d Jyzs St 2 oy iVl gt f 22 2 e 3
P olss g s D 2 el et L
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"Telah menceritakankepadakami‘AbdullahbinYusuftelahmengabarkan
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin ‘Abdurrahman
dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shal-
lallahu ‘alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar
seorang pezina dan upah bayaran dukun” (H.R. Muttafaqu Alaihi).

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarahkan ke-
pada kezaliman (Taqiyuddin Nabbhani, 1996: 64-65).
Apabila suatu transaksi mengandung kezaliman terhadap sa-
lah satu pihak, maka transaksi tersebut hukumnya makruh. Ini
diperkuat oleh Firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisaa’ ayat 29.

58 5,5 3y el K 18060 W8T Y 1T 5 g
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Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Tafsir al-Misbah, ia
berpendapat bahwa larangan memakan harta dengan mengguna-
kan kata “bainakum” memberikan garinah bahwa memakan/mem-
peroleh harta yang dilarang adalah larangan melakukan transaksi/
perpindahan harta yang tidak mengantarkan masyarakat kepada
kesuksesan, akan tetapi mengantarkan masyarakat kepada kehan-
curan dan kebejatan seperti praktik jual beli yang mengandung
riba, perjudian, dan penipuan (M. Quraisy Shihab, 2002: 499).
Dalam transaksi yang mengandung nilai riba, judi, dan penipuan
mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak yakni pihak
pembeli. Adapun salah satu syarat sahnya jual beli adalah keridha-
an kedua belah pihak, baik secara lisan ataupun melalui garinah.
Maka, apabila transaksi tersebut tidak ridha, maka transaksi jual
beli tidak sah.

Adapun bentuk-bentuk transaksi jual beli yang mengandung
unsur kezaliman adalah sebagai berikut:

1) al-Ghisy
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“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan ke-
pada kami Isma'il bin Ja'far dari Al'Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam me-
lewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke da-
lamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun
mengatakan: ‘Wahai pemilik makanan, apa ini?' ia menjawab: Terkena
hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: ‘Mengapa engkau tidak
menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihat-
nya? Kemudian beliau bersabda: ‘Barangsiapa berbuat curang, ia tidak
termasuk golongan kami.' la mengatakan; Dalam hal ini ada Hadis
serupa dari Umar, Abu Al-Hamra’, Ibnu Abbas, Abu Burdah bin Niyar
dan Hudzaifah bin Al Yaman. Abu Isa berkata; Hadis Abu Hurairah
adalah Hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para
ulama, mereka memakruhkan perbuatan curang, mereka mengatakan:
perbuatan curang adalah haram” (H.R. Turmidzi).

Najasy
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“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah telah men-
ceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu ‘Umar radliallahu
‘anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari me-
nambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur peni-
puan terhadap orang lain" (H.R. Bukhariy).

Hadis Lainnya
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"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan
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G.

kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhriy dari
Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang orang kota menjual
untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang
sedang ditawar orang lain dengan maksud menipu), dan melarang
seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya,
melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya
dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan
istri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang di-
penuhi (agar belanja dirinya lebih banyak” (H.R. Bukhariy).

Menjual, membeli, dan menawar barang yang terlebih dahulu
dijual, dibeli, dan ditawar oleh orang lain.
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‘Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim telah menceritakan
kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan
bahwa Ibnu Umar radliallahu'anhuma berkata, ‘Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual
beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan
yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, atau
pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.” (H.R. Bukhariy).

RINGKASAN

Produksi di dalam objek kajian ekonomi Islam berkenaan de-

ngan pemenuhan kebutuhan hidup, yang merupakan salah satu
kewajiban seorang Muslim. Allah menyuruh manusia supaya
bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Usaha ini dapat
berupa pemanfaatan sumber daya alam dan hasil perdagangan/
niaga. Di dalam Islam, produksi sangat krusial karena tidak ter-
lepas dari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan
terhadap harta. Di dalam Islam ruang lingkup produksi sangat
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luas, dikarenakan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sangat beragam. Selain mengatur tentang aktivitas pro-
duksi, Islam juga menentukan batasan larangan produksi, yaitu
sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau merugikan pihak
lainnya, baik dalam bentuk kezaliman, penipuan, ataupun dalam
bentuk judi.

H. SOAL-SOAL LATIHAN

Jelaskan definisi produksi?

Jelaskan bentuk-bentuk produksi?
Jelaskan nilai-nilai produksi?

Jelaskan tentang produksi terlarang?
Jelaskan tentang contoh-contoh produksi?

ooswN
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DISTRIBUSI

A. PETA KONSEP

Distribusi

Pengertian Tujuan Prinsip Distribusi

Terlarang
. i Menghindari

Barang dari Peme;a‘;(agn hasil e Dumping

Penyaluran produsen kepada Produksi agar penimbunan ihtikar

heREUTE sampai di tangan barang oleh
konsumen suatu pihak

B. PENGERTIAN DISTRIBUSI

Kata “distribusi” merupakan serapan dari bahasa Inggris “dis-
tribution” yang berarti penyaluran. Menurut Kamus Besar Inggris-
Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadilly “distribution” artinya
membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan
(John M. Echols & Hassan Shadily, 1996).

Adapun dalam kamus istilah ekonomi, distribusi bermakna
distribution yang berarti (Sigit Winarno & Sujana Ismaya, 2003:
160)

1. Penyaluran (pembagian/pengiriman) barang ke beberapa
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orang atau berbeda tempat.

Pembagian barang-barang keperluan sehari-hari (terutama
pada masa darurat kepada pegawai negeri, penduduk, dan se-
bagainya).

Proses penyimpanan dan penyaluran barang atau produk ke
konsumen yang dilakukan oleh distributor atau melalui peran-
tara, seperti pengencer.

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke-

pada konsumen. Distribusi memegang peranan penting di dalam
perekonomian, yaitu memastikan produk barang atau jasa sampai
ke tangan konsumen. Tanpa adanya distribusi, barang hanya me-
numpuk di tangan produsen, sehingga terjadi kelangkaan barang,
dan harga barang pun naik.

C.

TUJUAN DISTRIBUSI

Menurut Idri dalam bukunya Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam

Perspektif Hadis Nabi, (2015: 147-149) adalah tujuan distribusi se-
bagai berikut:

1.
2.
3.

104

Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Mengurangi kesenjangan ekonomi antarmasyarakat.
Menyucikan jiwa dan harta dari berbagai kotoran lahir dan
batin.

Terwujudnya generasinya yang mampan, khususnya dalam
bidang ekonomi.

Sebagai media pengembangan harta dari sisi spiritual dan
ekonomi.

Terbentuknya solidaritas sosial sesama Muslim.

Media dakwah dan penyebaran Islam.
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D. BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI

1. Akad Ta’‘awaun
a. Kafalah/Dhaman
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“Dari Salamah bin Al Akwa’ radliallahu ‘anhu berkata: 'Kami pernah
duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika
dihadirkan kepada beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata:
‘Shalatilah jenazah ini'. Maka beliau bertanya: ‘Apakah orang ini pu-
nya utang? Mereka berkata: Tidak'. Kemudian Beliau bertanya kem-
bali: '‘Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Tidak'.
Akhirnya beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan
lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang berkata: 'Wahai Rasu-
lullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sholatilah jenazah ini'. Maka beliau
bertanya: ‘Apakah orang ini punya hutang? Dijawab: 'Ya'. Kemudian
beliau bertanya kembali: ‘Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka
menjawab:'Ada, sebanyak tiga dinar’. Maka beliau bersabda: ‘Shalatilah
saudaramu ini'. Berkata, Abu Qatadah: ‘Shalatilah wahai Rasulullah,

nanti utangnya aku yang menanggungnya’. Maka Beliau shallallahu
‘alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu” (H.R. Bukhariy).

Adapun penerapan akad kafalah di perbankan syariah berda-
sarkan fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
Di perbankan syariah kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk
pemberian bank guarantee, letter of credit, dan syariah card. Fungsi
kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank-bank kepada pihak-
pihak terkait untuk menjalankan bisnis mereka yang aman dan
terjamin, sehingga terwujudnya kepastian. Fasilitas yang diberikan
(Rozalinda, 2015: 278-282):

1) Bank garansi
Adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk men-
jamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan
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2)

dengan transaksi yang disepakati sebelumnya (Rozalinda,
2015: 278). Hal ini bertujuan mendapatkan kepastian atas isi
kontrak yang dilakukan apabila salah satu pihak wanprestasi.
Berdasarkan surat jaminan ini, pihak ketiga dapat mengajukan
klaim kepada bank. Penjaminan dilakukan oleh penanggung
yakni bank syariah kepada pihak ketiga atau yang tertanggung
untuk memenuhi tuntutan pihak kedua.

Letter of Credit

Adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank untuk memper-
lancar transaksi ekspor dan impor yang berperan sebagai jem-
batan penghubung antardua negara. Hal ini berupa janji atau
komitmen bank kepada pihak penjual melalui bank mereka
untuk melakukan pembayaran atau pembelian (Rozalinda,
2015: 278).

Dalam hal ini bank bukanlah berposisi sebagai wakil importir,
akan tetapi memberikan jaminan atas kelangsungan usaha im-
potir. Dengan adanya L/C pihak eksportir merasa aman untuk
mengirimkan barangnya. Ketentuan L/C berdasarkan fatwa
DSN/MUL No./5/2007 tentang kafalah bil ujrah ini diboleh-
kan sesuai prinsip syariah.

Hawalah
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“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabar-
kankepadakamiMalik dariAbuAz-Zanad dariAl-A'rajdari Abu Hurairah
radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ber-
sabda: ‘'Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezalim-
an dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang
kaya, hendaklah dia ikuti” (H.R. Bukhariy).

Adapun bentuk pelaksanaannya di muamalah kontemporer,

yaitu:
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1) Hiwalah Mashrafiyyah (Transfer)

Definisi

Hiwalah mashrafiyyah adalah perintah yang berasal dari
satu bank kepada bank lainnya berdasarkan permintaan
nasabah untuk membayarkan sejumlah uang yang diingin-
kan oleh nasabah yang bersangkutan kepada pihak yang
berada pada slip penyetoran uang (Yusuf Subaliy, t.th.:

a.

57)

Macam-macamnya

1.

Transfer melalui rekening.

Nasabah mewakilkan kepada bank untuk mengirim-
kan sejumlah uang kepada pihak lainnya dengan
menggunakan rekening sebagai medianya. Proses
ini berlangsung dengan menggunakan media telepon
dan internet (Yusuf Subaliy, t.th.: 58). Adapun hukum
dari transaksi ini boleh dan biaya administrasi yang
dipungut oleh bank sebagai ujrah (jasa imbalan) hu-
kumnya juga boleh/mubah.

Dalam aplikasinya akad ini sedikit melenceng dari
penerapan fikih klasik, karena dalam fikih klasik
hiwalah terjadi karena aspek kemanusiaan, dan
hiwalah terjadi atas keinginan pihak pertama yang
mengalihkan utang kepada pihak kedua, sedangkan
transfer berasal dari penerima utang (kreditur per-
tama). Dan, dalam pemahaman fikih harus ada dua
akad, yakninya perpindahan utang dari muhal kepada
mubhal ‘alaihi. Adapun dalam transfer tidak harus men-
jadi kreditur kepada bank yang muhal ‘alaihi, sama
halnya dengan muhal’alahi tidak harus menjadi kredi-
tur bagi bank selaku muhil. (Yusuf Subaliy, t.th.: 58).
Cek terdaftar.

Adalah perintah pembayaran yang berasal dari suatu
bank kepada bank lain berdasarkan permintaan nasa-
bah (Yusuf Subaliy, t.th.: 59). Transaksi ini hukum-
nya boleh dengan cacatan memperhatikan kaidah
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sharf yakni secara tunai dan besar uang yang diberi-
kan nasabah kepada bank sama dengan uang yang

tertera dalam cek.

Akad Pemberian

1) Hibah Umra dan Rugba
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“Telah menceritakan kepada kamiAhmad bin Hanbal telah menceritakan
kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Daud dari Abu
Az Zubair dari Jabir ia berkata, ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: Umra adalah dibolehkan bagi pemiliknya, dan rugba dibo-
lehkan bagi pemiliknya™ (H.R. Abu Daud).

2) Wakaf

{;L;*a;wuugs\éi;;;u)\

Y) t\:ﬁ Yj Qlja\ &L.J N &

Jub}“ 35 G }4‘?—5‘ 2 S
L@bed\\.éﬂ’°’é.oc\.:;-yq::dbw\
(ke sla)) S350 70

u\.:a/i J@ 4

b 31ab JB Lag Vg S
\j«u\w
u.g,.;\.o vxlé) j‘ Jjj,x,db

“Dari Ibnu Umar dia berkata, ‘Umar mendapatkan bagian tanah per-
kebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu ‘alai-
hi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia ber-
kata, ‘Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan
di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat
saya banggakan seperti kRebun itu, maka apa yang Anda perintahkan
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mengenai kebun tersebut? beliau menjawab: ‘Jika kamu mau, peliha-
ralah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata,
‘Kemudian Umar menyedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasil-
nya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan,
‘Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib ke-
rabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pe-
juang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan
orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil ta-
namannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya de-
ngan tidak menyimpannya™ (H.R. Muslim).

Hadiah
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“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al-Bashri; telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa’; telah menceritakan
kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi sha-
llallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: ‘Hendaknya kalian saling
memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci
dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetang-
ganya walaupun hanya secuil kaki kambing™ (H.R. Turmudziy).

NILAI-NILAI DISTRIBUSI

Secara umum menurut ekonomi, sirkulasi adalah pendayagu-

naan barang dan jasa dalam kegiatan produksi berupa jual beli dan
simpan meminjam melalui agen, makelar, dan distributor (Yusuf
al-Qaradhawi, 1995: 171). Dalam bahasa lain dipahami bahwa sir-
kulasi adalah peredaran barang dan jasa dengan mengunakan me-
dia pihak ketiga berupa makaler agar barang tersebut sampai ke
tangan konsumen.

Peredaran barang dalam Islam sangat fleksibel. Ini yang mem-
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bedakannya dengan dua sistem ekonomi sebelumnya yakni sis-
tem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ekonomi
kapitalisme, bisnis perekonomian dijalankan oleh sebagian besar
perusahaan-perusahaan swasta pengejar profit sedangkan peleng-
kap produksi (lahan, mesin, bangunan) dimiliki secara pribadi.
Para kapitalis ini dan konsumen mereka dapat memproduksi, me-
netapkan harga, menjual dan membeli apa yang mereka anggap
sesuai tanpa batasan ukuran, lingkup, dan lokasi (Jeffry Admund
Curry, 2001: 20-21). Sistem perekonomian yang memberikan ke-
bebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan
perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, me-
nyalurkan barang. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga
dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh la-
ba sebesar besarnya. Adapun ekonomi sosialisme mengacu pada
sistem ekonomi yang menuntut perencanaan sentral (pusat) di
mana pemerintah memiliki kontrol langsung dan seutuhnya atas
perlengkapan produksi. Produksi dilakukan berdasarkan keingin-
an seluruh rakyat jelata tanpa memandang harga atau permintaan
produk secara indivudual. Kepemilikan individu ditekan dan bah-
kan dinyatakan tidak sah (Jeffry Admund Curry, 2001: 23). So-
sialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemak-
muran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.

Dalam ekonomi kapitalisme, barang hanya diproduksi dan
dimiliki oleh segelintir kelompok tertentu, dan menganut pasar
bebas. Kebebasan pasar menurut kapitalisme merupakan pasar be-
bas sebebas-bebasnya. Para pemilik modal meraih untung sebesar-
besarnya dalam waktu singkat, mereka menimbun barang (ihtikar)
agar terjadi kelangkaan sehingga bisa menaikkan harga barang,
memanipulasi timbangan, mengurangi berat bersih timbangan,
dan cara lain yang mereka gunakan ialah dengan melakukan peni-
puan atas cacat barang (al-Ghisys) menurunkan harga barang di
bawah harga standar—yang dikenal juga dengan istilah siyasah
ighraq.
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Ini berbanding terbalik dalam Islam. Ekonomi Islam merupa-
kan jembatan dari dua sistem ekonomi tersebut. Dalam Islam se-
tiap individu dalam masyarakat diharuskan untuk menghasilkan
suatu barang/berproduksi dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang telah dianugerahkan oleh Allah. Akan tetapi, manu-
sia dalam berproduksi harus dengan moral dan etika yang sesuai
dengan perintah Allah sebagai pemilik hakiki sumber daya alam.
Berkenaan dengan kepemilikan umum, Islam mengatur bahwa ke-
pemilikan umum dikuasai oleh negara. Dalam Islam sumber daya
alam yang berasal dari air, api dan tanah (kepemilikan atas barang
tambang, hutan lindung, fauna dan flora, biota laut, dan peman-
faatan sumber daya matahari sebagai sinergi utama) merupakan
kepemilikan umum, dan masyarakat sebagai individu dapat me-
manfaatkaannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kebebasan pa-
sar yang tidak ada batasnya seperti konsep kapitalisme merupakan
sebuah tindak pidana dalam ekonomi Islam.

Adapun sosialis menekan kepemilikan individu, dan menjadi-
kan negara sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaku-
kan roda perdagangan. Sosialisme berpendapat bahwa negara seba-
gai produsen tunggal, distributor tunggal, dan perantara tunggal
antara produsen dan konsumen. Hanya negaralah yang memiliki
hak untuk berproduksi dan mengurusnya sehingga segala sesuatu
mudah dijual dan dipasarkan, baik di dalam maupun luar negeri,
(Yusuf al-Qaradhawi, 1995: 173).

Sebaliknya dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu atas
properti tertentu diakui dan dilindungi oleh negara. Islam juga
mengakui kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara dan di-
manfaatkan untuk kepentingan bersama. Selain itu, Islam juga
mengakui kebebasan dalam bertransaksi. Masyarakat bebas mem-
beli, menjual dan mempertukarkan barang dan jasa, dan harganya
dipengaruhi oleh arb wa ta’ab (supply and demant).

Pada dasarnya, kebebasan dalam Islam merupakan kebebas-
an terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, Undang-Undang
agama dan etika. Contohnya dalam peraturan sirkulasi dan dis-
tribusi memuat norma, etika, perikemanusian yang sesuai dengan
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landasan pasar Islami, di antaranya: (Yusuf al-Qaradhawi, 1995:
171).

1. Norma dan Etika Sirkulasi

a. Larangan Memperdagangkan Barang yang Haram

Adapun esensi utama dalam sirkulasi menurut Islam yaitu la-
rangan mengedarkan barang-barang haram, dalam bentuk mem-
beli, menjual, dan mendistribusikan. Hal ini dijelaskan oleh Hadis
Nabi berikut:
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“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Muhammad
bin Isma'il keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’
telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz
dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafigi dan Abu Thu'mah bekas
budak mereka, keduanya mendengar lbnu Umar berkata: ‘Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘'Khamer dilaknat atas sepuluh
bagian: Dzatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjual-
nya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawa-
kannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang
menuangkannya” (H.R. Ibnu Majah al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad
bin Yazid al-Qazwainiy, Ibnu Majah, 2004: 317).

Dalam Islam segala hal yang bersifat memabukkan, baik be-
rupa minuman yang mengandung alkohol (maupun obat-obatan
terlarang, baik banyak maupun sedikit) dianggap sebagai khamar,
dan khamar hukumnya haram. Dan termasuk juga di dalamnya se-
gala komoditi barang yang mengancam umat manusia, seperti mi-
numan kedaluwarsa, obat yang merusak tubuh, barang kimia yang
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membahayakan, dan semua yang terlarang untuk dikonsumsi. Da-
lam Islam pengharaman khamar berdasarkan bahwa khamar me-
rupakan faktor timbulnya kejahatan. Adapun kejahatan yang di-
timbulkan oleh khamar (Ma’ruf Amin et al., 2015: 170-171):

1. Dapat menyebabkan lupa kepada Allah dan merupakan segala
sumber kejahatan, karena dapat menimbulkan efek negatif
terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa,
dan negara.

(s o) o (SEH elgy) pb IS ez Bt s

“Jauhilah khamr, karena ia adalah kunci dari segala keburukan.”

Ol o) s s3I 5 lplall oly, sl &1 224

2. Minuman khamar, khususnya alkohol, dapat merusak kese-
hatan terutama organ hati, saluran percernaan, dan sistem
peredaran darah.

3. Minuman khamar, khususnya alkohol, dapat merusak keaman-
an dan ketertiban masyarakat, karena peminum khamar sering
melakukan perbuatan kriminal yang meresahkan dan meng-
gelisahkan masyarakat. Selain itu, juga sering terjadi kecela-
kaan lalu lintas, karena pengemudi mengendarai kendaraan
saat mabuk.

b. Adil

Adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Impli-
kasi ekonomi dari nilai ini adalah para pelaku ekonomi tidak boleh
mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain
atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok
ke dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi
golongan lain sehingga terjadi eksploitasi antarmanusia (Veithzal
Rivai, 2013: 181).

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin kebu-
tuhan dasar rakyatnya, dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya.
(Veithzal Rivai, 2013: 185) Adapun tujuan sistem ekonomi ialah
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menciptakan keadilan bagi masyarakat, namun tidak semua sis-
tem ekonomi mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Ini
dibuktikan dengan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang ga-
gal menciptakan keadilan. Ekonomi Islam merupakan solusi ter-
baik agar terwujud keadilan masyarakat.

2. Norma Etika Distribusi

a. Asas Kebebasan dan Urgensinya

Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah
memiliki untuk sementara waktu. Dalam Islam, semua yang dicip-
takan Allah ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia dicipta-
kan adalah untuk beribadah kepada-Nya (Veithzal Rivai, 2013:
180) Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Dzariydt [51]: 56:

ORI V] oY G s s

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

Karenanya, segala aktivitas yang berhubungan dengan alam
dan manusia dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah.
Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan se-
gala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Veithzal
Rivai, 2013: 180). Dalam hal ini makna kebebasan di dalam Islam
merupakan kebebasan terikat, maksudnya adalah pelaku-pelaku
ekonomi yang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai model dalam
melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesio-
nal dan berprestasi dalam segala bidang. Keempat nilai nubuwah
bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khalifah melahirkan
prinsip freedom of act (Veithzal Rivai, 2013: 184).

Freedom of act menciptakan mekanisme pasar, dengan syarat
tidak ada distorsi (penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan
penghayatan nilai keadilan. Negara bertugas untuk menyingkirkan
market distortion, dan bertindak sebagai wasit yang mengawasi in-
teraksi pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak
terjadinya pelanggaran (Veithzal Rivai, 2013: 185).
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b. Warisan

Salah satu cara yang dipakai dalam Islam agar terwujud peme-
rataan kekayaan, yaitu hukum waris (al-fardid). Hukum mawaris
merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi
ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Menurut hu-
kum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi
pada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki/perempuan, saudara,
bapak/ibu, suami/istri, dan lain-lain. Jika seseorang tidak mem-
punyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil
alih negara. Dengan demikian, waris bertujuan untuk menyebar-
luaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta
dalam bentuk apa pun.

c. Pengakuan Hak Milik Pribadi

Pemilik primer alam semesta adalah Allah Swt., sedangkan
manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Manusia dianggap
sebagai pemilik sekunder, karenanya dalam ekonomi Islam diakui
kepemilikan individu. Namun, untuk tercapainya keadilan dan ti-
dak ada eksploitasi manusia atas manusia, maka cabang-cabang
produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai
negara (Veithzal Rivai, 2013: 184). Dengan demikian, kepemilik-
an negara dan nasionalisme mendapat tempat dalam Islam. Selain
itu, sistem kepemilikan campuran diakui dalam ekonomi Islam.

Manusia sebagai hamba Allah sama-sama memiliki hak dalam
pemerataan distribusi aset-aset kekayaan, baik tergambarkan pada
komoditi ekonomi maupun komoditi bebas. Kepemilikan manusia
terhadap harta benda bersifat majasi (Wahbah al-Zuhayliy, 2011:
32). Artinya, statusnya hanya sebagai orang yang diberi amanat
atau dipercayai dalam menguasai harta. Dalam hal ini penyebaran
ilmu dengan cara mengajari orang-orang terkait pengelolaan harta
agar dapat diketahui dan diterapkan untuk meningkatkan ekono-
mi manusia.

Mengaitkan antara konsepsi dan pandangan terhadap harta
dan pemahaman manusia sebagai khalifah, maka konsekuensinya
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adalah manusia dalam memiliki harta harus patuh dan tunduk ke-
pada aturan dan ketentuan Allah Swt. Sesuai dengan yang dike-
hendaki oleh sang pemilik hakiki. Posisi manusia adalah sama,
yakni setiap manusia memiliki hak untuk mendapat kekayaan-ke-
kayaan bumi. Harta itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan yang
dikehendaki, akan tetapi harta hanya sebagai sarana atau media
untuk mendapatkan manfaat dan jaminan pemenuhan kebutuhan.

Apabila status khalifah dalam kepemilikan dan penguasaan
harta adalah di tangan umat manusia secara komunitas, maka ke-
pemilikan individu dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksana-
an komunitas terhadap tugas dan misinya sebagai khalifah. Kepe-
milikan individu memiliki sifat atau karakter sosial, bukan bersifat
sebagai hak mutlak, monopoli, dan totaliter. Komunitas memiliki
hak pengawasan dan pengontrolan terhadap para pemilik hak in-
dividu guna menjamin mereka menggunakannya untuk kebaikan
umum. Sehingga, di samping si pemilik harta, komunitas juga
akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.

Hanya saja, hak individu atau personal ini memiliki aturan,
ketentuan dan batasan-batasan, dan yang terpenting ialah tidak
menimbulkan kemudaratan bagi yang lain. Hal ini menjadi bukti
bahwa kepemilikan individu menurut pandangan Islam memiliki
sifat ganda, yakni sifat individual dan sifat komunal. Sifat indi-
vidual ialah keistimewaan yang diberikan kepada kepemiliknya
untuk memanfaatkan serta hak untuk men-tasharuf-kan harta yang
dimilikinya. Adapun sifat komunal tampak terlihat pada pemba-
tasan terhadap hak kepemilikan pribadi dengan batasan tidak bo-
leh dijadikan sarana atau jalan yang dapat menimbulkan kemu-
daratan bagi yang lainnya. Dan sangat dimungkinkan negara
memiliki fasilitas publik seperti al-hima’, wakaf untuk kepentingan
sosial (Wahbah al-Zuhayliy, 2011), p. 34) Adapun batasan, aturan,
dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan pada kepemilikan indi-
vidu sangat banyak, yaitu (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 39) tidak
menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, tidak boleh mengem-
bangkan harta secara ilegal, larangan terhadap dua sifat berlebihan
yang saling bertolak belakang yakni kikir dan boros, harta bukan
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sarana mendapatkan jabatan, dan pembagian pendistribusian har-
ta melalui warisan.

F. DISTRIBUSI TERLARANG DALAM ISLAM

1. Siyasah Ighraq (Dumping)

Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang
kontroversial dan dikenal secara luas sebagai sebuah cara yang ti-
dak sesuai, karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan
merusak mekanisme pasar. Dengan kata lain, dumping adalah ke-
giatan dagang yang dilakukan produsen pengekspor yang dengan
sengaja membanting harga dengan cara menjual rugi atau menjual
dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual dalam
negeri atau negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha
pesaing di pasar yang bersangkutan (Usman, 2004: 76). Cara ber-
dagang yang demikian dianggap sebagai cara dagang yang tidak
sehat, sekaligus dapat merugikan pelaku usaha sejenis di negara
pengimpor (Usman, 2004: 76).

Siyasah Al-Ighraq (dumping) adalah ekspor dari suatu komoditi
dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke
luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan
harga penjualan domestiknya. Siyasah Al-Ighraq diklasifikasikan
menjadi tiga golongan (Ali Yafi, 2003: 96):

a. Siyasah Al-Ighraq (dumping) terus-menerus atau international
price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari
suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan
keuntungannya dengan menjual satu komoditi dengan harga
yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang
dipasangnya di pasar luar negeri dibuat lebih murah.

b. Siyasah Al-Ighraq (dumping) harga yang bersifat predator atau
predatory dumping praktik penjualan komoditi di bawah harga
yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses
dumping ini pada umumnya berlangsung sementara, namun
diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat memati-
kan produk pesaing dalam waktu singkat.
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c. Siyasah Al-Ighraq (dumping) sporadis atau sporadic dumping ada-
lah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi ke
luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada
produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi
surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan har-
ga domestik.

2. Ihtikar
a. Pengertian Ihtikar

Ihtikar berasal dari kata “haraka” yang berarti az-zulm (ania-
ya). Pada timbangan ifta’ala, yaitu ihtakara, yahtakiru, ihtikar ber-
arti penimbunan barang dagangan untuk menunggu kenaikan
harga secara drastis (Haroen, Figh Muamalah, 2000: 139). Secara
definisi, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu:

Imam al-Ghazali (1058-1111 M) pakar fikih Syafi’iyah men-
definisikan:

“Penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menung-
gu menyoloknya harga dan menjualnya ketika harga menyolok”.

Ulama Malikiyah mendefinisikan ihtikar sebagai berikut:

“Penyimpangan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan se-
gala barang yang boleh merusak pasar” (Haroen, Figh Muamalah, 2000:
139).

Definisi-definisi di atas menunjukkan kesengajaan untuk me-
nahan barang dari peredaran, sehingga sulit ditemukan di pasar,
yang berakibat harga barang menjadi naik, dan menimbulkan
keresahan pada masyarakat, lalu penahan barang mulai meng-
edarkan barang dengan harga yang menyolok tinggi. Unsur-unsur
ini barulah dapat dikatakan suatu perbuatan ihtikar. Jelas bentuk
ihtikar ini mencari keuntungan yang besar dengan cara menghilang-
kan barang dari peredaraannya (menahan/tidak didistribusikan).

Bila seseorang menimbun barang dalam beberapa waktu hanya
untuk keperluan konsumsi (bukan untuk dijual). Ini bukanlah ter-
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masuk perilaku ihtikar. Demikian halnya seseorang menimbun ba-
rang, tetapi tidak membawa pengaruh terhadap kenaikan harga
barang dan keresahan di tengah masyarakat.

b.
1)

2)

Dalil dan Hukum Ihtikar
Al-Qur’an
Firman Allah Swt. al-Maa’idah [5]: 2 sebagai berikut:

o534l @Y o 155585 V5 (s3adl5 ) o 155585

“.. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pe-
langgaran .."

Firman Allah Swt. al-Bagarah [2]: 279

Oallss V3 Osalls
"... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Hadis
Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah.

Z e P, o e g M2 Nz 4

s,i,»/ : \“@u‘\ﬂzwkgwmwyjdugju J..hd‘u}
(A~ olgy) Eb 30 W\&u&u\ .bj

"Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak

harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat
salah.”

Hadis riwayat Ibn Umar.

L e \b&b;ﬁf&\”&&’ﬁl&iﬁ\&p@\fﬂdg
WG@\&;“J—@ dew\djjé\mw\wéjlﬁ
L;L;Cf f.U\ MJW&_,JJJ .Xﬁ&? ”Q\

"Para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok
manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan)
Allah, dan Allah pun akan melepaskan (hubungan dengan)-nya”" (H.R.
Ahmad).
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Dari dalil-dalil di atas para ulama sepakat menyatakan hukum
ihtikar haram karena itu perbuatan yang dilarang, namun terjadi
perbedaan komentar dalam memahami hukum (Haroen, Figh Mua-
malah, 2000: 162-664).

1) Ulama Syafi'iyah, Hanabilah Malikiyah, Zaidiyah, dan Zhahiri

Menurut mereka, ihtikar haram karena karena dalil nash.
Malikiyah beralasan menyatakan haram dan harus dicegah oleh
pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan
mudarat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas
ekonomi masyarakat dan negara. Sebab itu pihak penguasa harus
segera turun tangan untuk mengatasinya, sesuai dengan kaedah
fikih yang menyatakan:

“Hak orang lain terpelihara oleh syara”.

Selanjutnya menjelaskan dalam ihtikar yang paling utama di-
pelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak,
sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar hanya merupakan
hak pribadi. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan ke-
pentingan orang banyak, maka didahulukan kepentingan orang
banyak.

Syafi’iyah beralasan bahwa Hadis menyatakan ihtikar merupa-
kan perbuatan yang salah. Orang yang melakukan kesalahan (al-
khatha’) dengan sengaja berarti telah berbuat suatu pengingkar-
an terhadap ajaran syara’. Mengingkari ajaran syara’ merupakan
perbuatan yang diharamkan. Demikian juga perbuatan ihtikar ter-
masuk salah satu perbuatan yang diharamkan, apalagi dalam Ha-
dis pelakunya diancam dengan neraka. Hanabilah (Ibnu Qudamah
1147-1223 M) beralasan ihtikar diharamkan karena membawa
mudarat yang besar bagi masyarakat dan negara. Imam al-Kasani
pakar fikih Hanafi beralasan ihtikar haram, karena banyak Hadis
yang menyatakan pelaku ihtikar dilaknat dan orang yang melaku-
kan kesalahan dengan sengaja adalah orang yang melakukan suatu
perbuatan yang haram. Dalam ihtikar terkandung dua kemaslaha-
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tan yang bertentangan, yaitu kemaslahatan pribadi pedagang dan
kemaslahatan konsumen. Dilihat dari tujuan syara’ dalam mene-
tapkan hukum, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan
orang banyak dengan kepentingan pribadi, maka harus didahulu-
kan kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, dalam memeliha-
ra kemaslahatan orang banyak, maka kepentingan pribadi harus
dikorbankan, karena mendahulukan kepentingan pribadi dapat
meresahkan masyarakat banyak.

b. Ulama Hanafiyah

Ihtikar hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram di
kalangan ushul figh Hanafi yang didasarkan pada dalil zhanni).
Menurutnya, larangan ihtikar secara tegas terdapat dalam Hadis
ahad, sedangkan kehujahan Hadis ahad itu zhanni. Di samping itu
kaidah umum yang bersifat gath’i, yaitu “seseorang bebas mem-
beli dan menjual barang dagangannya tanpa ikut campur tangan
orang lain.” Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi
seseorang. Dalam hal ini ada dua dalil yang bertentangan, yaitu:

1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas
melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.

2) Adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam
bentuk apa pun. Larangan di sini tidak langsung tertuju pada
perbuatan ihtikar. Larangan itu muncul disebabkan mudarat
yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Karenanya perbuatan
ihtikar dengan alasan melarangnya tidak menyatu.

Kemudian sesuai dengan prinsip ushul figh, hukum haram harus
ditetapkan dengan dalil gath’i (pasti). Jumhur ulama berpendapat
ihtikar haram, menetapkan hukum haramnya tidak membedakan
antara dalil zhanni dan dalil gath’i, apabila ada larangan dalam
nash (Al-Qur’an dan Hadis) maka hukumnya haram.

Ad-Duraini beralasan berdasarkan istigra’ para ulama terha-
dap hukum ihtikar dari berbagai Hadis dan ayat, secara maknawi
kekuatan dalilnya sudah gath’i. Di samping itu, dalam rangka siya-
sah Syar’iyyah suatu kaidah menyatakan:
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“Setiap perbuatan pada dasarnya dibolehkan, hukum boleh menjadi ti-
dak boleh jika membawa sesuatu yang dilarang.”

Berkenaan perilaku ihtikar, pada dasarnya pemilik barang bo-
leh menjual barangnya sesuai dengan keinginannya, tetapi akibat
dari perbuatan ini orang banyak mendapat mudarat. Oleh sebab
itu, larangan berbuat ihtikar termasuk dalam kaidah di atas.

Para ulama mengatakan bila terjadi praktik ihtikar, maka pe-
merintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu
dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut me-
reka, barang yang ditimbun para pedagang dijual dengan harga
modalnya, ini sebagai hukuman terhadap tindakan pedagang ter-
sebut.

c. Jenis Produk Ihtikar

Perilaku ihtikar rentan terjadi pada usaha/produksi oleh satu
pihak, artinya ketergantungan masyarakat pada produksi tersebut,
tidak ada jalan lain selain pada satu pihak tersebut, seperti usaha/
produksi BBM, barang-barang dari pabrik seperti obat-obatan, su-
su, dan lain-lainnya. Bila distribusi produk tersebut lancar, maka
tidak akan mengganggu ketersediaan produk yang dibutuhkan
oleh masyarakat.

Kecenderungan produksi oleh satu pihak juga rentan terjadi
monopoli harga, akibatnya harga yang ditawarkan pada masyara-
kat terlalu tinggi. Keinginan mengambil keuntungan yang besar
disertai awamnya masyarakat terhadap harga barang dan keter-
paksaan memerlukan barang produksi tersebut. Sementara dalam
upaya memenuhi kebutuhan publik/masyarakat terdapat hak
Allah Swt., artinya menjaga keseimbangan terhadap harga. Maka,
tidak dibenarkan memperlakukan semena-mena demi meraih ke-
untungan yang berlipat-lipat.

Ihtikar selalu dimanfaatkan dalam suasana politik, seperti ren-
cana kenaikan harga BBM. Dalam rentang waktu/detik-detik men-
jelang BBM diumumkan kenaikannya, pasokan BBM ke daerah-
daerah sudah mulai hilang/berkurang. Demikian juga ketika hari
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lebaran dapat dimanfaatkan praktik ihtikar, sehingga harga ba-
han-bahan kebutuhan masyarakat naik. Kasus lain adalah berhu-
bungan dengan kepentingan umat Islam menyelenggarakan haji,
maka nilai dolar mengalami kenaikan. Suasana-suasana seperti ini
dapat dimanfaatkan oleh orang yang mencari keuntungan yang
menyolok dari masyarakat banyak.

Dalam praktik ihtikar, ulama menjelaskan produk-produk
yang termasuk perbuatan ihtikar di antaranya (Haroen, Figh Mua-
malah, 2000: 140):

a. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf (731-
798 M) dan Ibnu Abidin (1714-1836), keduanya pakar Hanafi
menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada ma-
kanan dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlu-
kan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi illat dalam
larangan ihtikar adalah “kemudaratan yang menimpa orang
banyak”. Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang
banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, te-
tapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang.

b. Imam asy-Syaukani mengharamkan ihtikar pada seluruh ben-
da/barang yang diperlukan masyarakat.

c. Sebagian ulama Hanbilah dan Imam al-Gazali mengkhususkan
keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja, karena
yang dilarang dalam nash hanya makanan.

d. Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada ko-
moditi berupa makanan bagi manusia dan hewan.

3. Tas'ir Jabbariy

a. Definisi Penetapan Harga

229

Secara etimologi “at-tas’ir” berarti penetapan harga, sedangkan
“al-jabari” berarti paksa. Dalam fikih, terdapat dua istilah dalam
harga, yaitu ats-tsaman dan as-si’r. Ats-tsaman adalah patokan har-
ga satuan barang, atau harga kesepakatan antara penjual dengan
pembeli. As-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar
(harga pasar) (Haroen, Figh Muamalah, 2000: 139):
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Para ulama fikih membagi as-si’r menjadi dua macam: Naroen,

Figh Muamalah, 2000: 139):

1.

124

Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan
ulah pedagang. Pedagang bebas menjual dagangannya sesuai
dengan harga yang wajar. Dalam penentuan harga yang ber-
laku secara alami ini pemerintah tidak boleh ikut campur ta-
ngan.

Harga suatu komoditi ditetapkan pemerintah setelah mem-
pertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan ke-
adaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah
dinamakan at-ts’ir al-jabari.

Para ulama mendefinisikan at-tas’i al-jabari sebagai berikut:
Ulama Hanabilah mendefinisikan:

“Upaya pemerintah dalam menetapakan harga suatu komoditi, serta
memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.”

Imam asy-Syaukani (1759-1834 M) mendefinisikan:

“Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak
menjual barang dagangannya, Kecuali sesuai dengan ketentuan harga
yang telah ditetapkan pemerintah degan tujuan kemaslahatan bersama.”

Ad-Duraini memperluas cakupan tas’ir al-jabari sesuai dengan
perkembangan keperluan manusia. Menurutnya, ketetapan
pemerintah tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan,
tetapi terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan ma-
syarakat. Seperti harga sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari
harga biasa (Naroen, Figh Muamalah, 2000: 139-140).

Dalil dan Hukum Penetapan Harga

Hadis yang diriwayat dari Anas Ibn Malik sebagai berikut:

"Pada zaman Rasulullah saw. terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu
sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. mereka berkata ‘Ya
Rasulullah harga-harga di pasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan
harga itu. Rasulullah menjawab: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang berhak
menetapkan harga, menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki.
Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di
antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan
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nyawa” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tarmizi, Ibn Majah,
Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Hibban).

Hadis di atas menjelaskan terjadinya kenaikan harga bukan
karena ulah pedagang, namun karena persediaan barang sedikit.
Di sini muncul cikal bakal hukum ekonomi: bila barang sedikit
menyebabkan harga naik, dan bila barang banyak harga menjadi
murah. Bisa saja persediaan sedikit disebabkan oleh faktor alam
tidak mendukung, contoh: musim kemarau menyebabkan hasil ta-
naman berkurang, atau karena hama penyakit tanaman sehing-
ga buahnya kecil-kecil bahkan sulit untuk berbuah, atau karena
musibah seperti banjir sehingga tanaman hanyut dan menyatu
dengan lumpur. Akibatnya, guna memenuhi kebutuhan masyara-
kat, barang-barang didatangkan dari luar daerah dengan konse-
kuensi biaya angkutan yang terlalu mahal dan disertai biaya-biaya
pungutan pengangkutan barang.

Jika kenaikan harga terjadi dengan sendirinya, maka peme-
rintah dilarang untuk ikut campur menetapkan harga, karena di-
khawatirkan akan merugikan (menzalimi) penjual yang modalnya
sudah tinggi. Kenaikan harga tersebut dibiarkan saja tanpa ada
campur tangan, dengan keyakinan Allah Swt. yang melapangkan
dan menahan rezeki. Pemerintah baru dapat ikut campur masalah
harga bila harga naik disebabkan oleh orang/penjual tertentu.

c. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga

Bila kenaikan harga disebabkan oleh praktik ihtikar, maka
para ulama berbeda pandangan terhadap hukum campur tangan
pemerintah dalam menetapkan harga, perbedaan tersebut (Naroen,
Figh Muamalah, 2000: 142-145):

1) Ulama Zhahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ula-
ma Syafi’iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam asy-
Syaukani berpendapat bahwa: dalam situasi dan kondisi apa
pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika
dilakukan maka hukumnya haram. Menurut mereka, baik
kenaikan harga itu disebabkan ulah pedagang, maupun dise-
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2)

3)

126

babkan hukum alam, maka segala campur tangan dalam pe-
netapan harga tidak boleh, sebagaimana firman-Nya QS. an-
Nisaa’ [4]: 29 berbunyi sebagai berikut;
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Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...

Berdasarkan ayat ini ada unsur kerelaan antara penjual dan
pembeli, maka bila harga diatur oleh pemerintah maka hilang-
lah unsur kerelaan dari penjual.

Ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, dan ma-
yoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pe-
merintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertim-
bangkan pedagang dan pembeli) ketika terjadi fluktuasi harga
disebabkan ulah pedagang, karena pemerintah dalam syari-
at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidup-
an masyarakat demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.
Imam Abu Yusuf ( 731-798 M) mengatakan bahwa “segala ke-
bijakan penguasa harus mengacu pada kemaslahatan warga.”
Sebab itu pemerintah boleh turun tangan untuk mengatur dan
melakukan penetapan harga komoditi yang naik.

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah
membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu
penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga
yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim ada-
lah penetapan harga yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai
dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kema-
slahatan pedagang. Menurut mereka, bila harga naik disebab-
kan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka
pemerintah tidak boleh campur tangan dalam masalah harga,
apabila pemerintah ikut melakukan penetapan harga berarti
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pemerintah melakukan kezaliman sebagaimana yang tertuang
pada Hadis dari Anas Ibn Malik.

Penetapan harga yang wajib dilakukan adalah ketika terjadi
lonjakan harga disebabkan ulah pedagang, dengan pertim-
bangan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada
kepentingan pedagang. Sikap pemerintah dalam menetapkan
harga harus adil dengan memperhatikan modal, biaya trans-
portasi dan keuntungan pedagang.

4) Imam al-Gazali (1085-1111 M) meng-qgiyas-kan kebolehan
penetapan harga dari pihak pemerintah kepada kebolehan
pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk
memenuhi keperluan angkatan bersenjata yang berfungsi pen-
ting dalam pengamanan negara dan warganya. Logika ini da-
lam usul figh disebut giyas aulawi:

Menurut ulama fikih, syarat-syarat at-tas’ir al-jabari, yaitu:

(Naroen, Figh Muamalah, 2000: 145):

1) Komoditi atau jasa sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan perbuatan se-
wenang-wenang dalam menentukan harga komoditi da-
gangan mereka.

3) Pemerintah yang menjabat adalah pemerintah yang adil.

4) Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar de-
ngan menunjuk para pakar ekonomi.

5) Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dulu memper-
timbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak pe-
nguasa terhadap pasar menyangkut harga maupun stok
barang, sehingga tidak terjadi penimbunan stok barang.

G. RINGKASAN

Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari pi-
hak produsen kepada konsumen, dengan aturan bahwa barang
yang didistribusikan tidak tertimbun oleh pihak tertentu sehingga
terjadi kelangkaan bagi konsumen. Di dalam Islam, faktor-faktor
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yang menyebabkan terjadinya kelangkaan adalah pelaku-pelaku
yang selalu menimbun barang, yang hanya ia jual ketika harga
barang sudah naik pesat. Praktik ini terlarang dalam Islam karena
Islam tidak menganjurkan untuk menumpuk harta pada satu go-
longan saja, akan tetapi menyebar ke dalam semua lapisan masya-
rakat. Adapun bentuk distribusi harta di dalam Islam yaitu zakat,
wakaf, sedekah, dan warisan.

H. LATIHAN SOAL

Jelaskan pengertian distribusi dan sirkulasi?
Jelaskan prinsip-prinsip distribusi?

Jelaskan tujuan distribusi?

Jelaskan tentang distribusi terlarang?
Jelaskan nilai-nilai distribusi?

ooswN e
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KONSUMSI

A. PETA KONSEP

Konsumsi

Definisi

Tujuan

Nilai-nilai konsumsi

Konsumsi Terlarang

Pemanfaatan hasil
produksi yang halal
dalam memenuhi

Memenuhi kebutuhan
dasar manusia, yakni
kebutuhan primer,

a. Larangan mubazir
b. Menjauhi sifat kikir

a. Mengandung riba,
gharar, dan mayru

b. Barang yang bersifat
memabukkan

c. Sikap berhemat . Mengandung Najis
. Memberikan mudarat

bagi penggunanya

oo

kebutuhan manusia sekunder, dan tersier

B. PENGERTIAN KONSUMSI

Konsumsi adalah tujuan akhir dari sebuah produksi. Dengan
adanya konsumsi, manusia sebagai konsumen dapat memperta-
hankan hidupnya. Secara sederhana, konsumsi menurut ekonomi
klasik adalah pemakaian barang untuk memenuhi kebutuhan se-
cara langsung (Mumammad Nejatullah al-Shidqiy, Terj. Muham-
mad Muflih Saefuddin, 1991: 91). Adapun menurut Idri (dalam
Rasyidi, 1996: 147) konsumsi adalah pemakaian atas barang dan
jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (the use the goods and
services in the satisfaction of human wants). Idri mengutip pendapat
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Yusuf al-Qaradhawi bahwa konsumsi adalah pemanfaatan hasil
produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan
hidup aman dan sejahtera bagi manusia (Idri, 2015: 98).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa konsumsi bukan semata-mata makan dan minum saja, akan
tetapi juga mencakup aktivitas yang memanfaatkan semua hasil
produksi baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan
manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim kita
harus memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi agar se-
suai dengan ketentuan Allah Swt.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, indikator barang atau jasa yang
harus diperhatikan oleh Muslim adalah sebagai berikut: (Yusuf
al-Qaradhawi, Terj. Zainul Arifin, 1995: 137) konsumsi barang-
barang yang baik, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi
utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Hal ini sesuai dengan
firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqgarah [2]: 168:
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata ba-
gimu.

Aktivitas konsumsi di dalam Islam merupakan salah satu ak-
tivitas ekonomi yang ditujukan sebagai ibadah dan keimanan
kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan
kesejahteraan (falah) karena mengandung unsur halal dan tayyib.
Konsep halal berarti barang atau jasa yang kita konsumsi legal
menurut Islam, dan tayyib berarti barang atau jasa tidak menim-
bulkan mudarat setelah kita mengonsumsinya. Artinya, walaupun
makanan atau minuman tersebut secara hukum halal, akan tetapi
dapat menimbulkan efek negatif bagi yang mengonsumsinya.

Dalam konsepsi Islam, konsumsi tidak hanya diprioritaskan
untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga memenuhi ke-
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butuhan psikis. Kebutuhan adalah segala hal yang berkaitan de-
ngan eksistensi keberadaan manusia yang harus ada demi kemas-
lahatan mereka. Dalam Islam ada tiga macam kebutuhan manusia
(Syathibiy, 1975: 17-22), yakni:

1. Dhariiriyah
Atau dikenal sebagai kebutuhan primer. Ini tercantum dalam
lima sendi utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan har-
ta. Bila fondasi tersebut tidak ada atau tidak tercipta dengan
baik, maka kehidupan manusia akan kacau, dan kemasalatan
yang merupakan tujuan dari hukum Islam tidak akan tercapai.

2. Hdajiyah
Kebutuhan hajiyah adalah segala sesuatu yang berada dalam
tingkatan sekunder, yakni kebutuhan yang bersifat menggan-
tikan kebutuhan primer atau utama. Kebutuhan hajiyah ber-
fungsi sebagai penghilang kesulitan dan menolak segala ha-
langan, artinya kebutuhan hajiyah tidak sampai mengancam
eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, akan tetapi ha-
nya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran saja.

3. Tahsiniyah
Kebutuhan tahsiniyah adalah perbuatan atau sifat-sifat yang
prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-akhlak (budi
pekerti yang mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan
utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, apa-
bila kebutuhan ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia
tidak akan terancam dan berbahaya, seperti tidak terwujudnya
kebutuhan dharuriyah, dan manusia tidak akan mendapatkan
kesukaran seperti tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyah.

Konsumsi merupakan tujuan akhir dari produksi. Manusia se-
bagai konsumen membutuhkannya untuk mempertahankan hidup-
nya. Kebutuhan manusia semakin berkembang seiring dengan
perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi tingkat per-
adaban manusia, maka kebutuhannya terhadap barang dan jasa
semakin tinggi dan beragam jenisnya, dan sebaliknya. Hal ini
disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin beragam,
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serta munculnya inovasi produk-produk terbaru. Dengan adanya
inovasi produk, konsumen membelinya tanpa memikirkan apakah
produk tersebut benar-benar dibutuhkan atau diinginkannya. Da-
lam Islam, Allah dan Rasul-Nya memberikan indikator tata cara
berkonsumsi agar terhindar dari sikap tasrif dan mubazir. Sikap
konsumtif yang dihinggapi para konsumen terlarang di dalam Is-
lam karena mengacu kepada sikap tasrif dan mubazir. Adapun tata
cara berkonsumsi di dalam Islam (Idri, 2015: 100-106), yakni:

1. Hemat dan Tidak Bermewah-Mewahan

Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya untuk selalu
berhati-hati dalam berkonsumsi yakni tidak memperturutkan hawa
nafsu, tidak makan sebelum lapar, dan berhenti sebelum kenyang.
Dan dalam memenuhi kebutuhan, Rasulullah selalu bersikap he-
mat dan tidak rakus. Kewajiban bersikap hemat dituangkan dalam
Hadis Nabi yakninya:
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"Dari ‘Atha’ dia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'an-
huma berkata: saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ber-
sabda: 'Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit, nis-
caya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yang ketiga,
dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah,
dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat” (H.R. Bukhari
dan Muslim).

Hidup berhemat dan tidak bermewah-mewahan bermakna
bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut bersifat yang dibutuhkan,
bukanlah sekadar yang diinginkan, atau makna lainnya berupa
kebutuhan tersebut bersifat dharuriyah bukanlah tahsiniyah. Salah
satu aplikasi berhemat dalam Islam adalah larangan penggunaan
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alat makan yang terbuat emas dan perak. Penggunaan perlengkap-
an makan yang terbuat dari emas dan perak mengandung mak-
na kesombongan. Kesombongan adalah salah satu sifat yang me-
lampaui batas, dan perbuatan yang melampaui batas merupakan
perbuatan para politisi kafir seperti Fir'aun yang sangat dimurkai
oleh Allah.

2. Tidak Mencela

Ketika mengonsumsi sesuatu, Rasulullah tidak pernah men-
celanya, sebab ini merupakan karunia yang telah Allah berikan,
yang harus disyukuri. Jika Rasulullah menyukai sebuah makan-
an, ia akan mengonsumsinya dan apabila Rasulullah tidak me-
nyukainya, maka ia meninggalkannya tanpa mencela makanan
tersebut. Dalam sebuah Hadis, Abu Hurairah menceritakan tentang
perilaku konsumsi Nabi saw:
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“Dari Abu Hurairah dia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
sama sekali tidak pernah mencela makanan apa pun. Apabila beliau

menyukai suatu makanan, maka beliau memakannya, dan apabila
beliau tidak menyukainya maka dibiarkannya saja™ (H.R. Muslim).

Daripada mencela makanan lebih baik mensyukurinya. Rasu-
lullah lebih menekankan untuk bersyukur kepada Allah yang telah
memberikan nikmat-Nya kepada kita. Rasulullah saw. bersabda:
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“DariAnas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam
bersabda: ‘Sesungguhnya Allah ta'ala sangat suka kepada hamba-Nya
yang mengucapkan tahmid (alhamdulillah) sesudah makan dan mi-
num” (H.R. Muslim).
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3. Barang Yang Dikonsumsi Halal

Barang yang dikonsumsi harus halal, dan tidak boleh mengon-
sumsi barang-barang yang haram. Indikator halal dalam Islam
mencakup segala aspek seperti usaha yang halal, jauh dari unsur
gharar dan maisir, bahan baku, proses produksi, manajemen, out-
put produksi, proses distribusi hingga konsumsi haruslah halal.
(Idri, 2015: 102). Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam QS.
al-Bagarah ayat 168:

L Yos 253 @ Gods sl g
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi...

Dari firman Allah di atas, dipahami bahwa adanya perintah
Allah bagi umat manusia pada umumnya, dan bagi Muslim khu-
susnya, untuk mengonsumsi makanan yang halal. Walaupun ba-
han makanan yang tersedia cukup banyak, kita diharuskan se-
lektif dalam memilah makanan yang akan kita konsumsi. Dalam
sebuah riwayat Rasulullah pernah diceritakan bahwa ia memakan
makanan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, Nabi
tidak pernah berpesta pora dalam makanan dan minuman serta
selalu mengonsumsi makanan dan minuman halal.

Mengutip pendapat Nizwar Syamsu dalam bukunya Manusia
dan Ekonomi, bahwa seseorang yang selalu mengonsumsi makan-
an dan minuman secara berlebihan dapat menyebabkan rusaknya
kesehatan, pertumbuhan mental, dan rusaknya ekonomi, sedang-
kan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik seperti
khamar dapat mendatangkan penyakit berbahaya (Nizwar Syam-
su: 1983: 150-151).

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup makanan dan mi-
numan yang haram, yaitu:

a. Minuman Memabukan

Allah dan Rasulullah-Nya melarang meminum minuman yang
memabukan, hukumnya haram. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah
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bersabda:
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"Dari ‘Aisyah dia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dita-
nya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka
beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”
(H.R. Muslim).

Dari Hadis di atas, jelas bahwa segala minuman yang mema-

bukan hukumnya haram. Sesuatu yang memabukan tidak hanya
minuman, tetapi juga yang sesuatu yang dihisap seperti ganja,
disuntikan ke dalam tubuh, atau berupa pil dan cairan. Segala se-
suatu yang bersifat memabukkan, baik dimakan, diminum, dihisap,
maupun disuntikan, dikenal dengan narkoba. Dan menurut Nizwar
Syamsu, mudarat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba
(Nizwar Syamsu, 1983: 161-162), yaitu:

1.

Narkoba membutuhkan biaya yang besar, maka pemakai nar-
koba akan mengeluarkan biaya tertentu yang mungkin dapat
menghabiskan kekayaan yang dimiliki atau setidaknya akan
merusak ekonominya sendiri.

Jika pemakai narkoba sampai kecanduan, maka narkoba men-
jadi suatu keharusan baginya yang akan menjadi beban berat
dan menyedihkan.

Pemakai narkoba akan selalu memikirkan bagaimana cara
mendapatkan uang untuk membelinya, bahkan tidak sedikit
yang menjadi pencuri dan bandar narkoba.

Dalam bidang kesehatan, pemakai narkoba menjadi semakin
lesu dan kurus kering, mudah terserang penyakit yang sulit
disembuhkan.

Dalam pergaulan, pemakai narkoba tidak menghiraukan nor-
ma-norma hukum, mudah berbuat onar, mesum, dan tindakan
asusila.

Narkoba tidah hanya merusak kesehatan jasmani saja, akan
tetapi juga merusak kesehatan rohani.
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b. Disamping Khamar, Allah Juga Mengharamkan Bangkai,
dan Babi Beserta Harga dan Keuntungan Darinya

Hal ini ditekankan dalam firman Allah dalam QS. al-Maidah
[5]: 3:
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Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib

dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah
kefasikan ... (QS. al-Maa'idah [5]: 3).

Firman Allah di atas diperkuat (bayan ta’kid) dengan sabda
Nabi saw.
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“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ber-

sabda: ‘Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan uang

penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya,

serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya™ (H.R. Abu
Daud).

Menurut Nizwar Syamsu, kriteria bangkai yang diharamkan
untuk dikonsumsi adalah binatang yang mati karena sakit, ber-
laga, jatuh, tercekik, sisa binatang buas, atau semua binatang
yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dan menurutnya,
dalam bangkai tersebut masih tersimpan darah yang haram untuk
dikonsumsi, karena terdapat virus penyakit dalam bangkai dan
darah tersebut. Darah yang tersisa pada tubuh bangkai binatang,
apabila dikonsumsi akan menyebabkan seseorang bersikap kejam
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dan ganas serta otaknya tumpul. Allah mengharamkan babi karena
babi memiliki sikap tercela, yaitu babi tidak memiliki sikap cembu-
ru terhadap sesamanya, dan membiarkan pasangannya dikawinkan
oleh penjantan lainnya, dan akan timbul sifat pada dirinya yang
selalu melakukan dan membiarkan tindakan pergaulan bebas.
Di samping itu, pada babi terdapat virus penyakit yang sering
membekas pada kulit seseorang yang memakannya dan juga me-
ngandung cacing pita yang tidak akan mati apabila dimasak dalam
suhu tinggi (Nizwar Syamsu, 1983: 151-152).

c. Barang yang Mengandung Riba

Rasulullah melarang bahkan melaknat para pelaku riba, yaitu
orang-orang yang mengonsumsinya, yang mewakilkan, yang me-
nyaksikan, dan mencatat riba itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:
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“Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan
riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya”" (H.R.
Abu Daud).

Memperhatikan barang yang halal dan haram sangat dianjur-
kan dalam Islam, karena konsekuensinya mengacu pada hidup kita
di akhirat kelak. Apa yang kita konsumsi menentukan posisi kita
ditempatkan apakah di neraka atau di surga. Ini diperkuat dengan
Hadis Nabi:
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“Dari Jabir dia berkata: ‘An-Nu'man bin Qaugal mendatangl Nabi shal-
lallahu ‘alaihi wasallam seraya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa pen-
dapatmu apabila aku mengerjakan shalat wajib, mengharamkan se-
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suatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal, apakah aku
akan masuk surga? Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: Ya”
(H.R. Muslim).

Bahkan di antara tanda-tanda datangnya kiamat, menurut

Rasulullah adalah seseorang yang tidak lagi memperhatikan apa
yang dikonsumsinya dan tidak mempermasalahkan sesuatu yang
dikonsumsi apakah halal atau haram, ini ditekankan dalam Hadis
Nabi:
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“Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasal-
lam bersabda: 'Di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu:
diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang me-
minum minuman keras, dan zina dilakukan dengan terang-terangan”
(H.R. Muslim).

Adapun menurut Thobieb al-Asyhar dalam bukunya Bahaya

Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, etika
mengonsumsi makanan (Thobieb al Asyhar, 2003: 60-70), yaitu:

1.
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Memulai dengan basmalah.

Salah satu manifestasi ibadah dalam mengonsumsi makanan
adalah mengucapkan “basmalah” ketika hendak mengonsumsi
makanan. Apabila kita tidak mengucapkannya, maka setan
ikut serta mengonsumsi makanan tersebut, dan hilanglah nilai
ibadah ketika kita memakannya. Dalam sebuah Hadis dise-
butkan:
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“Dari Jabir bin ‘Abdullah: Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika seseorang menyebut nama
Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka
setan berkata; 'Kalian (bangsa setan) tidak bisa menginap dan tidak
bisa makan! " Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak
masuk rumahnya, maka setan berkata; ‘Kalian bisa masuk dan bisa
menginap.' Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak
makan, maka setan berkata: ‘Kalian bisa menginap dan makan malam”
(HR. Muslim).

Sambil duduk dan tidak berdiri.
Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi
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“Dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau mela-
rang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata: ‘Maka kami

tanyakan, bagaimana dengan makan? ‘Anas menjawab: ‘Apalagi ma-
kan, itu lebih buruk, atau lebih jelek" (H.R. Muslim).

Menggunakan tangan kanan.
Etika berikutnya adalah hendaknya menggunakan tangan
kanan, karena makan dan minum menggunakan tangan kiri
merupakan perilaku setan yang harus dihindari oleh setiap
Muslim sebagai komitmen kepada Allah. Sesuai dengan Hadis
Nabi:
Bl 81 J6 el aly o Js Safoe i e
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"Dari Salim dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi was-
sallam bersabda: ‘Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah
ia makan dengan tangan kanannya dan juga minum dengan tangan

kanannya. Sebab, setan makan dan minum dengan tangan kirinya”
(H.R. al-Tirmidzi).
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Hendaknya ambil makanan terdekat.

Etika lainnya ketika kita menerima jamuan makan secara
bersama-sama adalah mengambil makanan yang terdekat,
sejauh yang dapat kita jangkau dengan tangan kita, sebagai-
mana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abu Salamah,
Rasulullah saw. bersabda:
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“Dari ‘Umar bin Abu Salamah ia berkata: Dulu aku berada di pangkuan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lantas tanganku memegang
piring, maka beliau bersabda kepadaku: ‘Wahai anak, sebutlah nama
Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang
ada di hadapanmu™ (H.R. Muslim).

Tenang, perlahan, dan tidak terburu-buru.

Etika lainnya ketika seseorang makan adalah tidak terburu-
buru. Jangan bersikap rakus hingga tampak mulut yang penuh
dengan makanan, dan hendaknya seseorang makan secara
perlahan. Apabila makanan atau minuman tersebut masih pa-
nas hendaknya menunggu dan tidak meniupnya karena peri-
laku demikian mengindikasikan sikap terburu-buru. Ini sesuai
dengan Hadis Nabi:
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“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: Janganlah kalian minum dengan sekali tegukan sekaligus
seperti minumnya unta, akan tetapi minumlah dengan dua atau tiga
kali tegukan dan bacalah basmalah jika kalian minum, serta (bacalah)
hamdalah jika kalian mengangkat bejananya™ (H.R. al-Tirmidzi).
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Dalam Hadis lainnya, Nabi bersabda:
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“Dari'Abdillah bin Abu Qatadah dari Bapaknya: bahwa Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam melarang menghembuskan nafas di dalam bejana
(ketika minum)” (H.R. Muttafaqu’ Alaihi).

6. Mengakhiri makanan dan minuman dengan berdoa.

Mengakhiri makan dan minum dengan berdoa merupakan
realisasi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah di-
berikannya, agar jasmani menjadi sehat dan terhindar dari pe-
nyakit, serta kita dapat menegakan ibadah yang dituntutkan
kepada kita. Adapun doa singkat yang biasa diucapkan Ra-
sullulah sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah mem-
berikan rezeki, yaitu:
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"Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
jika telah selesai dari makan beliau mengucapkan: ‘Alhamdulillahil
Ladzii Ath'amanaa Wa Saqaanaa Wa Ja'alanaa Muslimiin (Segala puji
hanya milik Allah yang telah memberikan kami makan dan minum ser-
ta menjadikan orang-orang yang beriman™ (H.R. Ahmad).

,_.Y.\
—n\

C. TUJUAN KONSUMSI DALAM HADIS NABI

Manusia mengonsumsi barang dan jasa memiliki tujuan ter-
tentu. Tujuan konsumsi ialah dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
Dalam hukum Islam, kebutuhan terbagi menjadi tiga, (Syathibiy,
1975: 17-22), yakni:
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1. Kebutuhan Primer (43,2 Dharariyah)

Kebutuhan primer/dhariiriyah adalah kebutuhan pokok ma-
nusia yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Dalam Al-Qur’an,
Allah menyuruh manusia untuk mempertahankan hidupnya untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya sebatas yang ia butuhkan tidak
dengan berlebih-lebihan.

Kebutuhan dhariiriyah adalah segala hal yang berkaitan de-
ngan eksistensi keberadaan manusia yang harus ada demi kemas-
lahatan mereka, dan dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan pri-
mer. Tercantum pada lima sendi utama yakni agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Bila fondasi tersebut tidak ada atau tidak
tercipta dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, dan
kemasalatan yang merupakan tujuan dari hukum Islam tidak akan
tercapai. Kelima hal tersebut menjadi pondasi dasar yang dikenal
dengan maslahah. Demikan dapat dipahami maslahah adalah se-
gala bentuk perbuatan yang mengacu kepada lima kebutuhan da-
sar manusia tersebut.

Pemeliharaan kebutuhan dasar manusia diurutkan berdasar-
kan skala prioritas. Maksudnya sendi pertama, yakni agama lebih
dipentingkan daripada jiwa, dan jiwa lebih dipentingkan daripada
akal dan seturusnya. Dalam hal pemeliharaan agama Allah dan
Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslimin agar menegakkan
syiar-syiar agama Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad,
dan sebagainya. Dalam pemeliharaan jiwa, Allah dan Rasul-Nya
memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal
dan thaib (baik), dan melarang setiap tindakan/perbuatan yang
dapat menghilangkan jiwa seseorang seperti membunuh, serta di-
syariatkan adanya gishash (hukuman mati) bagi pelaku yang bera-
ni menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam memelihara akal, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan
kita untuk menuntut ilmu serta melarang tindakan yang dapat
merusak akal seperti meminum khamar, menghisap ganja, dan me-
ngonsumsi narkoba, serta memberikan hukuman bagi seseorang

142 n



BAB 6 — KONSUMSI

yang mengonsumsi khamar. Dalam memelihara keturunan, Allah
dan Rasul-Nya memerintahkan untuk menikah, dan melarang per-
buatan yang dapat merusak keturunan seperti zina dan pemerko-
saan, serta menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang terbukti
melakukan tindakan zina, serta juga memberikan hukuman bagi
seseorang yang menuduh seseorang berzina tanpa adanya bukti
yang cukup.

Dan dalam memelihara harta, Allah dan Rasul-Nya menyuruh
umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki
dari Allah, melarang tindakan mencuri, dan menetapkan hukuman
potongan tangan terhadap pelaku pencuri, serta melarang tindakan
yang dapat menghambur-hamburkan harta seperti pemborosan,
mubazir, dan berjudi.

2. Kebutuhan Sekunder ( i> > Hajiyah)

Kebutuhan hajiyah adalah segala sesuatu yang berada dalam
tingkatan sekunder yang dipahami sebagai kebutuhan yang bersi-
fat menggantikan kebutuhan primer atau utama. Kebutuhan haji-
yah berfungsi sebagai penghilang kesulitan dan menolak segala
halangan. Artinya, bahwa kebutuhan hajiyah tidak sampai meng-
ancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, akan tetapi
hanya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran saja.

Prinsip utama kebutuhan ini adalah meringkan beban taklifi,
dan memudahkan urusan mereka. Dalam hal ini, Islam membe-
rikan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang yakni muamalat
(transaksi) dan uqubat (hukuman). Contoh: dalam bidang transaksi
dibolehkan transaksi jual beli salam, dan istisna (menyalahi keten-
tuan giyas bahwa adanya larangan transaksi jual beli ma’dum
(barang yang tidak ada). Dalam bidang pernikahan, dibolehkan
suami untuk menalak istrinya apabila dirasa rumah tangganya ti-
dak mendapatkan ketenteraman. Dan dibolehkan bagi hasil dalam
bidang pertanian/mukhabarah, bagi pengolah yang tidak memiliki
lahan pertanian.
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3. Kebutuhan Tersier ( &£ Tahsiniyah)

Kebutuhan tahsiniyah adalah perbuatan atau sifat-sifat yang
prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-akhlak (budi pekerti
yang mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam
bidang ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, apabila kebutuhan
ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam
dan berbahaya seperti tidak terwujudnya kebutuhan dharuriyah
dan manusia tidak akan mendapatkan kesukaran seperti tidak
terpenuhinya kebutuhan hajiyah. Aspek tahsiniyah dalam bidang
muamalah seperti larangan melakukan jual beli dalam bentuk na-
jasy, larangan menimbun barang dengan maksud menaikan harga,
larangan transaksi jual beli sperma, dan sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan umat Islam dituntut untuk meng-
utamakan kebutuhan primer. Selain itu, pemenuhan kebutuhan
ditujukan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dalam
rangka mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan
demikian, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara ekonomi
Islam dan ekonomi konvensional dalam pemenuhan kebutuhan
adalah adanya nilai ilahiah, Dalam ekonomi konvensional, tujuan
akhir konsumsi adalah pemenuhan hidup yang tidak terbatas de-
ngan penghasilan tidak terbatas (Idri, 2015: 108). Adapun dalam
Islam, Allah mengajarkan hamba-Nya untuk memenuhi kebutuh-
annya, dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah dengan mema-
tuhi norma dan etika konsumsi di dalamnya, seperti tidak boros,
kikir dan berlebih-lebihan, tetapi dilakukan dengan hemat dan
bersahaja.

D. NILAI-NILAI KONSUMSI

1. Prinsip Konsumsi

Menurut M. Abdul Manan, perintah Islam mengenai konsumsi
ditekankan dengan prinsip-prinsip seperti: prinsip keadilan, prin-
sip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati,
dan prinsip moralitas (M. Abdul Manan, 1997: 45-50).
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a. Prinsip Keadilan

Dalam Islam makna prinsip keadilan adalah mengenai men-
cari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Oleh
sebab itu, dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tidak boleh
menimbulkan kezaliman, taat aturan, dan menjunjung tinggi nilai
kepantasan. Keadilan dalam berkonsumsi adalah mengonsumsi
sesuatu yang halal, tidak haram dan baik, dan tidak membahayakan
tubuh.

Adapun menurut Adiwarman A. Karim, manusia yang ditun-
juk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk me-
negakkan hukum Allah. Untuk menunjang peran manusia sebagai
khalifah, Allah menganugerahkan sumber daya alam yang diman-
faatkan untuk kesejahteraan manusia Karenanya, manusia harus
memanfaatkannya secara adil dan baik, artinya adalah tidak men-
zalimi dan tidak dizalimi (Adiwarman A. Karim, 2003: 18). Maka,
semua transaksi yang menyebabkan kezaliman hukumnya haram,
seperti riba, najasy, dan al-Ghisysy (menyembunyikan cacat ba-
rang). Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Bagarah [2]:
275:
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri me-
lainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (te-
kanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah di-
sebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya la-
rangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah [2]: 275).
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Selain riba, transaksi ekonomi yang mengandung gharar, al-
Ghisysy, najasy, dan tadlis juga dikategorikan sebagai zalim. Allah
melarang transaksi di atas sebagaimana firman-Nya, dalam QS.
al-Nisa’ [4]: 29:
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Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu (QS. al-Nisaa [4]: 29).

b. Prinsip Kebersihan

Pemahaman bersih dalam konsumsi adalah seseorang harus
memakan yang halal dan tayyib. Hal ini ditekankan oleh Allah di
dalam QS. al-Nahl [16]: 114:
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Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-
Nya saja menyembah (QS. al-Nahl [16]: 114).

Menurut Bablili, 1990: 66), kata halal dan tayyib dalam firman
Allah di atas adalah sebuah tuntutan yang diberikan oleh Allah
kepada hamba-Nya untuk menjauhi segala sesuatu—baik makanan
dan minuman—yang diindikasikan mengandung unsur haram,
atau menggunakannya untuk menghasilkan produk yang haram.

Berkenaan dengan konsep halal dan haram, Allah secara te-
gas menjabarkan dalam berbagai bentuk firman-Nya, misalnya la-
rangan transaksi yang mengandung unsur riba dan manghalalkan
transaksi jual beli. Oleh sebab itu, segala bentuk transaksi dan
pemerolehan harta dihukum dengan dua ketentuan ini. Pengha-
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raman riba dalam berbagai bentuk transaksi dikarenakan mengan-
dung unsur kezaliman yang dapat mencederai nilai-nilai keadilan.
(Mannan, 1995: 164). Oleh sebab itu semua bentuk transaksi
dalam bentuk kejahatan dilarang oleh Islam. Semua larangan ini
berdasarkan prinsip “jangan ada rasa ketidakadilan, dan tidak ada
ruang penipuan dalam bentuk transaksi apa pun dan oleh siapa
pun” (Muhammad, 2008: 228).

Dan di dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan peme-
rolehan harta semua harus halal, baik dalam bentuk niat, proses,
dan sarana yang digunakan (Muhammad, 2008: 228). Apabila
salah satu indikator tidak memenuhi nilai-nilai kehalalan, maka
harta yang dihasilkan juga tidak halal, apalagi seseorang yang me-
miliki niat yang buruk ketika ia berusaha, maka harta yang ia per-
oleh tidak memenuhi aspek kehalalan dan jauh dari keberkahan.
Penyucian hati diperoleh dengan cara beribadah, dengan menyu-
cikan niat dan segala hal yang berhubungan dengannya agar ke-
halalan dan keberhakan harta dapat diperoleh (Muhammad, 2008:
228).

Dalam konteks bisnis, seorang Muslim harus menjadikan
Rasulullah sebagai figur pebisnis andalan yang tidak hanya me-
mentingkan aspek untung dan rugi, tetapi juga menekankan nilai-
nilai keadilan ekonomi Islam. Di samping itu, Rasulullah selalu
menekankan pentingnya kehalalan dalam mencari nafkah. Rasu-
lullah menganalogikannya sebagai suatu kewajiban yang dituntut
untuk dilakukan oleh setiap Muslim (Muhammad, 2008: 228). Ka-
rena itu, para pebisnis Muslim diperintahkan untuk menginves-
tasikan modalnya pada usaha-usaha yang halal, agar yang diper-
oleh bukan hanya keuntungan saja, akan tetapi juga mendapatkan
keberkahan.

Konsep ini berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme
yang hanya menekankan keuntungan saja dan mengindahkan
aspek-aspek moralitas, dan mereka menjauhi nilai-nilai spiritual
demi mengeruk keruntungan sebesarnya-besarnya. Mereka mene-
rapkan sistem riba yang secara nyata mengesampingkan nilai-nilai
keadilan. Aspek moralitas dikesampingkan demi mendapatkan un-
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tung sebanyak-banyaknya. Aspek utama berbisnis menurut mere-
ka adalah profit tanpa memedulikan proses yang dilakukan sesuai
atau tidak dengan nilai-nilai etika. Akan tetapi, di Islam aspek mo-
ralitas dan etika sangat dipentingkan, karena aspek moralitas me-
rupakan faktor utama dalam mendatangkan keberkahan.

Di dalam Islam, keberkahan adalah tujuan akhir dari sebuah
transaksi. Apabila seseorang memperolehnya, maka ia tidak hanya
mendapatkan falah di dunia saja, tetapi juga mendapatkannya di
akhirat kelak. Seseorang yang mampu menjaga tindak-tanduknya
selama melakukan transaksi diharapkan memperoleh keberkahan
dalam bisnisnya. Konsep berkah ini diberikan oleh Allah tergantung
pada perilaku para pebisnis itu sendiri, hanya jika seorang pebisnis
memiliki karakter Qur’ani.

Fazlur rahman (dalam Muhammad, 2008: 228.), berpendapat
bahwa ada hubungan kuat antara kesejahteraan dengan morali-
tas. Masyarakat akan berakhir bahagia dan sejahtera jika mereka
mampu menghadirkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya, dan
sebaliknya kebahagiaan akan sirna apabila akhlak dan moral para
penduduknya sudah terangkat. Sebab itu menurutnya para pebis-
nis Muslim seyogyanya merasa terdorong untuk berakhlak mulia,
karena mengharap ridha Allah untuk mencapai kebahagiaan sejati
dan hakiki.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur manusia sebagai hamba Allah untuk
bersikap tidak berlebih-lebihan. Sikab berlebih-lebihan mengacu
pada sikap seseorang yang mengonsumsi melewati batas kewajar-
annya. Prinsip berlebih-lebihan adalah seseorang yang membe-
lanjakan hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya bukan
karena dibutuhkannya, berbanding terbalik dengan sikap kikir
yang dapat membahayakan diri sendiri. Sikap sederhana berada
pada posisi di antara sikap mubazir yang menghambur-hamburkan
harta dan kikir yang mencekal harta.

Menurut Monzer Kahf, sikap berlebih-lebihan terutama dalam
bidang konsumsi merupakan gambaran seseorang yang menggu-
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nakan hartanya dengan cara yang salah, seperti gratifikasi, pe-
nyuapan, dan tindakan lainnya yang mengacu pada tindak pidana
ekonomi yang berlaku di berbagai negara. Pemborosan harta juga
dimaknai dengan pemakaian harta secara berlebih-lebihan yang
mengacu pada bentuk tindakan yang melanggar hukum, seperti
makanan, pakaian, bahkan sedekah sekalipun. Ini tergambar da-
lam firman Allah dalam QS. al-Isra’ [17]: 26-27:

B R 33 Vs Jetd o5 ey s B8 5 T
GV Y 1558 &) Sl OI55 bl Bl 87 522t 8
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan jangan-
lah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. “Sesung-
guhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan

setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. al-Isra’ [17]: 26-
27).

Berdasarkan firman Allah di atas dijelaskan bahwa pelaku
yang suka menghambur-hamburkan harta secara boros dilarang
oleh Allah. Allah menyamakan para pelakunya sebagai saudara
setan. Allah melarang pelaku yang suka memboroskan hartanya.
Ini tidak hanya berlaku pada konsumsi saja, tetapi juga berlaku
bagi orang yang bersedekah. Islam menghendaki umatnya untuk
selalu bersikap sederhana, dan selalu menggunakan hartanya da-
lam batas kewajaran. Ini dimaksudkan karena penggunaan harta
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam QS. al-Takatsur [102]:
8:
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Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan
(yang kamu megah-megahkan di dunia itu) (QS. al-Takatsur [102]: 8).

d. Prinsip Kemurahan Hati

Idri dalam bukunya Hadis Ekonomi, mengemukakan prinsip
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kemurahan hati mengandung dua makna yakni kemurahan Allah
kepada manusia yang telah memberikan rahmat-Nya dan nikmat-
Nya melalui sifat Rahman dan Rahim-Nya, dan sikap pemurah
manusia yang selalu memberikan dan menafkahkan hartanya
kepada orang lain (Idri, 2015: 121). Adapun menurut M. Abdul
Manan prinsip kemurahan hati adalah manusia dibolehkan untuk
mengonsumsi makanan dan minuman yang telah dihalalkan oleh
Allah yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia dan untuk
menjaga kesehatannya untuk menegakan perintah Allah (M. Abdul
Manan, 1997: 47) Allah berfirman dalam QS. al-Maidah [5]: 96:
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Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal)
dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang
yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) bi-
natang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah
kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan (QS. al-
Maidah [5]: 96).

Di antara sifat Rahman dan Rahim dalam diri manusia yang
telah dititipkan oleh Allah dan ditekankan oleh Allah adalah ke-
wajiban menyisihkan sebagian harta untuk membantu serta me-
ringankan beban sesamanya dalam bentuk kekayaan berupa zakat,
infak, sedekah, wakaf, hibah, pinjaman, hadiah, dan dalam bentuk
solidaritas sosial lainnya. Hal ini ditekankan Allah dalam firman-
Nya dalam QS. al-Taubah [9]: 103.

ﬁg;@,;aug;@&&;

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Taubah [9]:
103).

Sebagai seorang Muslim, Allah memerintahkan hamba-Nya
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untuk memberikan sebagian hartanya kepada sesama yang mem-
butuhkan dan untuk kepentingan umum. Dalam Islam sarana un-
tuk mendistribusikan harta dikenal dengan zakat, sedekah, infak
dan wakaf (Suhardi K. Lubis, 1999: 25-27). Hal ini juga ditekan-
kan oleh Yusuf al-Qardhawi, bahwa Islam membolehkan umatnya
untuk mengonsumsi barang-barang yang baik, bermanfaat, dan
berhak memilikinya. Akan tetapi kepemilikan atas barang tersebut
bukanlah tujuan dari hidup ini melainkan merupakan sarana me-
nikmati karunia Allah dan sarana untuk mewujudkan kemashlat-
an umum (Yusuf al-Qaradhawi, 1991: 138). Sebagaimana firman
Allah dalam QS. al-hadid [57]: 7:
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Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai-
nya. Makaorang-orangyang berimandiantarakamudan menafkahkan
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. al-Hadid
[57]: 7)

e. Prinsip Moralitas

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya berkenaan dengan pemuas-
an kebutuhan jasmani, tetapi juga berkenaan dengan tujuan akhir
konsumsi yakni penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam
kehidupan masyarakat. Seperti contoh, dengan mengucapkan bas-
malah ketika hendak makan serta mengucapkan hamdalah sete-
lah makan, ini menunjukan bahwa seorang Muslim merasakan ke-
hadiran Allah dalam setiap kegiatannya. Ini sangat penting bagi
umat Islam karena Islam menghendaki adanya perpaduan antara
aspek spiritual dan material agar terwujudnya kehidupan yang fa-
lah dunia dan akhirat (Eko Suprianto, 2005: 95).

Konsepsi moral dalam mengonsumsi barang dan jasa di dalam
Islam tidak hanya menekankan aspek kepuasan tetapi juga me-
nerapkan nilai-nilai moral yang erat kaitannya dengan etika kon-
sumsi. Karena dalam Islam aspek kepuasan tidak hanya berkaitan

n 151



MUAMALAH KONTEMPORER

dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani saja, tetapi juga
mencakup terpenuhinya kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani
terpenuhi apabila segala sesuatu yang kita butuhkan terpenuhi,
sedangkan kebutuhan rohani terpenuhi apabila memasukkan ni-
lai-nilai moral, etika, akhlak, serta norma-norma spiritual dalam
rangka memuaskan apa yang kita butuhkan. Dalam mengonsumsi
barang atau jasa, Rasulullah selalu mengingatkan pentingnya ber-
etika, seperti misalnya menggunakan tangan kanan. Seperti dalam
sabdanya:

_'y.\
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah mence-
ritakan kepada kami Laits; demikian juga telah diriwayatkan dari jalur
yang lain; dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh;
telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Zubair dari Jabir dari
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: ‘Janganlah
kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan
Riri" (H.R. Muslim).

Adapun norma lainnya ketika mengonsumsi barang yaitu du-

duk ketika makan dan minum, karena secara adat istiadat makan
dan minum berdiri dianggap kurang sopan. Ini ditekankan dalam
Hadis Nabi:
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‘Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid: telah mencerita-
kan kepada kami Hammam; telah menceritakan kepada kami Qatadah
dari Abu'lsa Al-Uswari dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri” (H.R. Muslim).
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2. Nilai Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, permintaan (demand) terhadap
konsumsi adalah keinginan (want), kebutuhan (need), atau hasrat
untuk suatu produksi yang ditunjang dengan uang untuk mene-
busnya (Chistoper Pass, 1998: 138). Kebutuhan atau keinginan
manusia sebagai konsumen akan dianggap terpenuhi jika orang
tersebut merasa puas dengan konsumsi yang dilakukannya.

Dalam tatanan ekonomi Islam, dalam memenuhi kebutuhan
hidup manusia ada perbedaan antara I want (keinginan) dengan I
Need (kebutuhan). Want didefinisikan sebagai kemauan manusia,
sedangkan need adalah segala keperluan dasar manusia. Dalam ap-
likasinya, penggunaan want dengan need dapat diilustrasikan se-
perti seseorang yang haus, apabila ia mengonsumsi air mineral
biasa, maka itu dikategorikan sebagai need, dan apabila ia memi-
num segelas Fanta/soft drink, maka dikategorikan sebagai want.
Perbuatan pemenuhan keinginan (want) menghasilkan perilaku
konsumen yang konsumtif dan berlebih-lebihan. Akibatnya ter-
cipta perilaku konsumen yang selalu menyalurkan keinginannya
untuk membeli suatu produk tanpa memikirkan konsekuensi dari
sikap tersebut, apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan
atau hanya sekadar diinginkan. Indikator kepuasan dalam tatanan
konsumsi Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret/
materi semata, tetapi juga terlihat pada benda-benda abstrak se-
perti amal saleh yang ia perbuat.

Dalam tatanan ekonomi Islam, sikap konsumtif membentuk
perilaku boros dan menghamburkan harta. Pelakunya disamakan
oleh Allah dengan seseorang yang melampui batas, yakni sauda-
ranya setan yang selalu ingkar kepada Allah. Hal ini tergambar
dalam QS. al-Isra [17]: 26-27:
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Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. "Sesungguh-
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nya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. al-Isra [17]: 26-27).

Sebagai seorang Muslim yang selalu membutuhkan suatu ba-
rang atau jasa, dan kita juga tidak digolongkan dengan orang yang
selalu berlebih-lebihan, Allah dan Rasul-Nya memberikan tatanan
norma bagi konsumen Muslim yang harus ditaati di antaranya se-
bagai berikut.

3. Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan
Menjauhi Sifat Kikir

a. Menggunakan Harta Secukupnya

Islam menganjurkan umatnya agar menjadi umat yang produk-
tif, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Dalam Islam seseorang yang memproduksi suatu barang dan me-
miliki harta adalah sah dalam Islam, bahkan Islam memandang
harta sebagai salah satu bentuk kebutuhan dhariiriyah, kebutuhan
yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Dalam kepemilikan harta, Islam memandang bahwa harta ini
merupakan milik Allah Swt. secara hakiki, sedangkan manusia
sebagai khalifah Allah bertugas untuk mengelolanya, jadi manusia
dianggap sebagai pemilik sekunder. Dalam konsep manusia sebagai
khalifah Allah, maka dalam pengelolaan serta penggunaan harta
harus patuh dan tunduk terhadap aturan Allah, sesuai dengan ke-
tentuan dan keinginan pemilik hakiki. Dan dalam pandangan Is-
lam, harta bukanlah tujuan yang dikehendaki, akan tetapi harta
adalah sarana atau media untuk mendapatkan manfaat dan jamin-
an atas pemenuhan kebutuhan.

Dalam penggunaan harta, Allah menerapkan aturan yang ha-
rus ditaati oleh manusia, yakni: memiliki harta untuk ditimbun,
diperbanyak, dan dihitung-hitung (tidak di-tasyaruf-kan, dan apa-
bila telah cukup nisab dan haulnya tidak dibayarkan zakatnya),
yang disebut juga dengan istilah al-kanaz. (Yusuf Qaradhawi,
1995: 138) Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-Taubah ayat
34-35.
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar me-
makan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka mengha-
lang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang me-
nyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat)
siksa yang pedih, “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka
Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung
mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang
kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat
dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. al-Taubah [9]: 34-35).

Konsumsi merupakan tindakan yang mendorong terjadinya
produksi, sehingga tercukupinya kebutuhan, dan apabila konsumen
mengidap penyakit kikir, maka produksi akan terhenti, dan pen-
dapatan negara akan berkurang. Dalam kebijakan impor, selain
untuk memenuhi kebutuhan akan kelangkaan barang, motivasi
yang digunakan oleh negara pengekspor adalah membudayakan
daya beli konsumen, sehingga para konsumen bersifat konsumsif,
dan tidak memcintai produk sendiri.

4. Islam Melarang Tindakan Mubazir

Agama Islam mengharuskan setiap umatnya untuk membelan-
jakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga,
kerabat, serta membayarkan kewajibannya di jalan Allah dalam
bentuk membayar zakat. Islam melarang tindakan bakil dan kikir.

Adapun illat larangan mubazir adalah agar konsumen Mus-
lim selalu bersifat sederhana dan membeli barang sesuai dengan
kebutuhannya, bukan membeli barang sesuai dengan keinginan-

n 155



MUAMALAH KONTEMPORER

nya. Sikap sederhana ini diperlukan karena harta yang kita miliki
diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Sebagai seorang Muslim, seseorang dilarang memperoleh har-
ta dari cara yang ilegal dalam perspektif agama, juga larangan
dalam mem-tasaruf-kan hartanya secara berlebih-lebihan, karena
sifat boros bertentangan dengan kehendak hakiki pemilik harta.

Islam membolehkan umatnya untuk menikmati kehidupan
dunia, hal ini bertolak belakang dengan sistem kepasturan dalam
agama Kristen, Manuisme/Majusi/Zoroaster Persia dan Sufiisme
dalam kepercayaan Buddha yang menganggap kehidupan dunia se-
bagai celaka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A’raf [7]: 32:
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Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah
yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: “Semuanya itu
(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,
Rhusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami men-
jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui’ (QS. al-A'raf
[7]:32).

Islam membolehkan umatnya menikmati kehidupan dunia
dengan mengutamakan kesederhanaan dan mengutamakan hal
kewajaran. Hidup sederhana dalam Islam merupakan salah satu
ajarannya, hal ini diberlakukan dalam berbagai bidang seperti da-
lam berpakaian, dalam hal konsumsi, kediaman, dan sebagainya.

a. Menjauhi Berutang

Adapun cara yang digunakan oleh Islam untuk menghalangi
terjadinya mubazir adalah seorang Muslim harus menyeimbang-
kan antara pendapatan dan pengeluarannya, agar ia terhindar dari
berutang. Islam menghalangi umatnya dari kebiasaan berutang
dengan berbagai cara di antaranya (Yusuf Qaradhawi, 1995: 149):
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1. Orang yang mati sahid, dosanya diampuni Allah kecuali
utangnya, Rasulullah bersabda,
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"Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa-

sallam bersabda: ‘Seorang yang mati syahid akan diampuni segala
dosa-dosanya kecuali utang” (H.R. Muslim).

2. Nabi melarang menyalatkan jenazah, apabila jenazah tersebut
masih memiliki utang, dan ia tidak memiliki cukup harta untuk
membayar utangnya, maka Nabi tidak mau menyalatkannya,
selama belum ada yang sanggup menanggung utangnya (hi-
walah).

3. Doa Nabi agar terhindar dari berutang.
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‘Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah mence-
ritakan kepada kami Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepa-
daku ‘Amru bin Abu‘Amru dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik
dia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan: “(Ya Allah,
aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan

malas, pengecut dan Rikir dan terlilit utang serta dikuasai musuh™ (H.R.
Muttafaqu ‘alaihi).

b. Menjaga Aset yang Pokok dan Mapan

Islam menekankan bahwa seorang Muslim tidak dibolehkan
menjual asetnya untuk mendapatkan uang tambahan demi meme-
nuhi keinginan belanjanya. Aset yang dimaksud adalah tanah dan
rumah. Islam mementingkan untuk menjaga aset pribadi berupa
kepemilikan atas kediaman, lahan pertanian, perkebunan, dan ba-
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ngunan. Pemilik tidak seharusnya menjual aset tersebut kecuali
dengan sangat terpaksa.

Dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa Rasulullah mengingat-
kan umatnya agar selalu memelihara asetnya. Rasulullah saw. ber-
sabda:
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“DariSa'id bin Huraits ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: '‘Barangsiapa menjual rumah atau pengi-
napan lalu ia tidak memasang harga sebagaimana umumnya maka
ia layak untuk tidak mendapatkan berkah di dalamnya™ (H.R. Ibnu
Majah).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda:
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"Dari Amr bin Hurais ia berkata: ‘Saya tiba di Madinah lalu saya ber-
bagi harta dengan saudaraku’, kemudian Sa'id bin Zaid berkata “Se-
sungguhnya Rasulullah saw. bersabda Tidak diberkati dalam harga
tanah dan rumah™ (H.R. Ahmad bin Hanbal)

Dalam Hadis di atas mengandung dorongan untuk selalu men-
jaga inventaris dan tidak menjualnya kecuali dalam keadaan ter-
desak. Dan apabila barang-barang inventaris tetap ada, maka ke-
kayaan umat bertambah. Karenanya, Sunnah Nabi menganjurkan
pada umatnya yang menjual inventarisnya untuk menggunakan
hasil penjualan itu untuk mengganti inventaris yang terjual, bukan
menggunakannya untuk konsumsi semata, dengan demikian Allah
memberkatinya, jika tidak ia akan kehilangan keberkahan dari
Allah.
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c. Serangan Al-Qur’an Terhadap Orang yang Boros,
Menghambur-hamburkan, Menyia-nyiakan dan
Membuang-buang Harta
Allah mengecam perbuatan yang melampaui batas (berlebih-

lebihan dalam konsumsi dan berbelanja). Allah menekankan dalam

firman-Nya, bahwa Dia tidak menyukai hamba-Nya yang berlebih-
lebihan. Sikap berlebih-lebihan merupakan sikap yang melampaui
batas, oleh sebab itu Allah memberi cap para politisi kafir yang
melampaui batas kekafiran dan kekufuran dengan predikat ini, la-
yaknya Fir’aun. Allah berfirman dalam QS. al-Dukhan ayat 31.

G A e QB O 8 B3 2
Dari (azab) Firaun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong,

salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas (QS. al-Dukhan
[44]: 31).

Islam memandang bahwa pemborosan termasuk ke dalam
perbuatan melampaui batas. Pemborosan berarti menghambur-
hamburkan harta tanpa adanya faedah atau mencari pahala. Dalam
firman-Nya yang lain, Allah memberikan pujian bagi hamba-Nya
yang bersikap ekonomis. Allah menjadikan mereka sebagai hamba
yang pemurah.

Kemudian Allah menyamakan hamba-Nya yang selalu bersikap
boros dengan perbuatan syaitan. Ia berfirman “Sesungguhnya para
pemboros-pemboros itu adalah saudara setan.” Maksud saudara setan
di sini menurut Fakhrul Razi dalam tafsirnya adalah sifat menye-
rupai mereka dalam perbuatan buruk ini.

Salah satu di antara sikap berlebih-lebihan ialah menyia-nyia-
kan harta atau mengabaikannya. Salah satu contoh membiarkan
tanah yang terlantar, tidak mengelolanya dan tidak memberikan
hak pengelolaan kepada orang lain, apabila ia tidak sanggup me-
ngelolanya. Al-Hafidz dalam syarah Hadis Bukhari menjelaskan
bahwa “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian yang selalu meng-
hambur-hamburkan harta.” Kebanyakan para ulama menjelaskan
bahwa menyia-nyiakan harta berupa perbuatan berlebih-lebihan
dalam pembelanjaan harta. Adapun ulama lainnya mendefinisikan

n 159



MUAMALAH KONTEMPORER

sebagai pembelanjaan harta yang haram. Menurut al-Hafidz, ia
mengutip pendapat yang lebih kuat bahwa menghambur-hambur-
kan harta adalah “pembelanjaan suatu barang yang tidak dibolehkan
oleh syariat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, karena
Allah menjadikan harta sebagai sarana penunjang bagi kebaikan ham-
ba, sedangkan memboroskannya ialah menghilangkan kebaikan terse-
but.” Ada tiga indikator dalam pembelajaan harta yakni: (Yusuf
Qaradhawi, 1995: 258), yakni:

Pertama, dilarang membelanjakan harta dalam aspek-aspek
tercela menurut syariat; kedua, dibolehkan membelanjakan harta
dalam aspek-aspek hal terpuji menurut syari’at; dan ketiga, mem-
belanjakan hal-hal yang bersifat mubah, maka hal ini terbagi atas
dua bagian: jika pembelanjaan yang dilakukan seseorang sesuai
dengan kebutuhannya, maka hal ini tidak termasuk sikap berle-
bih-lebihan. Namun apabila tidak sesuai dengan kebutuhannya
dan kebutuhan umum yang berlaku di masyarakat, maka jumhur
ulama berpendapat bahwa ini termasuk ke dalam sikap berlebih-
lebihan.

d. Batasan Islam dalam Pembelanjaan Harta
1) Batasan dalam Cara dan Sifat

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta un-
tuk mendapatkan barang yang memabukkan yang dapat merusak
tubuh dan akal seperti narkoba, khamar, dan sejenisnya; larangan
mengoleksi patung, dan modal untuk berjudi. Konsumsi dengan
tujuan mendapatkan salah satu benda di atas maka hukumnya ha-
ram serta terlarang.

Landasan pemikiran di atas adalah pendapat ulama yang di-
himpun oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya “Tafsir”. Ketika ia menaf-
sirkan QS. al-Isra ayat 26, ia menukilkan pendapat ulama menge-
nai definisi boros/tabzir, di antaranya, Ibnu Mas’ud berpendapat
bahwa tabzir ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran.
Ia sependapat dengan Ibnu Abbas. Mujahid berpendapat apabi-
la seorang manusia membelanjakan seluruh hartanya untuk ke-
baikan, maka itu bukanlah boros, dan apabila ia membelanjakan
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hartanya walaupun sedikit demi keburukan, maka hal ini disebut
boros. Adapun Qatadah berpendapat bahwa membelanjakan harta
untuk maksiat dianggap boros (Ibnu Katsir [3]: 36). Dari penja-
baran ketiga pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa
pemahaman kata boros adalah membelanjakan harta di luar ke-
baikan, baik sedikit maupun banyak.

2) Batasan dalam Ukuran dan Kuantitas

Adapun batasan lainnya ialah berdasarkan kuantitas. Makna
kuantitas ialah pemahaman terhadap pendapatan seseorang dan
pemahaman terhadap tingkatan kebutuhan dalam bentuk kebu-
tuhan yang mendesak/primer. Hal ini ditekankan agar seorang
Muslim selalu bersikap sederhana dan menjauhi sikap berutang,
padahal Nabi selalu melarang seseorang yang selalu berutang, dan
selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari utang.

Dalam penjabaran muamalah Maliyah, utang adalah bentuk
suatu transaksi yang dilakukan apabila terjadi kebutuhan yang sa-
ngat mendesak, dan harus ada sesuatu yang digunakan sebagai ba-
rang jaminan. Dan apabila seseorang merasa tidak mampu untuk
membayarnya harus ada pihak yang mampu untuk menanggung
utang tersebut, karena dalam Islam utang tidak akan hilang kecuali
dengan membayarnya atau ada pihak lain yang menanggungnya,
walaupun ia adalah seorang mujahidin.

5. Sikap Berhemat

a. Sikap Berhemat dalam Membelanjakan Uang

pada Saat Krisis

Sikap ekonomis merupakan keharusan dan kewajiban apabila
pendapatan menjadi surplus ketika memasuki masa paceklik.
Allah memberikan contoh pada kisah Nabi Yusuf dalam firman-
Nya QS. Yiisuf [12]: 47-48.
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Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) se-
bagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan’. “"Kemudian sesudah itu
akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa
yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit
dari (bibit gandum) yang kamu simpan (QS. Yusuf [12]: 47-48)

Kisah Nabi Yusuf menekankan program “lima belasan”, yang
beliau buat ketika masa paceklik tiba, yaitu mengurangi konsumsi
selama tujuh tahun kesuburan supaya ada kesempatan untuk me-
nyimpan persediaan. Ini ditegaskan oleh perkataan Nabi Yusuf
yakni:

Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali

sedikit untuk kamu makan (QS. Yusuf [12]: 47).

Program kerja Nabi Yusuf selanjutnya adalah mengurangi
konsumsi selama tujuh tahun karena kondisi darurat dan men-
distribusikan bahan-bahan yang disimpan pada tahun krisis.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS. Yusuf
[12]: 48)

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa konsumsi harus
dilakukan dengan perhitungan dan memperkirakan adanya ca-
dangan makanan apabila musim paceklik tiba. Firman Allah juga
menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah dalam bentuk
pembatasan konsumsi dibolehkan apabila dalam kondisi darurat,
yakni musim paceklik. Illat kebolehan ini berdasarkan pendapat
bahwa kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada ke-
pentingan individu.

Berdasarkan Atsar Sahabat, Khalifah Umar bin Khattab per-
nah menjamu setiap rumah dengan persediaan musim subur pada
sejumlah anggota keluarga masyakat yang dalam kondisi sangat
memprihatinkan dan telah kehabisan persediaan makanannya.
Umar bin Khattab berkata: “Manusia tidak akan mati dengan sete-
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ngah isi perutnya” (Yusuf al-Qaradhawi: 1995: 274-275), sesuai de-
ngan Hadis Nabi:
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Telah menceritakan kepada kamiIshaq bin Ibrahim; Telah mengabarkan
kepada kami Rauh 'Ubadah; demikian juga telah diriwayatkan dari
jalur yang lain; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib; telah
menceritakan kepada kami Rauh; telah menceritakan kepada kami
Ibnu Juraij; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair; bahwasanya
dia telah mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata; "Aku mendengar Ra-
sulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Makanan untuk se-
orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat
orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang.” (H.R.
Muslim).

b. Kebebasan Individu dan Kemashlahatan Orang Banyak

Pada dasarnya, setiap individu dibolehkan untuk mengon-
sumsi makanan yang halal dan baik, namun hal itu dapat menjadi
terlarang apabila merusak kepentingan masyarakat. Berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan masyarakat, pemerintah dapat meng-
ambil tindakan untuk membatasi kebebasan individu dalam ber-
konsumsi, karena kepentingan masyarakat (umum) lebih didahu-
lukan daripada kepentingan individu. Contohnya: seperti larangan
menyembelih sapi betina produktif, karena dapat menyebabkan
berkurangnya jumlah produksi sapi potong, dan apabila sapi po-
tong berkurang, maka akan terjadi kelangkaan daging.

Landasan hukum fenomena di atas, yaitu:

1. Atsar Sahabat

Yusuf al-Qaradhawi mengutip pendapat Syeikh Ali Khafiiy

dalam bukunya al-Mu’tamar al-Amwwal, berpendapat bahwa
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Ibnu Jauzi rahimahullah meriwayatkannya dalam sirah Umar
bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab pernah melarang orang
di suatu masa ke-khalifahan-nya untuk memakan daging dua
hari berturut-turut dalam satu pekan, karena persediaan da-
ging sangat sedikit, dan tidak mencukupi kebutuhan warga
Madinah. Untuk mengatasi krisis ini, Umar r.a. mengambil
kebijakan larangan menyembelih hewan ternak. Ia menda-
tangi tempat penyembelihan yang dimiliki oleh Zubair bin
al-Awwam di Baqi, dan apabila ada masyarakat yang melang-
garnya, Umar memukulnya dengan sepotong tongkat, kemu-
dian berkata “Mengapa kamu tidak mengikat perutmu selama
dua hari” (Yusuf Qaradhawi, 1995: 275).
2. Kaidah Fighiyyah

Pl el ) ol fud
"Kemudaratan individu berfungsi untuk mengangkat kemudaratan ber-
sama” (Sa'id Sa'ad Marthan: 1999: 58).

Berdasarkan kaidah di atas, kepentingan umum diprioritaskan
daripada kepentingan pribadi, dan apabila terjadi bentrokan
antara keduanya, maka kepentingan masyarakat harus dipro-
ritaskan karena kepentingan masyarakat menyangkut pada
kemaslahatan umum.

E. KONSUMSI TERLARANG DALAM ISLAM

Konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal de-
ngan batas kewajaran untuk menciptakan kehidupan manusia
yang aman dan sejahtera (Idri, 2015: 98)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa konsumsi bukan semata-mata makan dan minum saja, akan
tetapi juga mencakup aktivitas yang memanfaatkan semua hasil
produksi, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan
manusia sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim kita
harus memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi agar se-
suai dengan ketentuan Allah Swt.
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Kajian mengenai konsumsi tidak terlepas dari produksi itu
sendiri, konsumsi merupakan pemakaian dari hasil produksi, oleh
sebab itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan konsumsi erat
kaitannya dengan produksi. Secara garis besar, Allah telah men-
jelaskan di dalam ketentuan-ketentuannya bahwa produksi itu
halal selama tidak mengandung unsur merugikan pihak lain, dan
dapat mencederai nilai-nilai keadilan. Di dalam Islam, produksi
yang mengandung unsur merugikan orang lain hukumnya haram,
dan Islam membaginya atas tiga macam, yakni produksi yang me-
ngandung unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh sebab itu, konsumsi
terlarang adalah penggunaaan hasil-hasil produksi yang berasal
dari hasil gharar, riba, dan maysir, (Siddiq, 2002: 216-244), yaitu:

1. Perdagangan yang Dihasilkan dengan Penipuan

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam
bentuk transaksi jual beli atau transaksi-transaksi lainnya. Dalam
satu sabdanya Rasulullah mengatakan “Siapa yang menipu bukanlah
termasuk golongan kami”.

Karenanya kita diminta untuk menghindari usaha-usaha yang
berasal dari hasil penipuan, seperti menutupi cacat barang yang
diperdagangkan, karena aspek utama di dalam berbisnis yaitu
kejujuran. Hal ini pernah ditekankan Nabi ketika ia melihat se-
orang pedagang makanan, dan beliau menyentuhkan jarinya pa-
da makanan tersebut, dan hasilnya jarinya basah, dan Nabi pun
bertanya “apa ini”?, pedagang itu pun menjawab “karena hasil
Hujan”. Nabi menjawab “mengapa tidak kamu letakkan di atas su-
paya dapat dilihat oleh pembeli” (Siddiq, 2002: 216).

Dalam Hadisnya, Rasulullah menekankan kepada para peda-
gang untuk menjabarkan kualifikasi barang yang diperdagangkan,
serta memberikan hak khiyar apabila salah satu pihak merasa diru-
gikan. Di dalam Hadisnya Rasulullah saw. bersabda:

‘Dua orang yang melakukan sebuah transaksi jual beli dapat saling

menawarkan harga selama mereka belum berpisah, berlaku jujur dan
menjelaskan kriteria dagangan, maka Allah akan memberi berkah atas

n 165



MUAMALAH KONTEMPORER

perdagangan tersebut, dan apabila ia menyembunyikan cacat barang
dan berdusta, maka keberkahan akan dicabut” (H.R. al-Bukhariy).

2. Perdagangan yang Dihasilkan dengan Sumpah
Palsu

Islam juga mengharamkan transaksi-transaksi dengan meng-
gunakan sumpah, apalagi menggunakan sumpah palsu. Terlebih
jika digunakan sebagai pelaris barang dagangan, hal ini terlarang
di dalam Islam karena memungkinkan terjadinya penipuan.

Hadis Nabi
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"Bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Aku mendengar Rasu-
lullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 'Sumpah itu melariskan
dagangan jual beli namun menghilangkan barakah™ (H.R. al-Bukhariy).

Nabi saw. melarang transaksi menggunakan sumpah dalam
perdagangan, karena hal ini memungkinkan terjadinya penipuan
di dalamnya karena orang yang kebanyakan bersumpah biasanya
diiringi dengan perkataan bohong.

3. Pengurangan Timbangan

Allah memerintahkan agar semua transaksi yang dilakukan
hendaknya menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran meteran
dan sebagainya. Hal ini ditekankan oleh Allah di dalam firman-
Nya dalam QS. al-Isra [17]: 35.
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Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya (QS. al-Isra [17]: 35).
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Di samping Allah memberikan perintah untuk menyempurna-

kan timbangan, Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang
selalu mencurangi timbangan dalam QS. al-Muthaffifiin ayat 1-6.

4.
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Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa
Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar,
Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
(QS. al-Muthaffifiin [83]: 1-6).

Hasil Penimbunan Barang

Penimbunan ialah membeli sesuatu dengan harga yang murah

kemudian menyimpannya sehingga terjadi kelangkaan peredaran
barang, harganya melonjak naik, dan konsumen pun mengalami
kesulitan. Para pelaku umumnya merupakan pelaku yang memiliki
moral tercela dan bukti ketamakan dalam dirinya. Rasulullah Saw.
bersabda:
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"Dari Umar Bin Khaththab ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam bersabda: 'Orang yang jalib itu diberi rezeki dan orang yang
menimbun itu dilaknat” (H.R. Ibnu Majah).
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“Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: 'Barangsiapa
menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah
berlepasdiridariAllah ta’aladanAllah ta'alajugaberlepas diri dari-Nya.
Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mere-
ka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah
ta'ala telah terlepas dari mereka” (H.R. Ahmad).

Menurut Ahmad Siddiq (2002: 226), al-jalib adalah orang-

orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ri-
ngan. Ini terjadi karena seorang pedagang mengambil keuntungan
dengan menggunakan dua cara, yaitu:

a.

Dengan cara menimbun barang yang akan dijual dengan har-
ga yang lebih tinggi. Di saat terjadi kelangkaan, kemudian da-
tang seseorang yang membutuhkan barang tersebut dan sang-
gup membayarnya dengan harga yang tinggi.
Memperdagangkan barang dengan keuntungan tertentu, ke-
mudian keuntungan tersebut digunakan sebagai modal untuk
berdagang lagi dan seterusnya.

Dari nash-nash sebelumnya, ulama ber-istibath bahwa haram

menimbun barang dengan dua ayarat yakni: (Ahmad Siddiq, 2002:
227):

a.

b.

Dilakukan di suatu negara yang penduduk negara tersebut
akan menderita karena adanya penimbunan.

Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang
merasa kesulitan dan ia mendapatkan keuntungan berganda.

Para ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pe-

nimbunan yang terlarang adalah terdapat syarat (Ahmad Siddiq,
2002: 227):

a.

168

Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan
sehari-hari berikut tanggungan untuk persediaan setahun pe-
nuh.

Bahwa orang tersebut menunggu saat harga melonjak naik,
agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi, dan di
saat yang sama diikuti dengan kelangkaan.
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c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat
membutuhkannya.

5. Hasil Penjualan Barang Haram

Dalam tatanan fikih, apabila suatu perbuatan yang dilakukan
dan membawa kemaksiatan maka hukumnya haram. Islam mene-
kankan bahwa dalam berbisnis, jika barang dagangan tersebut da-
pat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, atau mendorong
seseorang untuk berbuat maksiat atau mempermudah berbuat
maksiat hukumnya tetap sama yakni haram. Hal ini ditekankan
oleh Rasulullah saw. dalam Hadisnya:
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Dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Mekkah: 'Sesungguh-
nya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai,
daging babi serta jual beli arca.’ Ada seseorang yang bertanya, 'Wahai
Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang
terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk
melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?' Lalu
beliau bersabda: Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Ra-
sulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: 'Semoga
Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah ‘azza wajalla meng-
haramkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga,
kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan™
(H.R. Muttafaqu 'alaihi).

e

n 169



MUAMALAH KONTEMPORER

6. Hasil Tanajusy

Akad transaksi dengan mengunakan tangjusy adalah ketika
seseorang menambahkan harga barang melalui orang lain yang
sudah diatur sebelumnya. Yang dimaksud menaikan harga barang
adalah seseorang menawarkan suatu harga kepada penjual dengan
maksud dorongan bagi pembeli yang lain untuk menawar harga
yang lebih. Seorang penawar harga pertama, tidak bermaksud
membeli barang akan tetapi hanya pemancing penawaran berikut-
nya. Transaksi ini terlarang menurut Hadis Nabi karena mengan-
dung unsur penipuan.

S adog ale D Jo D 5 J6 wgs A g a8 o o
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"Dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang
mengandung unsur penipuan terhadap orang lain" (H.R. Bukhariy).

7. Berdagang dengan Riba

Islam menghalalkan sebuah transaksi melalui jalan perda-
gangan, akan tetapi menutup pintu bagi siapa yang berusaha me-
ngembangkan uangnya dengan jalan riba. Karenanya, riba diha-
ramkan. Allah menurunkan hukum riba secara bertahap. Pada
tahap pertama Allah memberikan arahan bahwa riba tidak akan
ditambah pada sisi Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam QS.
al-Riim ayat 39.

Ga 55T Uy 1 T 5596 AN Uil 3 35 G e 2T g
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. al-Ruum [30]: 39).
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Pada tahap kedua Allah mengharamkan riba yang berlipat
ganda sesuai dengan firman-Nya pada QS. Ali Imran [3]: 130.

3T B 1,85 Laeas Gl 61 I8 Y 1T 2,0 g
Z) 2 /°~f.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba de-

ngan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran [3]: 130).

Dan pada tahap ketiga Allah mengharamkan sisa-sisa dari ri-
ba, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 278-279.

S Gnads VM{Q\ G G (G 19335 1551 \gkaT u,:JJ\ @iy
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ting-
galkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. al-
Bagarah [2]: 278-279).

F. KESIMPULAN

Konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang berguna
bagi kehidupan manusia baik berupa barang atau jasa, sehingga
konsumsi tidak hanya berbicara mengenai hal memakan atau
meninum sesuatu tetapi ruang lingkupnya lebih luas dari itu.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi juga berkaitan de-
ngan produksi, sehingga hukum-hukum yang ada pada pro-
duksi berkaitan erat dengan hukum-hukum konsumsi. Di
dalam Islam syarat utama produksi ialah halal dan tayyib.
Apabila barang yang dihasilkan memenuhi kriteria halal dan
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tayyib, maka barang tersebut boleh dikonsumsi.

Di dalam Islam konsumsi tidak hanya berkisar pada kebutuhan
jasmani saja, akan tetapi juga meliputi kebutuhan rohani.
Tujuannya agar semua Muslim tidak hanya mendapatkan fa-
lah dalam jangka pendek saja, akan tetapi juga pada jangka
panjang.

Prinsip utama konsumsi di dalam Islam adalah sesuatu yang
dibutuhkan (I Need), bukan kepada sesuatu yang diinginkan
(I want). Hal ini ditekankan agar para konsumen Muslim ter-
hindar dari sikap israf dan mubazir.

Tingkatan kebutuhan memengaruhi pola konsumsi masya-
rakat Muslim. Di dalam Islam tingkat kebutuhan dibagi atas
tiga macam yakni kebutuhan dharuriyah (primer) ialah kebu-
tuhan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan tidak da-
pat digantikan dengan kebutuhan lainnya dan mengancam
eksistensi keberadaan manusia seperti kebutuhan terhadap
agama, kebutuhan terhadap jiwa, kebutuhan terhadap akal,
kebutuhan terhadap harta, dan kebutuhan terhadap keturun-
an. Kebutuhan hajjiyah (sekunder) adalah kebutuhan atas
pelengkap dari kebutuhan primer, apabila ini tidak ada ma-
ka akan terjadi kesulitan bagi manusia, menghilangkan be-
ban taklifi (tuntutan bagi manusia), serta memudahkan urusan
manusia. Dan kebutuhan terakhir adalah tahsiniyyah (ter-
sier) adalah kebutuhan yang bersifat sebagai penghias akan
kebutuhan pertama dan kedua. Apabila kebutuhan ini tidak
terwujud, maka kehidupan manusia tidak terancam dan ma-
nusia tidak akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.



G. LATIHAN SOAL

1.

BAB 6 — KONSUMSI

Jelaskan konsep konsumsi di dalam Islam, baik menurut Al-
Qur’an dan Hadis Nabi?

Jelaskan eksistensi kebutuhan didalam Islam serta pengaruh-
nya terhadap sikap konsumtif bagi seorang Muslim?
Jelaskan prinsip-prinsip konsumsi di dalam Islam?

Jelaskan norma dan etika konsumsi di dalam Islam?
Jelaskan tentang konsumsi terlarang di dalam Islam?
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MUAMALAH DALAM
KEARIFAN LOKAL

A. PETA KONSEP

Muamalah

dalam
Kearifan Lokal

Nilai-nilai Pergeseran Landasan Solusi
Wearien [Lelel Kearifan Lokal Kearifan Lokal Kearifan Lokal
Induk Semang Induk Semang Induk Semang

B. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak semang memiliki

banyak pengertian, di antaranya:

a. Orang yang diambil orang lain (bukan keluarganya) sebagai
kerabatnya.

b. Orang yang dipekerjakan atau yang bekerja pada orang lain
(seperti orang gajian, pegawai);

c. Orang yang diberi modal untuk berdagang atau yang menjual-
kan dagangan orang lain;
Orang yang menumpang makan (mondok); (KBBI Offline)

e. Orang yang bekerja pada orang lain karena terikat oleh utang;
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Adapun Semang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memili-
ki beberapa definisi yakni (KBBI Offline).

a. Orang perempuan yang mengambil orang lain (bukan keluar-
ga) menjadi karib baiknya.

b. Orang yang memberi pekerjaan; majikan;

c. Orang yang memegang rumah (mengusahakan, menyelengga-
rakan) pemondokan.

Semang adalah hubungan khusus antara orang yang berutang
piutang. Induk semang adalah majikan, sedangkan anak semang
bawahannya. Bagi orang Minangkabau, induk merupakan istilah
khusus yang berarti ibu. Berpangkal dari kata ibu lahirlah istilah
induk semang. Adapun mamak yaitu: saudara laki-laki dari ibu
kita, semua laki-laki yang lebih tua dari kita kecuali kerabat ayah
(Saydam, Kamus Lengkap Bahasa Minang Bagian Pertama, 2004).

Sikap hidup orang Minangkabau yang paling menonjol ada-
lah kebiasaan merantau yang sudah menjadi darah daging sejak
zaman dahulu kala. Nasihat bagi perantau muda Minang dinyata-
kan di dalam pantun, menunjukkan stategi pertama kalau mereka
sampai di daerah tujuan. Pantun itu berbunyi “sanak cari saudara
cari, induk semang cari dahulu”. Ini ungkapan luar biasa yang la-
hir dan berkembang di budaya orang Minang. Jika kita menilik
sejarah yang menjadi dasar sukses hijrah Rasulullah dari Mekkah
ke Madinah, ada kaum Anshar yang menjadi pelindung awal.
Inilah juga salah satu fungsi sang induk semang. Induk semang
diartikan sebagai: carilah pekerjaan dahulu dengan induk semang
yang bersikap melindungi. Merantau mulai dengan sikap mental
dan pembinaan etos kerja yang benar supaya disayangi oleh sang
induk semang.

Orang Minangkabau hidup secara komunal dan menganut sis-
tem matrilineal. Mereka hidup secara bertingkat-tingkat, tingkat
paling rendah dikenal dengan saparuik, dan tingkat paling terting-
gi dikenal dengan suku. Ikatan kekeluargaan sangat mendominasi
pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Di samping hidup de-
ngan sistem komunal, mereka tinggal di suatu tempat yang sama
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yang dikenal dengan nagari, seperti taratak, dusun, korong, koto,
dan nagari.

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat Minangkabau saling
berintregasi dan berasimilasi dengan penduduk lain. Di samping
itu, mereka pun mempunyai perserikatan dalam jenis pekerjaan,
keahlian, kegemaran, dan sebagainya, tanpa terikat dengan go-
longan darah, kelompok, pemukiman, dan status sosial. Suatu
kelompok atau golongan dapat berkembang menjadi lebih kecil
bahkan lenyap. Hal ini bukan disebabkan oleh faktor perkelahian,
atau peperangan, melainkan disebabkan karena faktor ilmiah yak-
ni tidak adanya penerus.

Kejayaan suatu nagari tidak ditentukan oleh luas teritorialnya,
atau subur atau tandusnya wilayah tersebut, melainkan karena
aktivitas ekonomi masyarakat tersebut (Navis, 1984: 120). Negeri
yang tandus menjadi daerah industri kerajinan dan menumbuhkan
pengrajin yang terampil dan pedagang yang sukses di nagarinya
maupun di rantau. Adapun negeri yang luas teritorialnya biasanya
mengandalkan ekonominya dalam sektor pertanian.

Islam adalah satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat
Minangkabau, dan mereka berpegang teguh terhadap agama ter-
sebut. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku di
Indonesia yang mengintegrasikan antara adat dengan keyakinan
beragama, sehingga lahirlah filosofi adat Minangkabau yakni syara
mangato adaik mamakai, (Syara berkata adat yang melaksanakan).
Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Islam melekat erat bahkan
tidak dapat dipisahkan dari budaya-budaya asli Minangkabau. Ber-
bicara mengenai kebudaayan, tidak terlepas dari asimilasi Islam
dengan adat itu sendiri. Artinya, bahwa mereka saling melengkapi
satu sama lain, dan tidak dapat berdiri/terlaksana apabila tidak
didukung oleh institusi lainnya.

Salah satu institusi sosial yang mengalami asimilasi dengan
kebudayaan Islam adalah institusi ekonomi. Adat Minangkabau
memandang bahwa ekonomi merupakan aspek yang mengandung
kemakmuran serta bukti kecintaan seseorang terhadap suku mau-
pun bagi nagari tertentu. Dengan ekonomi yang sehat, masyarakat
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menjadi makmur dan kebudayaan dapat dikembangkan serta pem-
bangunan dapat dilaksanakan. Dalam pepatah dikatakan:

Dek ameh sagola kameh
Dek padi sagalo jadi

Elok lenggang dinan data
Rancak rapak di hari paneh
Manjilih di tapi aie
Mardeso di paruik kanyang

Karena ada emas segala jadi

Karena ada padi segala beres

Elok lenggang pada yang datar

Baik barisan di hari yang panas

Kebersihan di tepi air

Memilih di perut yang kenyang (Hakimi, 1997: 199).

Berbicara ekonomi, ada dua aspek yang umumnya digeluti
oleh masyarakat Minangkabau yakni pertanian dan perdagangan.
Pertanian merupakan pekerjaan yang umumnya digeluti masya-
rakat Minangkabau yang berada di darek, karena mereka masih
memiliki tanah sebagai harta pusaka yang dimiliki oleh anggota
kaum, sedangkan para perantau Minangkabau umumnya merupa-
kan pebisnis ulung, karena mereka tidak memiliki kesempatan un-
tuk mengelola tanah pusaka tersebut sehingga mereka dipandang
sebagai orang malakok (A. Navis: 150).

Penduduk Nagari Atar; misalnya, merantau terdorong oleh ke-
inginan mengubah nasib mereka dari tekanan ekonomi, dan ingin
meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik, serta keinginan un-
tuk membantu orangtua dan keluarga (Yuskar, 2016). Keinginan
pergi merantau lebih dominan dari sektor ekonomi, karena salah
satu penyebabnya adalah kondisi demografi yang kurang baik.
Daerah Atar berbukit-bukit sehingga pertanian, khususnya sawah,
mengandalkan irigasi tadah hujan. Secara ekonomis, agak sulit
mengembangkan pertanian (Gantiang, 2015: 5) yang demikian.
Sama dengan kenagarian Kubang yang berbukit-bukit sehingga
pertanian mengandalkan irigasi tadah hujan. Luas tanah menurut
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penggunaannya, yaitu pengairan 45 Ha, sawah tadah 255 Ha, per-
kebunan 1560 Ha, hutan 325 (Kubang, 2014: 10).

Jika ada masyarakat pendatang di kampung lain dan ingin
menetap, masyarakat tersebut mempunyai hak-hak yang sama,
dengan cara cupak diisi lembago dituang, maksudnya ialah mengisi
aturan tersendiri bagi masyakarat yang ingin bergabung dengan
komunitas ini. Ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat asing yang
ingin menjadi warga Minangkabau, tetapi juga berlaku bagi ma-
syarakat Minangkabau yang melakukan perpindahan nagari atau
desa. (A. Navis: 128) Misalnya orang Minangkabau yang berasal
dari kota Padang Panjang yang bersuku Chaniago ingin tinggal
di Batusangkar, hendaknya ia mencari masyarakat yang bersuku
Chaniago pula, ia tidak dapat memilih suku yang lain. Dalam
mamang disebutkan “tanah sabingkah alah bamiliak, rumpuik salai
alah bapunyo, malu nan alun babagi, suku nan ndak dapek diasak.
(tanah sekepal sudah dimiliki, rumput sehelai sudah dipunyai, ma-
lu yang belum dibagi, suku yang tidak dapat dihilangkan). Apabila
tidak ada suku Chaniago, maka ia harus mencari suku yang sealiran
dengan suku Chaniago yakni suku Bodi atau suku Tanjung.

Tata cara pendatang untuk menetap disebut dengan hinggok
mancakam, tabang manumpu, maksudnya ialah orang Minangka-
bau yang meninggalkan kampung pamit kepada penghulunya,
lalu melapor kepada penghulu di wilayah barunya. Di samping
itu supaya tegaknya kuat. Adapun tata cara yang dilakukan bila ia
tinggal sementara ialah dengan membawa rokok untuk dipersilakan
dihisap oleh penghulu daerah rantaunya. Adapun apabila ia ingin
menetap selamanya ia harus membawa sirih dalam charano dengan
persyaratan harus disetujui oleh warga suku tersebut apabila dise-
tujui maka diadakan jamuan makan. (A. Navis: 128) Dan apabila
ia menetap di suatu daerah tanpa persetujuan adat maka disebut
dengan orang dagang yang diperlakukan sebagai orang yang tak
jelas asal-usulnya. Sebagai orang dagang ia dapat memilih peng-
hulunya sendiri dengan istilah penghulu dagang. (A. Navis: 128).

Proses malakok (bersandar) ini juga berlaku bagi suku-suku
lain di luar Minangkabau yang ingin tinggal di negeri Minang-
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kabau, seperti suku Jawa, Bugis, Aceh dan transmigran yang
berada di Sitiung, Kabupaten Damasyaraya. Para pendatang ini
diterima dengan baik oleh masyarakat Minangkabau dan menjadi
kemenakan dalam tatanan masyarakat Minangkabau dengan mem-
bayar sejumlah upeti atau tebusan adat dalam bentuk sejumlah
uang atau seekor kerbau.

Malakok dalam proses merantau untuk tujuan ekonomi, baik
berdagang atau tukang/jasa, yang bukan di wilayah Minangkabau
adalah suatu pencarian atau penemuan induk semang. Dari suatu
tempat pergi ke tempat yang baru yang belum pernah dijelajahinya,
dan sebagai tempat mencari pekerjaan di situlah mencari induk
semang yang lebih didahulukan. Tempat dia bersandar/malokok
untuk dapat memulai dan mendapat pekerjaan dari induk semang.
Hal ini termuat dalam mamang, yakninya:

“Hiyu bali balanak bali, ikan panjang bali dulu, ibu cari dunsanak dicari,
induak samang cari dahulu” (Mas'oed Abidin, 2004: 15). (Hiu dibeli ikan
belanak dibeli, ikan panjang dibeli dahulu, ibu dicari saudara dicari, yang
dicari pertama adalah induk semang).

Maksud dari mamang tersebut ialah, seharusnya kita mem-
bangun serta menjalin hubungan baik dalam bentuk saling meng-
hargai antar sesama manusia agar kita dapat menjadikan “orang
lain” sejajar dengan saudara atau orangtua kita sendiri. Mamang
di atas merupakan implementasi dari dima bumi dipijak disinan
langik dijunjuang, maksudnya adalah seseorang yang bisa menye-
suaikan diri di mana pun ia berada. Dengan demikan, seseorang
yang mampu menyesuaikan diri akan mudah bergaul dengan ma-
syarakat sekitar, dan warga sekitar pun menerimanya, sehingga
ia dianggap sebagai penduduk asli, bukan sebagai pendatang. Se-
bagai warga yang dianggap sebagai penduduk asli, maka baginya
mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk mengem-
bangkan bisnis yang ditekuninya. Sebagai warga pendatang yang
tidak memiliki apa-apa, jika ia dipercaya oleh masyarakat sekitar
untuk mengembangkan bisnis, maka ia dianggap memiliki keca-
kapan, kejujuran dan dapat dipercaya. Ini juga membuktikan bah-
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wa ketiga karakter tersebut merupakan modal dasar dalam mem-
bangun serta mengembangkan bisnis.

1. Malakok dalam Budaya Bisnis Perantau Atar

Masyarakat Atar di rantau banyak melakukan usaha fotokopi,
sehingga di nagari Atar sendiri sengaja dibangun tugu fotokopi
tahun 2010, membuktikan bahwa masyarakat perantau Atar men-
dominasi usaha jasa fotokopi. Yuskar seorang anak yang lahir dari
ibu Dalima dan bapak Bahar pada tanggal 28 Februari 1954 di
Nagari Atar Jorong Taratak XII, di usia 20 tahun Yuskar mulai
pergi merantau. Keberhasilan Yuskar diceritakan kepada sanak
famili di kampung halamannya. Sebelum beliau menekuni usaha
fotokopi, beliau datang ke tempat pamannya Akmal Badulay di
Bandung. Pekerjaannya sehari-hari membantu pamannya menjual
alat tulis (Syamsiwar, 2013: 1). Dari waktu ke waktu, Yuskar ber-
niat untuk mendirikan usaha mandiri. Di masa itu beliau sudah
memiliki pengetahuan dagang dari pamannya untuk berjualan
alat-alat tulis. Dari pengetahuan yang diperoleh tersebut selama
sekitar setahun lebih, menjadi dasar bagi Yuskar untuk memulai
usaha mandiri. Awalnya ia berjualan dengan gerobak dorong ha-
nya beberapa bulan, lalu dilakukan penertiban oleh satpol PP di
pinggiran sungai Cikapayang, beruntung barang-barang dagang
dapat ditumpuk di pinggiran jalan. Setelah itu, Yuskar mencari
tempat kontrakan, ia akhirnya mendapat tempat yang strategis di
jalan Tamansari di simpang Jalan Pelesiran.

Ketika usaha Yuskar terus berlanjut dan mengalami kemajuan,
tempat kontrakannya yang baru saja ditempatinya di Simpang
Pelesiran digusur lagi oleh Dinas Tata Kota, karena di sekitar tem-
pat tersebut akan dibangun kantor camat. Beliau sudah membe-
rikan uang kontrakan, namun belum habis waktunya sudah kena
gusur yang kedua kalinya. Pemilik kontrakan tidak dapat me-
ngembalikan uang kontrakan kepada Yuskar, namun Yuskar dibe-
rikan mesin cetak stensilan sebagai pengganti sisa kontrakan yang
tersisa.
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Pada 1980, Bapak Yuskar mengawali usaha fotokopi dengan
cara gotong-royong oleh adik kakak (Syamsiwar, 2013: 1), mereka
berusaha bekerja keras bersama-sama demi mengelola usahanya
agar bisa berkembang. Artinya, anggota dalam kerja sama tersebut
masih bernuansa saudara—beradik kakak—bersatu padu dalam
keluarga yang solid dan tekun berupaya memajukan usaha sehing-
ga pembagian hasil tidak ada berdasarkan persentase, hanya se-
mua anggota keluarga Yuskar menikmati hasil kerja sama mereka
(Yuskar, 2016).

Yuskar bekerja keras sendiri dengan kegigihan dan keuletan-
nya, ibu Dalima menggerakkan hatinya dan bertekad mengusaha-
kan modal untuk anaknya Yuskar. Dalam berjualan alat tulis ter-
sebut, tak lama kemudian datang adik Yuskar membantu berjualan
pada tahun 1976, adiknya bernama Syamsiwar kelahiran di Atar
pada 5 Juni 1956. Mereka berdua berjualan menggunakan gero-
bak dorong dengan nama usaha PD Setia. Di sekitar pinggiran su-
ngai Cikapayang. Berlanjut di tahun 1977 Yuskar mengajak adik-
nya Erman untuk ikut berjualan di Bandung sepulang sekolahnya.
Erman di kala itu masih menduduki sekolah dasar (SD) di kam-
pungnya Atar, adiknya dipindahkan ke sekolah dasar di Bandung.
Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, namun mereka tetap
bekerja keras di tengah kesulitan tersebut. Dan akhirnya kerja ke-
ras mereka membawa hasil, usaha mengalami kemajuan yang ber-
arti sekalipun masih dalam ruang yang kecil (Syamsiwar, 2013: 1).

Yuskar berserta adik-adiknya menjalankan usaha di jalan bun-
tu, yaitu Jalan Pelesiran No. 28 yang secara tempat kurang stra-
tegis karena letaknya masuk ke dalam dari jalan raya. Di tempat
inilah, usaha mereka mulai makin berkembang dengan variasi jasa
penjualan ATK, penjilidan, cetak stensilan dan cetak mesin hand
press. Sedikit demi sedikit usaha mereka semakin berkembang,
dan membutuhkan tenaga tambahan. Akhirnya, Yuskar mengajak
adiknya Yunizar yang pada saat itu masih duduk di kelas empat
SD di kampungnya Atar. Kemudian adik Yunizar dipindahkan ke
Bandung agar dapat membantu. Yuskar, disusul oleh Syamsiwar,
lalu Erman, kemudian Yunizar, mereka empat bersaudara mendi-
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rikan dan membangun usaha bersama untuk kebutuhan bersama.
Kini, pekerjaan sudah semakin banyak sementara tenaga yang ter-
sedia hanya sedikit, maka diperlukan tenaga tambahan adik-adik
di kampung halaman untuk bisa membantu. Hubungan kekera-
batan adik-kakak menciptakan kesolidan dan ketangguhan bekerja
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masing-masing tergerak
untuk mengembangkan usaha, karena itu mereka saling bekerja
sama dengan tekun dan gigih (Syamsiwar, 2013: 1).

Setelah itu, Yuskar pulang kampung karena sudah rindu de-
ngan keluarga di kampung. Ketika itu ia secara langsung bertemu
sanak saudara, dan orang-orang di kampung memandang Yuskar
sebagai orang yang sukses merantau. Terlebih ketika sang ibu
pergi ke Bandung, karena rindu dengan ayahnya (kakek Yuskar)
yang tinggal bersama paman Yuskar (Akmal Badulay) di Bandung,
sekaligus menjenguk Yuskar dan saudara-saudara ibunya. Setelah
itu sang ibu kembali ke kampung dengan transportasi pesawat,
serta membangun rumah orangtuanya. Mereka berkumpul saling
bersilaturahmi serta menceritakan usaha yang dijalani Yuskar.
Orang-orang di kampung juga berkeinginan meraih kesuksesan
seperti yang dilakukan Yuskar, dalam rangka mencarikan anak/
kemenakan sanak famili pekerjaan (Syamsiwar, 2013: 1).

Setelah usaha tersebut semakin dikenal, maka dibentuklah
sebuah CV yang dikenal dengan CV Setia Abadi. CV Setia Abadi
yang dimiliki oleh Yuskar dikenal hampir seluruh mahasiswa
universitas terkemuka di Bandung seperti ITB, UNPAD, UNPAR,
UNISBA, UNNUS dan lainnya. Karena bertambahnya omzet, maka
CV Setia Abadi memutuskan merekut karyawan lebih banyak yang
berasal dari kampung Atar dan sekitarnya.

Kesuksesan Yuskar dalam usaha fotokopi menggiring masya-
rakat perkampungan Atar yang juga perantau untuk bergelut da-
lam bidang tersebut. Alhasil hampir merata setiap orang menekuni
bidang usaha tersebut. Usaha fotokopi yang terpusat di Bandung
terus menyebar di Sumatra dan beberapa wilayah di Nusantara.
Karena semakin dikenal, perantau Atar berhasil menguasai usaha
fotokopi di wilayah Jawa khususnya Bandung dan sekitarnya. Pa-

n 183



MUAMALAH KONTEMPORER

da 25 Januari 2014 dibentuklah sebuah organisasi dengan nama
IWATAR (Profil IWATAR) yang anggotanya terdiri dari masyara-
kat Atar di perantauan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia
yang bergelut di bidang usaha fotokopi.

Kerja sama yang mereka kembangkan, bagi mereka yang telah
berhasil dengan usaha fotokopinya, adalah dengan cara membuka
cabang yang dipimpin oleh pemilik usaha tersebut. Ketika usaha
fotokopi sudah berhasil membuka cabang tidak ada pergeseran
tanggung jawab pemilik dengan karyawan. Bagi karyawan tetap
saja mendapatkan upah harian atas jasa fotokopi.

Pola yang dilakukan induk semang dalam bisnisnya di bidang
fotokopi oleh perantau Atar berkembang dengan basis kesukuan,
sebab kekeluargaan orang Minangkabau menganut kekerabatan
matrilineal. Ikatan kekeluargaan berbasis suku (dengan hubungan
tersebut) yang menguatkan sendi-sendi perekonomian perantau
baru, yaitu melalui hubungan induk semang. Perantau Kubang
juga berbasis kesukuan, kemudian berkembang menjadi senagari
dalam mewujudkan tanggung jawab pada nagari serta nama baik-
nya suatu nagari. Pekerjaan dengan induk semang adalah suatu
pekerjaan yang menghendaki komunikasi kerja yang kondusif.
Bagi perantau yang baru datang karena ingin mendapatkan pe-
kerjaan ia menunjukkan sikap yang baik kepada induk semang.
Demikian sebaliknya dalam mendidik orang kampung dalam be-
kerja, induk semang memberi pembinaan kerja serta saling mem-
bantu pekerjaan. Kerja sama ini mengikat satu pihak dengan pihak
lainnya untuk saling membantu, dan melalui pekerjaan tersebut
akan mendapat keberkahan di sisi Allah Swt. Hadis yang diriwayat-
kan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., Rasulullah saw. bersabda:

&jww\yw\jﬂduguwuﬁw@iadc&uu;

o2l ki 2 Byiafs i Jaf A c::j\ 7)) 2 es B

"Dari Shaleh ibn Shuhaib dari ayahnya berkata: ‘Bersabda Rasulullah
saw.’ 'Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan,
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mugaradhah, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga,
bukan untuk dijual” (Sunan Ibnu Majah, Juz 7: 68).

Hadis di atas menjelaskan pekerjaan yang mendapat keber-
kahan adalah suatu pekerjaan yang terdapat kerja sama antara dua
pihak atau lebih. Dalam pekerjaan tersebut, terdapat asas tolong-
menolong antarsesama.

Induk semang adalah suatu pola yang terbentuk oleh masya-
rakat adat Minangkabau. Adapun skema pola kerja sama induk
semang dalam pembentukan ekonomi perantau sebagai berikut:

Pola Induk Semang oleh Perantau Atar dan Kubang

Budaya Induk Semang
dalam Pembentukan
Ekonomi Perantau

Y

Kekeluargaan
Berbasis Kesukuan

Y

Prinsip berdasarkan
moral/akhlak:
1. Sikap ta’awun
2. Ta’min
3. llImu Bermanfaat
4. Qiradh

oy

liarah
Hibah
Qiradh/Muqaradhah
Syirkah
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2. Malakok dalam Budaya Bisnis Kubang

Cikal bakal usaha Martabak Mesir Kubang dipelopori oleh ba-
pak Darwis di Padang pada tahun 60-an dari kehidupannya yang
sulit. Hayuda merupakan penamaan usaha bapak Yusri yang sing-
katannya Haji Yusri Darwis, Yusri adalah namanya sendiri, se-
dangkan Darwis merupakan nama ayahnya. Yusri merantau di
berbagai daerah bergelut di bidang usaha memasak. Beliau meli-
hat orang menjual martabak manis, martabak kaliang, dan beliau
mencobanya di dalam usahanya. Kemudian seiring dengan berja-
lannya waktu, ia terinspirasi membuat suatu martabak yang isinya
campuran daging yang disebut Martabak Mesir Kubang. Ungkap-
an kata Mesir diasumsikan oleh Yuskar sebagai simbol agama, se-
dangkan Kubang menunjukkan asal masakan tersebut dari Kana-
garian Kubang. Usaha ini dirintisnya sejak 1966, dan mengalami
perkembangan pesat di tahun 1970-1975 di Simpang Kandang
dengan sistem kongsi bagi pemilik tempat. Pemilik tempat menjual
air minum, sedangkan Yusri menjual martabak kubang. Setelah itu
Darwis pindah ke Jalan M. Yamin di tahun 1975, dan di tempat
yang lama dikelola oleh Bapak Chudri dan adiknya.

Ketika membuka usaha Martabak Mesir berskala besar, tentu-
nya membutuhkan tenaga yang banyak. Keperluan tenaga kerja
dimulai dari sanak famili keluarga Bapak Darwis di Kubang, satu
dan lainnya saling membutuhkan, baik tenaga atau pekerjaan. De-
ngan sendirinya, usaha Martabak Mesir memberikan peluang pe-
kerjaan bagi sanak famili di kampung halaman, dan juga menjadi
pekerjaan sambilan bagi karyawan yang melanjutkan pendidikan
di bangku perkuliahan. Kebutuhan tenaga kerja Bapak Darwis
sampai berjumlah puluhan orang tenaga kerja.

Salah satu pekerja Bapak Darwis bernama Chudri, dia adalah
keponakan Darwis dan ikut bekerja dengan Darwis. Arwin Rus-
tam dan Azmi Rustam, saudara Chudri, juga bekerja di usaha Mar-
tabak Mesir Kubang. Ketika Darwis pindah ke jalan M. Yamin,
Chudri bersama adiknya membuka usaha Martabak Mesir Kubang
di tempat Darwis sebelumnya, yakni Simpang Kandang. Chudri
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kemudian membuka usaha martabak sendiri di tahun 1982. Dia
menjelaskan bahwa keahlian yang didapat karena bekerja dengan
mamaknya Darwis. Dari waktu ke waktu orang yang bekerja sama
dengan Bapak Darwis memiliki ilmu dan keahlian dalam membuat
Martabak Mesir Kubang. Anggota Bapak Darwis yang begitu ba-
nyak juga turut membuka usaha tersebut. Mereka terpencar-pencar
ke berbagai daerah tempat mereka merantau. Orang Kubang boleh
saja membuka usaha Martabak Mesir Kubang dengan membuat
merek Kubang, namun orang di luar Kubang tidak boleh menggu-
nakan merek Kubang, karena Kubang merupakan identitas yang
harus mereka pertahankan. Bila ada yang menjual martabak me-
sir dengan memakai merek Kubang, mereka akan mencari tahu
siapa orangtuanya, apakah benar orang Kubang atau bukan. Jika
terbukti bukan orang Kubang, maka mereka menuntut untuk me-
nanggalkan merek Kubang tersebut.

Orang-orang yang bekerja dengan Bapak Darwis berasal dari
kampungnya sendiri yakni Kubang. Di tahun 1982, mereka me-
nyebar di sekitar Padang. Pak Chudri membuka sendiri usaha
martabak pada tahun 1982 di belakang Olo. Beliau memiliki adik
laki-laki tujuh orang. Ketujuh orang tersebut membuka usaha ma-
sing-masing, ada yang di Bengkulu, Batusangkar, dan Padang Pan-
jang. Dengan terbentuknya ikatan persaudaraan, terbentuk pula
suatu cabang-cabang baru usaha Martabak Mesir Kubang, serta
memandang orang-orang Kubang adalah orang-orang badunsanak
(bersaudara). Ikatan inilah yang menjalin hubungan (4. kerja
dalam usaha dan mengembangkan Martabak Mesir Kubang. Sete-
lah itu mereka semakin berkembang dengan memperluas usaha
tersebut ke seluruh penjuru Kanagarian Kubang, seperti Jorong
Balai Nan Siro, Balai Talang, Danguang-Danguang, dan Talago.

Dalam bekerja sama mereka saling kerja keras untuk mema-
jukan usaha, misalnya, si pemilik usaha mengharapkan bantuan
dengan adanya tenaga kerja tambahan, sehingga pendapatannya
akan meningkat. Adapun dari sisi pekerja akan mendapatkan ilmu
melalui pekerjaannya, sedikit demi sedikit mereka menjadi mahir
dalam usaha yang ditekuninya, yaitu Martabak Mesir Kubang. Dan
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terdorong keinginan yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan sen-
diri, mereka datang menemui sanak famili/kerabat karib atau sa-
suku agar bisa memberi mereka suatu pekerjaan.

Suatu usaha martabak yang maju dan berkembang umumnya
memang membutuhkan tenaga kerja tambahan; misalnya, sebagai
tukang masak atau tukang sangrai. Adapun pola jaringan bisnis
masyarakat Minangkabau di Kenagarian Kubang, Kecamatan Gu-
guak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara spesifik berbisnis
Martabak Kubang ialah jaringan meso. Ini terlihat ketika induk
semang (pengelola) merekrut pegawainya (anak semang). Dalam
berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang mela-
kukan kemufakatan sosial, biasanya dalam satu kelompok. Hu-
bungan yang dibangun para aktor dengan yang lainnya dalam satu
kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan, maka disebut dengan
jaringan sosial dalam ikatan meso.

Ikatan ini terlihat pada ketika mereka merekrut pegawai yang
ingin bergelut dalam usaha Martabak Kubang. Umumnya. mereka
mengambil karyawan yang masih memiliki hubungan daerah atau
kekeluargaan. Dalam merekrut karyawan pada mulanya mereka
mencari beberapa orang yang mau menjadikan Martabak Kubang
sebagai bisnis. Sekitar tahun 1970-1985 Martabak Hayuda merek-
rut kebanyakan karyawannya dari sanak famili. Karyawan direkrut
sebagai tukang masak, tukang cuci, dan tukang kipeh (kipas). Pe-
kerjaan mereka dibagi-bagi, adapun bagian masak orangnya khu-
sus, yakninya perempuan. Hal ini dilatarbelakangi agar citra rasa
martabak Kubang terpelihara keorientalannya (Arianti, 2016).

Dalam usaha ini tidak ada pembinaan bagi karyawan, namun
apabila ada beberapa karyawan yang ingin mengetahuinya biasa-
nya mereka menghubungi Pak Hayuda. Kemudian ilmu tersebut
mereka sebarkan ke sanak saudaranya. Karena itu, mereka saling
berkembang dengan membuka usaha yang sama dan saling mem-
butuhkan dalam bentuk kerja sama syirkah wujuh dengan menggu-
nakan sistem upah.

Bentuk sistem malakok yang dilakukan oleh pengusaha Marta-
bak Kubang berupa pembinaan keahlian yang mumpuni untuk me-
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ngelola usaha. Siapa pun yang bekerja di Martabak Kubang beliau
diberi upah harian dan gaji bulanan (Ilham Budiman, 23 Novem-
ber 2016). Keahlian yang diberikan kepada karyawannya berupa
keahlian memasak nasi goreng dan membuat jus, sedangkan mem-
buat martabak mesir tergantung kepada induk semang pemilik
usaha tersebut. Pemilik usaha martabak kubang mengajarkan cara
membuat martabak Mesir itu kepada orang pilihannya

Karyawan tidak diajarkan langsung membuat martabak Mesir
tapi melihat saja proses pembuatannya. Di situlah pemilik usaha
akan menentukan siapa yang akan diajarkannya untuk membuat
martabak Mesir. Proses ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan
masakan dan khasnya suatu makanan (Sauqi, Wawancara langsung
di Padang Panjang. 27 November 2016).

Seandainya ada mantan karyawan martabak Kubang yang mau
membuat usaha yang sama, maka ia harus meminta izin kepada
pemilik usaha yang pertama untuk membuat cabang martabak Ku-
bang. Kalau ingin mandiri tanpa menggunakan nama Martabak
Kubang ia harus mencari nama lain.

Berbicara tentang masyarakat Minangkabau yang merupakan
pebisnis ulang, tidak terlepas dari praktik-praktik dagang yang
telah dilakukan masyarakat Minangkabau sebelum masuknya Is-
lam. Sebelum Islam datang ke Minangkabau, para anggota kaum
yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus harta pusaka
atau anggota masyarakat yang tidak memiliki tanah pusaka, biasa-
nya mengandalkan kehidupan ekonomi dengan merantau. Karena
mereka awalnya tidak memiliki modal yang cukup untuk mem-
bangun sebuah usaha di tempat perantauannya tersebut, maka
biasanya ketika mereka pergi merantau tempat yang mereka tuju
pertama kali ialah tempat para saudara sesuku atau senegerinya
tinggal. Ini bertujuan agar mereka diberi kemudahan untuk men-
dapatkan modal awal dalam berbisnis, yang dikenal dengan induk
semang. Jadi pada mulanya, induk semang merupakan tempat
bersetumpu, yang didatangi oleh perantau pemula sebagai modal
awal dalam membangun bisnis tersebut. Setelah Islam masuk ke
Minangkabau hingga saat ini, praktik induk semang masih menjadi

n 189



MUAMALAH KONTEMPORER

tren bagi masyarakat perantau Minangkabau, akan tetapi bantuan
yang diberikan oleh induk semang, tidak lagi berbentuk materi
saja, akan tetapi berkembang menjadi nonmateri, seperti skill dan
keterampilan yang diajarkannya kepada anak semang. Ini tidak
terlepas dari budaya Islam yang mengajarkan bahwa ilmu yang
bermanfaat termasuk dalam amalan yang tidak teputus walaupun
pengajarnya telah meninggal dunia. Inilah yang menjadi penggerak
bagi para induk semang agar mereka tidak hanya memberikan
materi kepada anak semang, akan tetapi juga memberikan suatu
ilmu yang bermanfaat dengan harapan akan mendapatkan pahala
apabila diberikan secara tulus.

C. PERGESERAN KEARIFAN LOKAL INDUK
SEMANG

Perantau pemula senantiasa mencari tempat bersetumpu se-
bagai awal mencari pekerjaan. Mereka yang pergi tidak memba-
wa bekal/modal dalam memulai pekerjaannya, hanya beberapa
pakaian harian. Oleh karena itu, mereka bekerja dengan mengan-
dalkan tenaga yang ada sebagai awal mencari pekerjaan. Seiring
hal tersebut mereka datang di perantauan bekerja dengan induk
semang dalam jangka pendek, artinya mereka bekerja dengan
sungguh dan ulet untuk memperbaiki hidup agar lebih sejahtera
secara finansial, karenanya mereka bekerja mulai dari bawah un-
tuk mendapatkan suatu ilmu dan pengalaman. Dengan ilmu dan
pengalaman yang didapatnya, perantau tersebut sudah menda-
patkan keahlian (skill) dalam menjalankan usaha, dengan modal
dasar yang harus dimiliki bila berbisnis fotokopi ataupun martabak
kubang, setelah itu baru modal materi berupa mesin, perangkat
alat-alat fotokopi, serta tempat kontrakan fotokopi. Adapun untuk
martabak kubang membutuhkan gerobak dan bahan mentah mar-
tabak kubang.

Relasi dalam mencari pekerjaan adalah cikal bakal adanya
hubungan induk semang dengan perantau pemula yang mencari
pekerjaan. Induk semang biasanya adalah mereka yang memiliki
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hubungan sanak saudara, orang sasuku, ataupun sanagari. Grandori
dan Soda mengklasifikasikan bentuk jaringan usaha mulai dari
yang paling sederhana, seperti komunikasi informal dengan relasi
atau kolega sejawat, agak kompleks seperti kelompok pembinaan,
program keterkaitan dan kemitraan (yang kemudian diterjemah-
kan antara lain menjadi sistem bapak-anak angkat), asosiasi, dan
konsorsium, hingga bentuk yang lebih kompleks seperti joint ven-
ture, subkontrak atupun franchising (Yusanto, 2002: 101).

Awal pekerjaan perantau dimulai dari garis nol (dari bawah)
seperti memfotokopi. Setelah mahir menjilid, dalam rentang waktu
antara dua sampai tiga bulan sudah mampu memfotokopi, selan-
jutnya pengetahuan mesin fotokopi, hingga akhirnya kerusakan-
kerusakan dalam fotokopi dapat diperbaiki sendiri. Ini setidaknya
untuk mengurangi biaya produksi agar tidak terlalu mahal, se-
hingga biaya produksi terasa ringan. Bila tidak mengetahui ken-
dala-kendala yang terjadi pada mesin tentunya harus memanggil
orang atau mengupah perbaikan mesin. Keahlian tersebut yang
harus dimiliki para perantau Atar untuk membuka usaha sendiri.

Sama halnya orang-orang yang berkeinginan bekerja di Marta-
bak Kubang, karena belum memiliki pengetahuan sama sekali di-
awali dengan mencuci piring selama beberapa waktu. Seiring hal
tersebut, mulai memperhatikan dan mempelajari cara memasak:
bagaimana mengaduk bumbu, menyangai yang pas—isi adonan
dan dagingnya masak serta kulit tidak hangus, membuat saus yang
enak dengan rasa yang khas. Semua keahlian tersebut harus dikua-
sai oleh pengusaha Martabak Kubang. Bagi usaha Martabak Ku-
bang karena bergelut dalam bidang kuliner, masing-masing peda-
gang Martabak Kubang mempunyai racikan tersendiri.

Karyawan dengan induk semang sama-sama menyelesaikan
pekerjaan dengan tujuan yang sama. Mereka saling bekerja sama,
tidak terkesan hubungan kerja atasan dan bawahan, yang terjadi
adalah hubungan sejawat, sekalipun pekerjaannya sudah diten-
tukan bagiannya masing-masing, induk semang juga turut bekerja,
tidak semata-mata memerintah tanpa ada pekerjaan yang disele-
saikannya. Oleh karena itu, pola hubungan kerja yang terjalin ber-
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bentuk horizontal, sebagaimana pola hubungan yang terjadi an-
tara usaha-usaha yang terkait langsung (Yusanto, 2002: 99).

Tidak dapat dimungkiri mereka yang datang ke tempat induak
samang adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluar-
gaan, baik sanak saudara, sasuku, ataupun sanagari. Oleh karena
itu, induak samang melakukan pembinaan-pembinaan, baik cara
bekerja, memotivasi bekerja, ataupun menunjukkan jalan sehingga
diperoleh kemudahan-kemudahan dalam menjalankan bisnis bagi
pemula. Bentuk upaya yang dilakukan induak samang terhadap
anak semang (perantau baru) yang menjejaki bidang usahanya
adalah:

1. Penguatan jaringan, maksudnya dalam sosio-ekonomi jaringan
sistem induak samang sebagai pembuka cabang-cabang baru
oleh perantau baru.

2. Penguatan hubungan ikatan silaturrahmi, yaitu melakukan
pembinaan kerja serta peningkatan hubungan sosial kekeluar-
gaan bagi yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan
dan juga mencarikan tempat bekerja yang sama. Hal ini mem-
bentuk hubungan yang semakin kuat karena saling membantu
di bidang ekonomi.

3. Penambahan ilmu/keahlian. Perantau melakukan pekerjaan
diawali dari pekerjaan yang ringan-ringan dengan mengamati
dan mencoba untuk melakukannya. Karena ketidaktahuan
para perantau terhadap pekerjaannya, induak samang tidak
akan menyerahkan pekerjaan kepada mereka tanpa membe-
rikan bimbingan dan pengajaran terlebih dahulu karena akan
berisiko terhadap usaha mereka. Yuskar membawa sanak
saudara dan familinya secara bertahap. Pertama, ia membina
adik-adik kandungnya, kemudian iparnya, kemudian setelah
usahanya semakin besar dan membutuhkan banyak bantuan
tenaga barulah ia mengajak saudara sesuku dan sekampung.

Memulai dari bawah akan mengukuhkan usahanya, seka-
lipun banyak rintangan yang menghadang, seperti mesin ru-
sak, fotokopi macet, pendapatan kurang, karena mereka sudah
belajar dari hal terkecil dan tahu apa yang harus dilakukan
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selanjutnya. Sebaliknya jika langsung berusaha besar tanpa
dari bawah, ketika hambatan usaha tiba, akan goyang usaha-
nya karena bekal ilmu dan pengalaman yang diperolehnya
belum ada dan belum mapan.

Memberikan pengetahuan dasar sangatlah penting, misal-
nya dalam usaha fotokopi pengetahuan tentang cara memfo-
tokopi, mengatur mesin, bongkar mesin, memperbaiki keru-
sakan fotokopi, dan penjilidan. Adapun pada usaha Martabak
Kubang diberikan pengetahuan bagaimana cara menyangai
martabak, meracik bumbu, takaran bumbunya dan mengha-
silkan aroma khas Martabak Kubang asli.

Pengetahuan dan pembinaan terbuka lebar bagi siapa saja yang
mau maju dan berkembang, sehingga mereka yang bekerja
benar-benar paham dan menguasai usaha yang ditekuninya.
Durasi masa bekerja tergantung karyawan pemula, hingga dia
berniat untuk mandiri. Pengetahuan tersebut amat penting
agar usahanya nanti dapat bertahan karena banyak orang lain
membuka usaha fotokopi tanpa mempelajarinya secara mak-
simal, maka ketahanan produksi bisa rapuh karena banyaknya
biaya produksi yang akan ditanggung.

Penguatan permodalan. Induk semang memberikan sebagian
hartanya untuk dijadikan modal yang akan diganti menurut
waktu kesanggupan membayar. Pinjaman tersebut tanpa ada
riba/bunga. Di samping itu, induk semang juga memberikan
sepenuhnya secara cuma-cuma untuk biaya yang ringan-
ringan. Penguatan permodalan ini dilakukan oleh perantau
Atar, sedangkan Kubang tidak seperti demikian.

Pemilik usaha fotokopi memberikan pinjaman sebagian harta-
nya untuk dikembalikan bila ia sudah sanggup membayarnya.
Yuskar mencarikan mesin fotokopi baru yang dibeli dari luar
negeri lalu diberikan kepada karyawannya yang mau mandiri.
Bila pembuka usaha baru tersebut telah memiliki modal uang,
dia dapat membayarnya atau mengangsur pinjaman yang
senilai harga mesin yang dibeli oleh Yuskar. Pinjaman seperti
ini menuntut adanya penggantian atau bahasa figh-nya muqa-
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radhah/meng-qgiradh-kan, yaitu memberikan sebagian harta
kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk
menggantikan dalam jumlah yang senilai dalam kegiatan pe-
ngembangan ekonomi bagi pemula.

D. LANDASAN KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Perkembangan ekonomi baik pada masa klasik maupun kon-
temporer, merupakan nadi dari kehidupan manusia. Oleh sebab
itu ekonomi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia se-
perti politik, keagamaan, undang-undang, sosial, dan militer. Eko-
nomi merupakan simbol kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa di-
katakan maju, apabila ekonominya mapan, rakyatnya sejahtera,
minim pengangguran dan luasnya lapangan pekerjaan. Dan seba-
liknya suatu negara dikatakan tertinggal atau keterbelakangan
apabila ekonominya mengalami ketertinggalan, rakyatnya hidup
dalam kemiskinan, dan tingginya tingkat pengangguran.

Sejarah membuktikan, manusia baik sebagai individu maupun
sebagai mahkluk sosial memiliki perhatian penuh terhadap sarana
atau fasilitas untuk mendapat kesenangan di dunia. Implikasi eko-
nomi terhadap dunia politik terlihat pada kasus kolonialisme, dan
berbagai pembicaraan tingkat internasional yang membicarakan
kasus krisis internasional. Ini merupakan refleksi perekonomian
suatu bangsa, rancangan kebijakan moneter, dan target pertum-
buhan ekonomi negara tersebut (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-
28).

Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehi-
dupan masyarakat, maka seyogianya Islam sebagai agama rahmat-
an lil alamin memiliki kebijakan ekonomi yang jelas yang mampu
menjawab permasalahan ekonomi yang terus berkembang seiring
dengan perkembangan zaman. Karena syariat Islam (figh) bersifat
dinamis yang selaras dan mampu menyesuaikan diri dengan per-
kembangan kehidupan manusia.

Sejarah membuktikan bahwa Islam pernah menjadi negara
makmur pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, membuktikan
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bahwa ekonomi Islam mampu menciptakan kemakmuran bagi
masyarakatnya. Ketika itu terbukti bahwa orang kaya hampir ti-
dak dapat menemukan satu orang miskin pun yang bisa diberi za-
kat (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Konsep dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam menggabungkan
antara politik ekonomi dan mazhab ekonomi. Politik ekonomi ialah
suatu bentuk pemikiran ekonomi yang berusaha memecahkan ber-
bagai permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Ada-
pun objek politik ekonomi ialah cara atau metode terbaik yang di-
gunakan atau ditempuh oleh suatu negara untuk mencapai target
ekonomi tertentu (Wahbah al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Adapun aliran ekonomi ialah suatu konsep yang dipilih oleh
suatu komunitas untuk diikuti dalam menjalani kehidupan ekono-
minya untuk memecahkan permasalahan ekonominya (Wahbah
al-Zuhayliy, 2011: 27-28).

Apabila Nilai ekonomi Islam berasimilasi dengan praktik-
praktik adat Minangkabau yang berkenaan dengan perdagangan,
khususnya relasi induk semang, maka lahirlah harmonisasi antara
ajaran adat Minangkabau dengan Islam berupa:

1. Kecintaan Terhadap Kaum Kerabat, Baik Kerabat
Sesuku Maupun Senagari

Islam bukanlah agama yang mengajarkan fanatisme terhadap
suku/klan tertentu, bahkan Islam melarang untuk bersikap fana-
tisme terhadap karib-kerabat. Larangan ini bertujuan agar tercip-
tanya keharmonisan antarberbagai golongan dan tidak terjadi
permusuhan. Akan tetapi, Islam juga melarang seseorang yang me-
mutus tali silaturahmi lebih dari 3 hari. Hal ini mengindikasikan
bahwa kecintaan kepada karib kerabat itu dibolehkan, akan tetapi
dalam kadar sewajarnya. Namun dalam bentuk pemberian, Islam
menekankan bahwa pemberian yang paling utama adalah karib
kerabat yang sangat membutuhkan, hal ini didukung oleh Hadis
Nabi saw. tentang tingkatan dalam pemberian sedekah yakninya:
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"Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin ‘Isa dia berkata; Telah mem-
beritakan kepada kami Al Fadl bin Musa dia berkata; telah menceritakan
kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abul Ja'd dari Jami' bin Syaddad dari
Thariq Al Muharibi dia berkata: Kami sampai di Madinah dan ter-
nyata Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar
berkhotbah di hadapan manusia, beliau bersabda: Tangan seorang
pemberi adalah di atas, mulailah dengan yang engkau tanggung, ibu-
mu, ayahmu saudari dan saudaramu, kemudian yang dibawahmu dan
yang berada dibawahmu" secara ringkas.

2. Mendahulukan Kerabat dalam Pemberian Utang
Daripada Orang Lain

Sesuai dengan ajaran Alam, terkembang yang menjadi sumber
falsafahnya, orang Minangkabau membentuk masyarakat yang
komunalistik, baik dalam kediaman sosial, maupun dalam usaha.
Artinya, mereka hidup berkelompok. Setiap kelompok bukan ha-
nya bergabung dengan kelompok lain dalam kelompok yang le-
bih besar, setiap kelompok kecil maupun besar saling berbaur
dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu
ikatan kebudayaan dan falsafah yang sama. Ibaratnya seperti pe-
ngelompokan dan pembauran unsur-unsur alam yang dapat diraba
indra manusia. Misalnya, dalam kelompok kediaman, ada ba-
nyak kampung dalam satu nagari, ada banyak nagari dalam satu
luhak, ada beberapa luhak dalam alam Minangkabau. Dalam ke-
lompok sosial, ada banyak kelompok yang dimulai dari orang se-
rumah tangga yang bergabung dalam satu kaum, banyak kaum
bergabung dalam suku, dan banyak suku bergabung dalam urang
awak. Penggabungan bukan berarti peleburan, melainkan seperti
yang dirupakan riak air pada telaga yang ditimpa batu di beberapa
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tempat. Artinya, beriak mulai dari titik tempat jatuhnya baru, lalu
riaknya menumbuhkan lingkaran-lingkaran yang kian meluas.

Awak yang besar akan menuntut sinarnya awak-awak yang
lebih kecil ke dalam kebersamaan yang komunalitas itu. Individu
pun tidak berarti lagi karena ia hanya merupakan satu molekul dari
sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu pula, setiap kesulitan,
kejayaan atau kepentingan orang seorang, kerabat kaum, suku
kampung atau nagari, bahkan sealam Minangkabau, merupakan
kesulitan, kejayaan, dan kepentingan awak pula. Demikian pula
sebaliknya, sehubungan dengan itu, kepemilikan harus diartikan
sebagai pemakaian, selama yang memakai dan yang dipakai itu
ada. Artinya, awak yang kecil merupakan bagian yang utuh dari
awak yang besar dan awak yang besar merupakan bagian yang utuh
pula dari awak yang kecil. Namun, pemahaman lingkungan awak
mempunyai batasan yang sesuai dengan struktur masyarakatnya,
yang mereka sebut: “Babiliak ketek, babiliak gadang” (berbilik kecil,
berbilik besar). Artinya, meskipun semua orang adalah awak, tidak
semua orang awak adalah awak. Ukurannya adalah lingkungan
masing-masing, mulai dari tingkat yang paling kecil sampai ke
tingkat yang lebih besar, seperti kerabat terdekat, kerabat jauh,
kerabat sekaum, kerabat senagari, dan akhirnya barulah sesama
awak Minangkabau.

Dalam pengertian awak babiliak ketek, babiliak gadang itu,
yang paling dulu disempurnakan ialah awak yang dalam bilik ke-
cil, baik dalam menunjang hidupnya, maupun dalam meminta
bantuan serta menyampaikan kesukaran. Meminta bantuan atau
menyampaikan kesukaran melampaui batas bilik kecil dipandang
tabu karena maambiak angok kalua badan (bernapas keluar tu-
buh). Andai seseorang ingin menyampaikan keluhan, ia harus
menyampaikannya kepada kerabat terdekat. Kalau kerabat dekat
sedang tidak mampu, maka kerabat dekat itulah yang akan me-
nyampaikannya ke bilik besar atau ke kaum kerabat yang berada
dalam bilik besar, yakni kerabat yang lingkungannya lebih jauh.
Sama halnya dalam memberi bantuan, haruslah kerabat dekat
yang menjadi prioritas pertama. Setiap bantuan yang diberikan
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tanpa diminta atau dalam bentuk yang berlebihan dari kewajiban
semestinya dipandang sebagai mamparagokan gadang bidang bahu
(memamerkan kekuatan bidang bahu), artinya memamerkan ke-
kuatan pada karib sendiri (Navis, 1984: 69).

Hal ini didukung oleh Hadis Nabi saw. yang menjelaskan bah-
wa keutamaan memberi sedekah kepada karib kerabat:
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"Telah mengabarkan kepada kami Abu Hatim Al-Bashri telah men-
ceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Hafshah binti Sirin dari Ummu
Ar Raih binti Shulai' dari Salman bin ‘Amir Adl Dlabbi ia menyebutkan,
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya
bersedekah kepada orang miskin hanya sebuah sedekah, dan sedekah
kepada orang yang memiliki hubungan kerabat adalah dua pahala;
pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kekerabatan™.

LASVERNLANN

3. Kepercayaan Akan Meningkatkan Pendapatan
Ekonomi

Dalam praktik ekonomi Islam dijelaskan bahwa modal dasar
dari sebuah praktik bisnis adalah kepercayaan. Berbagai bisnis
yang telah diajarkan dalam Islam lebih menekankan kepada ke-
percayaan dan lebih ditekankan lagi apabila bisnis tersebut me-
nyangkut hubungan antara dua orang atau lebih. Sebagai contoh
mudarabah dalam praktik ini seseorang diberikan kepercayaan
secara penuh untuk mengelola modal yang telah diberikan kepa-
danya. Kepercayaan sangat dibutuhkan oleh pemilik modal mau-
pun pihak pengelola. Pihak pemberi modal memberikan modal
secara seutuhnya agar dikelola sebaik-baiknya. Berkenaan dengan
untung rugi, pihak pengelola yang bertanggung jawab memberi-
kan/menjelaskan bagian yang merupakan untung yang akan dida-
patkan oleh masing-masing pihak.
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Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika ia membawa ba-
rang dagangan Khadijah menuju Suriah, ia dipercaya oleh Kha-
dijah untuk mengelola barang dagang tersebut dengan dibantu
oleh seorang pembantu Khadijah, dengan sikap Rasulullah yang
al-amin, maka barang dagangan yang dipercayakan oleh Khadijah
mendapatkan keuntungan yang cukup banyak.

4. Usaha Harus Melangkah dari Bawah

Dalam berbisnis, seseorang harus memulai usahanya dari
nol, tak peduli walaupun awalnya merupakan karyawan pencuci
piring. Ini berdasarkan bahwa seseorang yang membuka usahanya
langsung menjadi pengusaha besar, maka ia sulit mendapatkan
kesuksesan, sebab mustahil melangkahi satu jenjang ke jenjang
berikutnya. Hal ini didukung oleh pepatah Minang yakninya “ba-
jangjang naiak batanggo turun” (Dengan jenjang kita naik, dengan
tangga kita turun)”. Maksudnya adalah usaha harus dilakukan se-
cara bertahap dari yang paling kecil hingga yang paling besar.

5. Praktik Induk Semang Hanya Berlaku bagi
Masyarakat Sesuku hingga Senagari

Praktik pelaksanaan induk semang bagi masyarakat Atar dan
Kubang hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki kesamaan,
baik sesuku maupun nagari, hal ini dibuktikan dengan perekrutan
karyawan baik yang bergelut di bidang usaha kuliner maupun
yang bergelut di usaha fotokopi. Didukung oleh keterangan di ba-
wah ini:

“Martabak merupakan ikon dari masyarakat Kubang, dan apabila ada
warga lain, di luar masyarakat Kubang dia bisa membuka usaha yang
sama asalkan mendapat izin dari Hayuda, karena ia merupakan pe-
mimpin organisasi persatuan masyarakat Kubang. Dan dia harus mem-
bayar kepada Hayuda, karena menurutnya Martabak Kubang sudah
memiliki hak paten. Dan apabila ada warga non-Kubang berani mem-
buka usaha ini, tanpa mendapatkan legalisasi dari Hayuda, maka yang
bersangkutan (Hayuda) bisa mengajukan tuntutan/melalui ranah hukum
(Nofri, 2016).
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6. Salah Satu Cara Pemerataan Ekonomi lalah
dengan Memberikan Utang Kepada
Karib Kerabat

Ajaran Minangkabau menyuruh setiap orang pandai menyim-
pan aib dari mata orang lain, seperti yang diungkapkan petuahnya:
Mamakan habih-habih, manyuruak hilang-hilang (memakan betul-
betul habis, bersembunyi betu-betul hilang). Aib atau kehinaan
yang memalukan merupakan rahasia yang perlu disembunyikan.
Jika harus dibuka untuk mencari perbaikan, ia hanya akan disam-
paikan kepada kerabat yang paling dekat. Jika kerabat yang pa-
ling dekat tidak dapat memecahkannya sendiri, ia harus dibawa
kepada kerabat yang lebih luas. Tidak boleh kepada orang lain di
luar lingkungan kekerabatan. Keaiban ini haruslah dilokalisasikan
betul-betul, yang mereka ungkapkan dengan mamangan: Babiliak
ketek, babiliak gadang (berbilik kecil, berbilik besar). Maksudnya,
apabila rahasia itu merupakan rahasia kamar, janganlah orang se-
rumah mengetahuinya; kalau rahasia itu merupakan rahasia se-
rumah, tetangga jangan sampai tahu, demikian seterusnya. Orang
yang menceritakan aib kerabatnya sendiri mereka namakan pama-
cah tubo (penyebar racun) (Navis, 1984).

Berkenaan dengan utang, biasanya masyarakat Minangkabau
berutang kepada karib kerabatnya, dengan tujuan agar aibnya ter-
tutupi dari masyarakat umum. Dengan pemberian utang kepada
karib kerabat dalam bentuk pemberian modal, secara tidak lang-
sung merupakan tindakan untuk menutupi aib kerabatnya, dan
menolongnya keluar dari kemiskinan, serta meningkatkan penda-
patan suatu nagari. Contoh sebagai berikut: A merupakan peng-
angguran, kemudian B kerabatnya merupakan perantau sukses
yang berkecimpung dalam bisnis fotokopi, ketika B memberikan
modal dalam bentuk utang ia secara tidak langsung membantu
perekonomian kaumnya sendiri. Dengan modal yang diberikan
oleh B, A dapat membuka usaha baru dan merekrut beberapa ang-
gota kaumnya yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga pendapatan
kaum tersebut merata yakni semua bergelut dalam usaha fotokopi.
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7. Salah Satu Cara Menjalin Membuat Ikatan/
Jaringan EKonomi lalah Pemberian Bantuan
Kepada Karib Kerabat

Dalam membuka usaha fotokopi, para karyawan yang direkrut
ialah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan pemilik usa-
ha tersebut, dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan keluar-
ganya, seperti contoh Yuskar. Beliau ikut dengan mamaknya dan
membantu mamaknya bekerja. Selama bekerja ia berpikir untuk
lebih mandiri karena ia sudah mampu membaca situasi dan kon-
disi di wilayah perantauan tersebut, khususnya untuk bisnis yang
akan dilakukannya. Awalnya Yuskar menjual alat-alat tulis, ke-
mudian melakukan fotokopi, menjadi teknisi mesin fotokopi ber-
sama adiknya, dan terakhir sebagai penyedia mesin fotokopi.
Usaha fotokopi kemudian menjamur bagi penerusnya, terutama
bagi orang kampung. Kemudian mereka mampu menguasai usaha
fotokopi di pulau Jawa atas nama Atar yang cukup mendominasi.
Ditambah solidaritas keluarga Yuskar untuk mengembangkan
usaha fotokopi bagi orang kampung, yang sama-sama saling meng-
untungkan (Yuskar, 2016).

E. SOLUSI KEARIFAN LOKAL INDUK SEMANG

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubah-
nya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.
Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi
sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin
mengadakan perubahan. Hirscman mengatakan bahwa kebosanan
manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Dalam bidang ekonomi, khususnya dalam sektor bisnis, masya-
rakat Minangkabau terkenal menggunakan sistem induk semang.
Landasannya adalah orang Minangkabau merupakan bangsa yang
komunal, yang tidak bisa mengerjakan suatu perkerjaan sendiri-
sendiri, akan tetapi secara bersama-sama. Adapun pola kerja sama
yang terdapat dalam penerapan induak samang, yaitu:
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Sistem kerja sama.

Sistem ini dilaksanakan dengan salah satu pihak memberikan
modal kepada orang lain. Kemudian orang tersebut membe-
rikan wewenang untuk menjalankan usahanya tersebut. Bia-
sanya dilakukan kepada orang yang memiliki hubungan ke-
rabat dengan pemilik usaha.

Sistem upah.

Dalam era kontemporer, biasanya para pengusaha Minangka-
bau mencari beberapa orang lain, yang mau bekerja dengan-
nya dengan menggunakan sistem upah. Pelaksanaan sistem
ini biasanya digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki
kerabat atau keluarga yang bisa membantunya dalam menja-
lankan bisnis tersebut.

Sistem utang.

Sistem ini digunakan oleh para pengusaha yang memberikan
pinjaman uang kepada orang lain, dan orang tersebut tidak
mampu membayar utangnya, oleh sebab itu pihak pemberi
utang memberikan modal dagang kepada yang berutang
untuk menjalankan bisnis yang sedang dikelola oleh pemberi
utang. Apabila bisnis yang dijalankan tersebut mendapat ke-
untungan, maka hasil keuntungan tersebut digunakan menu-
tupi utangnya.

RINGKASAN

Pola kerja sama induk semang adalah suatu bentuk jaringan
ekonomi yang terikat dari bentuk kekeluargaan (hubungan
kekerabatan matrilineal). Karena itu ikatan suku mempertebal
tingkat solidaritas sosio-ekonomi kaumnya. Ketika awal men-
cari pekerjaan mereka menumpang dengan sanak saudara,
sasuku, sanagari dengan cara ijarah. Mereka bekerja tidak
membawa modal kecuali tenaga, karenanya sebagai imbalan
mereka mendapatkan upah harian atau mingguan. Di samping
mendapatkan upah, mereka juga mendapat bekal pengetahuan
dan dapat mempelajari keahlian berbisnis.
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Adapun bentuk kemandirian perantau dengan induk samang-
nya melalui cara menghibahkan sebagian harta induk semang,
atau mengqiradh muqaradhah/mudarabah sebagian harta, yang
berlaku pada perantau Atar yang ingin membuka usaha sen-
diri. Ini berbeda dengan perantau Kubang yang hanya mem-
peroleh ilmu dari induk semang. Tidak ada pemberian modal
kecuali modal dari kampungnya, baik dari orangtuanya atau
beberapa simpanannya. Kemandirian dan kemudahan para
perantau dalam mendapatkan pekerjaan sangat terbantu de-
ngan adanya relasi induk semang-anak semang. Ini juga turut
membantu perekonomian Atar dan Kubang.
Masyarakat perantau Atar dan Kubang melakukan adat
istiadat ba-induk semang sehingga dapat menciptakan keseim-
bangan perekonomian masyarakatnya. Orang yang belum pro-
duktif dapat diberi kesempatan untuk bisa produktif dengan
kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari relasi induk
semang-anak semang. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dila-
kukan induk samang terhadap anak semangnya (perantau ba-
ru) terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan induk semang
dalam mendistribusikan hartanya secara tidak riba, sebagai
berikut:

a) Penguatan jaringan, maksudnya dalam sosio-ekonomi ja-
ringan sistem induak samang sebagai pembuka cabang-ca-
bang baru oleh perantau baru.

b) Penguatan hubungan Ikatan silaturahmi, yaitu melaku-
kan pembinaan kerja serta peningkatan hubungan sosial
kekeluargaan bagi yang mengalami kesulitan mendapat-
kan pekerjaan dan juga mencarikan tempat bekerja yang
sama. Hal ini membentuk hubungan yang semakin kuat
karena saling membantu di bidang ekonomi.

c¢) Penambahan ilmu/keahlian. Perantau melakukan peker-
jaan diawali dari pekerjaan yang ringan-ringan dengan
mengamati dan mencoba untuk melakukannya. Karena
ketidaktahuan para perantau terhadap pekerjaannya, in-
duak samang tidak akan menyerahkan pekerjaan kepada
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mereka tanpa memberikan bimbingan dan pengajaran ter-
lebih dulu karena akan berisiko terhadap usaha mereka.
Yuskar membawa sanak saudara dan familinya secara
bertahap. Pertama, ia membina adik-adik kandungnya,
kemudian iparnya, kemudian setelah usahanya semakin
besar dan membutuhkan banyak bantuan tenaga barulah
ia mengajak saudara sesuku dan sekampung.

Memulai dari bawah akan mengukuhkan usahanya,
sekalipun banyak rintangan yang menghadang, seperti
mesin rusak, fotokopi macet, pendapatan kurang, karena
mereka sudah belajar dari hal terkecil dan tahu apa yang
harus dilakukan selanjutnya. Sebaliknya jika langsung
berusaha besar tanpa dari bawah, ketika hambatan usaha
tiba, akan goyang usahanya karena bekal ilmu dan peng-
alaman yang diperolehnya belum ada dan belum mapan.
Penguatan permodalan. Induk semang memberikan seba-
gian hartanya untuk dijadikan modal yang akan diganti
menurut waktu kesanggupan membayar. Pinjaman terse-
but tanpa ada riba/bunga. Di samping itu, induk semang
juga memberikan sepenuhnya secara cuma-cuma untuk
biaya yang ringan. Penguatan permodalan ini dilakukan
oleh perantau Atar, sedangkan Kubang tidak demikian.

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik induk semang
sebagai berikut:

a)

b)

Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang meliputi
berbagai aspek, salah satunya ekonomi. Maksud penggu-
naan semua kekayaan atau mengelola harta harus dilan-
dasi dengan nilai-nilai syari yang mencakup aspek al-
Madi dan al-Adabiyah. Hal ini tecermin dari perbuatan
menolong sesama dalam memberikan ilmu yang berman-
faat, tidak ada riba, tidak ada pemerasan dan kezaliman.
Keadilan dan keseimbangan. Adanya pemberian pinjam-
an (qardh), hibah, sedekah dan mengajari keterampilan
agar yang lemah diberi kesempatan untuk bisa tumbuh
dan berkembang dalam usaha ekonominya, orang yang
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tidak produktif menjadi produktif, dan akhirnya tercipta
pemerataan ekonomi masyarakat.

c¢) Kebebasan berusaha. Manusia diberi kebebasan dalam
menentukan pilihannya. Masyarakat Atar dan Kubang
atas dasar keinginan sendiri ingin mencari pekerjaan ber-
sama orang yang sesuku/senagari dengannya.

d) Tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab ke-
pada Allah, sesamanya dan diri sendiri, bahwa perbuat-
annya di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada
Allah. Karena itu dalam bermuamalah terdapat aspek al-
Adabiyah. Peduli dan membimbing anak semang merupa-
kan tanggung jawab induk semang kepada sanak saudara,
sasuku, ataupun senagari.

G. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian induk semang?

2. Jelaskan penerapan induk semang dalam ekonomi Islam?

3. Jelaskan bentuk akulturasi adat budaya induk semang de-
ngan ekonomi Islam?

4. Jelaskan tentang kriteria induk semang dalam budaya adat
Minangkabau?

5. Jelaskan pengaruh budaya Islam terhadap tradisi induk se-
mang?
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